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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PEDOMAN UMUM RKA-K/L

1. Pendahuluan

1.1 Pendekatan Dalam Sistem Penganggaran

Penyusunan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan bagian dari penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusunan APBN tersebut
meliputi penyusunan dokumen RKA-K/L, dokumen rencana keuangan tahunan
K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga;

Penganggaran secbagai suatu sistem mengatur proses dan mekanisme
penyiapan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pada sisi persiapan belanja negara (budget spending preparation), mengatur
mengatur 3 (tiga) materi pokok, yaitu: pendekatan penyusunan anggaran,
klasifikasi anggaran, dan proses penganggaran. Proses penganggaran merupakan
uraian mengenai proses dan mekanisme penganganggarannya dimulai dari Pagu
Indikatif sampai dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran K/L yang bersifat final.
1) Pendekatan Penganggaran Terpadu

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan
seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk
menghasilkan dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut
organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Integrasi atau keterpaduan proses
perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam
penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk
keperluan biaya operasional.

Pada sisi yang lain penerapan penganggaran terpadu juga diharapkan
dapat mewujudkan Satuan Kerja (Satker) sebagai satu-satunya entitas
akuntansi yvang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang
dimilikinya, serta adanya akun (pendapatan dan/atau belanja) untuk satu
transaksi sehingga dipastikan tidak ada duplikasi dalam penggunaannya.

Mengacu pada pendekatan penyusunan anggaran terpadu tersebut di
atas, penyusunan RKA-K/L menggunakan hasil restrukturisasi
program/kegiatan dalam kaitannya dengan Kklasifikasi anggaran menurut
program dan kegiatan, serta penataan bagian anggaran dan satker untuk
pengelolaan anggaran dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut
organisasi.

Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam
sistem perencanaan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara
jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas
alokasi belanja tersebut, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian
kinerja. Yang dimaksud kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari
suatu Kegiatan atau hasildari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur.

Landasan konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi:

1. Pengalokasian anggaran berorientasi pada menghasilkan atau mencapai
tingkat kinerja tertentufoutput and outcome oriented),

2. Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi
Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (money follow function);

3. Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip
akuntabilitas (let the manager manages).
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Landasan konseptual tersebut di atas dalam rangka penerapan PBK bertujuan

untuk:

1. Menunjukan keterkaitan yang jelas antara belanja pendanaan anggaran
dengan tingkat kinerja yang akan dicapai (directly linkages between
performance and budget),

2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational
efficiency);

3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas
dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

Agar penerapan PBK tersebut dapat dioperasionalkan maka PBK menggunakan

instrumen sebagai berikut:

1. Indikator kinerja, merupakan instrumen atau unit ukur yvang digunakan
untuk mengukur tingkat Kinerja, baik yang direncanakan maupun yang telah
dicapai;

2. Standar biaya, adalah satuan biaya yvang ditetapkan baik berupa standar
biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan
kebutuhan anggaran;

- Evaluasi Kinerja, merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja,
konsistensl  perenceanan d=an Implementasi, serta realisasi  pensyerapan
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K/L merumuskan program dan kegiatan mengacu Surat Edaran Bersama antara

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan tanggal

19 Juni 2009 No.0142/MPN/06/2009 dan No. SE-1848/MK/2009 perihal

Pedoman Reformasi Perencanaan dan Pembangunan, khususnya mengenai

restrukturisasi program dan kegiatan pemerintah yang akan didanai oleh

anggaran. Rumusan pregram dan kegiatan yang dihasilkan mencerminkan
tugas-fungsi K/L atau penugasan tertentu dalam kerangka Prioritas

Pembangunan Nasional secara konsisten.

Hasil restrukturisasi tersebut telah diimplementasikan dalam dokumen
RKP, Renja K/L, RKA-K/L, dan DIPA pada tahun 2011. Hal-hal yang telah
dilaksanakan pada tahun 2011 (penerapan PBK, KPJM, dan Format Baru RKA-
K/L secara penuh) merupakan dasar pencrapan PBK tahun 2012 dan tahun-
tahun selanjutnya. Namun demikian terdapat beberapa penyesuaian/perubahan
yvang dilakukan dalam rangka pengembangan penecrapan PBK.

Perumusan Hasil pada program dan Keluaran pada kegiatan dalam
penerapan PBK merupakan hal penting disamping perumusan indikator kinerja
program/kegiatan. Rumusan indikator kinerja ini menggambarkan tingkat
keberhasilan program /kegiatan yang telah dilaksanakan heserta Keluaran/Hasil
yvang diharapkan. Indikator kinerja inilah yang akan digunakan sebagai alat
ukur setelah program/kegiatan tersebut diimplementasikan.Indikator yang
digunakan baik pada tingkat program atau kegiatan dalam penerapan PBK
dapat dilihat dari sisi:

1. Masukan (input)

Indikator input dimaksudkan untuk melaporkan jumlah sumber daya yang
dibutuhkandalam melaksanakan suatu kegiatan atau program;

2. Keluaran (output)

Indikator output dimaksudkan untuk mengindikasikankuantitas barang/jasa
yang dihasilkan suatu kegiatan atau program.

3. Hasil (outcome)

Indikator outcome dimaksudkan untuk memproyeksikandampak positifl
(termasuk kualitas pelayananjdari suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, perlu pemahaman mendasar dalam

penyusunan anggaran mengenai alur pemikiran:

1. Keterkaitan atau relevansi antara kegiatan dengan program yang memayungi;

2. Keterkaitan atau relevansi antara keluaran kegiatan dengan cara atau
mekanisme pencapaiannya melalui Komponen.

Keterkaitan antarkomponen sebagai tahapan dalam rangka pencapaian

keluaran, sehingga tidak ditemukan adanya tahapan/bagian kegiatan

(komponen) dalam rangka pencapaian keluaran yvang tidak relevan.

Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan,
dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam
jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Secara umumpenyusunan KPJM vang komprehensif memerlukan suatu
tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi:

a. proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran untuk mendanai berbagai
rencana belanja pemerintah.Aspek pertama ini merupakan pendekatan top-
down yang ditetapkan oleh otoritas fiskal,

b. indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan untuk
mencapai tingkat kinerja yang telah ditargetkan. Aspek kedua ini adalah
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pendekatan Bottom-Up, yvang disusun oleh setiap unit pelaksana kebijakan
belanja negara;

c. kerangka rekonsiliasi yang memadukan antara kedua hal tersebut, yaitu
antara proyeksi ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran dengan
proveksi rencana kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan kebijakan
pemerintah yang tengah berjalan (on-going policies);

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L dengan pendekatan KPJM, K /1. perlu
menyelaraskan kegiatan/program dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan Rencana Strategi (Renstra) K/L, yang
pada tahap sebelumnya juga menjadi acuan dalam menyusun RKP dan Renja-
KL. Dengan demikian, dalam konteks Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah,
kebijakan belanja anggaran akan selalu selaras dengan prioritas-prioritas
pemerintah.

Dengan demikian, implementasi dari Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah akan menjadikan kebijakan alokasi belanja anggaran akan selaras
dengan prioritas kebijakan yang telah ditetapkan dalam jangka menengah,
beserta dengan proyeksi dampak fiskal yang akan ditimbulkan.

1.2 Klasifikasi Anggaran

Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan
organisasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonemi). Pengelompokan tersebut bertujuan
untuk melihat besaran alockasi anggaran menurut organiasasi K/L, tugas-fungsi
pemerintah, dan belanja K/L.
1) Klasikasi Menurut Organisasi

Klasifikasi organisasi merupakan pengelompokan alokasi anggaran
belanja sesuai dengan struktur organisasi K/L. Yang dimaksud organisasi
adalah K/I. yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan yvang berlaku. Suatu
K/L dapat terdiri dari unit-unit organisasi (Unit Eselon [) yvang merupakan
bagian dari suatu K/L. Dan suatu unit organisasi bisa didukung oleh satker
yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit eseleon I atau
kebijakan pemerintah dan berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Klasifikasi anggaran belanja berdasarkan organisasi menurut K/L disebut
Bagian Anggaran (BA). Dilihat dari apa yang dikelola, BA dapat dikelompokkan
dalam 2 (dua) jenis. Pertama, Bagian Anggaran K/L yang selanjutnya disebut
BA-KL adalah kelompok anggaran yvang dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Anggaran. Kedua, Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara, yang selanjutnya disebut BA-BUN adalah kelompok anggaran
vang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.

Penetapan suatu organisasi sebagai Bagian Anggaran dalam hubungannya
dengan pengelolaan keuangan negara mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (K/L):

a. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang bagi K/l yang dipimpinnya (Pasal 4 ayat 1, UU Nomor 1 tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara);

b. Presiden selaku pemegang kekuasan pengelolaan keuangan negara
menguasakan  pengelolaan  keuangan negara  tersebut  kepada
menteri/pimpinan  lembaga selaku Pengguna Anggaran/Penggguna
Barang K/L vang dipimpinnya (Pasal 6 avat 2 huruf b, UU No.17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara);
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c. Lembaga adalah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian Negara (LPNK);

d. Di lingkungan Lembaga Negara, yang dimaksud dengan Pimpinan
Lembaga adalah Pejabat yvang bertanggungjawab atas pengelolaan
keuangan lembaga vang bersangkutan (penjelasan Pasal 6 ayat 2 huruf b,
UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negaral);

e. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun
RKA-K/L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya (Pasal 4 Ayat 2, PP No.
90 tentang Penyusunan RKA-K/L);

f. Bagian Anggaran merupakan kelompok anggaran menurut nomenklatur
K/L, oleh karenanyva setiap K/L mempunyai kode bagian anggaran
tersendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas disimpulkan bahwa:

a. Menteri, Pimpinan LPNK, dan Sekretaris Jenderal Lembaga Negara adalah
Pengguna Anggaran yang mendapat kuasa dari Presiden untuk mengelola
keuangan negara dari K/L yang dipimpinnya;

b. Selaku Pengguna Anggaran, para pejabat pada huruf a tersebut di atas
bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan wajib menyusun RKA-
K/L atas bagian anggaran yang dikuasainya.

2. Pengelolaan Keuangan Lembaga Non Struktural (LNS):

a. Lembaga selain LPNK disebut LNS;

b. Pengelolaan keuangan LNS dapat diselenggarakan sebagai bagian
anggaran yang mandiri atau sebagai satuan kerja dari K/L;

c. Untuk menentukan status pengelolaan keuangan suatu lembaga
Pemerintah yang baru maka perlu dilakukan:

1) Penelitian landasan hukum pembentukannya, berupa Peraturan
Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres). PP atau Perpres
dimaksud menyatakan bahwa pimpinan lembaga bertanggungjawab
kepada Presiden; dan status lembaga sebagai LPNK atau bukan;

2) Apabila butir 2.c.1 diatas terpenuhi maka lembaga tersebut termasuk
LPNK sehingga berhak diberikan bagian anggaran dengan kode
tersendiri; atau Apabila tidak menyebutkan sebagai LPNK maka
lembaga tersebut dapat diberikan: Kode Satuan Kerja, atau Kode
Bagian Anggaran sepanjang pada dokumen pembentukannya telah
dicantumkan sebagai Pengguna Anggaran.

Selanjutnya yang dimaksud dengan unit organisasi pada K/L. sebagaimana
uraian tersebut di atas adalah Unit Eselon 1 yang bertanggung jawab atas
pencapaian sasaran program/hasil (outcome) dan pengkoordinasian atas
pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja. Dalam hal ini yang bertanggung jawab
terhadap suatu program schagian besar adalah Unit Esclon IA.
Berkenaan dengan tanggung jawab suatu program teknis, K/L dan Unit
Eselon IA-nya dikelompokkan dengan aturan umum sebagai berikut:
1. Kelompok Lembaga Tinggi Negara dapat menggunakan lebih dari 1 (satu)
program teknis sesuai dengan lingkup kewenangannya;
2. Kelompok Kementerian untuk setiap 1 (satu) unit Eselon 1A vang bersifat
pelayanan eksternal akan menggunakan 1 (satu) Program Teknis;
3. Kelompok Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator menggunakan 1

(satu) Program Teknis untuk seluruh unit Eselon IA-nya;

4. Kelompok Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non-
Struktural menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk Lembaganya.

Sedangkan satuan kerja pada unit organisasi K/L. adalah satker baik di

kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja yvang memperoleh
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penugasan dari unit organisasi K/L. Suatu satker ditetapkan sebagai Kuasa

Pengguna Anggaran dalam rangka pengelclaan anggaran.

Dalam rangka efektivitas pengelolaan anggaran, K/L dapat mengusulkan
satker baru sebagai KPA untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab
pengelolaan yang berasal dari kantor pusat K/L apabila memenuhi kriterial
sebagai berikut;

1. Harus/wajib memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas (unit yang
melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan
akuntansi);

2. Merupakan bagian dari struktur organisasi K/L dan/atau melaksanakan
tugas fungsi K/L;

3. Lokasi satker yang bersangkutan berada pada propinsi/kabupaten/kota yang
berbeda dengan kantor induknya;

4. Karakteristik tugas/kegiatan yang ditangani bersifat kompleks/spesifik dan
berbeda dengan kantor induknya;

5. Adanya penugasan secara khusus dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran Eselon I satker yang bersangkutan.

Sedangkan usulan/penetapan Bagian Anggaran dan satuan kerja K/L
dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran
I, dan Direktorat Anggaran III menganalisis/menilai usulan permintaan
Bagian Anggaran atau Satuan Kerja sebagai KPA dari K/L berdasarkan
kriteria tersebut di atas.

2. Apabila berdasarkan hasil penilaian usulan tersebut di anggap memenuhi
persyaratan dan dapat dipertimbangkan untuk disetujui, maka Direktorat
Anggaran 1, Direktorat Anggaran II, dan Direktorat Anggaran III
menyampaikan nota rekomendasi serta meminta kode Bagian Anggaran atau
Satuan Kerja sebagai KPA kepada Direktorat Sistem Penganggaran.

3. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran
IT, dan Direktorat Anggaran Il memberitahukan persetujuan/penolakan atas
usulan dimaksud kepada K/L yang bersangkutan secara tertulis.

Klasifikasi Menurut Fungsi

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yvang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional,
sedangkan Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut / lebih detail dari
deskripsi fungsi.

Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan dengan tugas pokok  dan
fungsi masing-masing K/L. Penggunaannya dikaitkan dengan kegiatan
(merupakan penjabaran program) yang dilaksanakan dan terdiri atas satu atau
beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya vang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi
atau partisipasi masyarakat dalam koordinasi K/L yang bersangkutan.
Klasifikasi Jenis Belanja (Ekonomi)

Jenis belanja atau klasifikasi menurut ekonomi dalam klasifikasi belanja
digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam proses penyusunan,
pelaksanaan dan pertangungjawaban/pelaporan anggaran. Namun penggunaan
jenis belanja dalam dokumen tersebut mempunyai tujuan berbeda. Berkenaan
dengan proses penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-K/L, tujuan
penggunaan jenis belanja ini dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian

1 Kriteria nomor 1 dan ? adalah kriteria yvang wajib dipenuhi; sedangkan kriteria 3, 4, dan 5 adalah kriteria
tambahan (boleh salah satu saja dari kriteria tambahan yang terpenubhi).
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alokasi anggaran kedalam jenis—jenis belanja. Ketentuan jenis belanja yang

digunakan dalam penyusunan RKA-K/L dalam PMK ini berpedoman pada

Peraturan Direktur Jenderal Perbendahaaan nomor PER-80/PB/2011 tentang

Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada

Bagan Akun Standar, adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, vang
harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri
baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS
sebagai imbalan atas pekerjaan yvang telah dilaksanakan dalam rangka
mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan yang
berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai
output dalam kategori belanja barang. Belanja Pegawai ini terdiri dari Belanja
Gaji Dan Tunjangan, Belanja Honorarium /Lembur/Tunj. Khusus & Belanja
Pegawai Transito, serta Belanja Kontribusi Sosial.

2. Belanja Barang
Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk
mempreduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak
dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan
atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk
transfer uang di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.
Dalam pengertian belanja tersebut termasuk honorarium dan vakasi yang
diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang
dan/atau jasa. Belanja Barang ini terdiri dari Belanja Barang (Operasional
dan Non-Operasional), Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja
Perjalanan, Belanja Badan Layanan Umum (BLU), serta Belanja Barang
Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda.

3. Belanja Modal
Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau
menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap
atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai
perolehan asset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan dari
perencanaan pengadaan, pelaksanaan hingga asset tersebut siap untuk
digunakan. Aset tetap/asset lainnya tersebut dipergunakan untuk
operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh
masyarakat/publik tercatat sebagai registrasi aset K/L terkait dan bukan
untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda. Belanja Modal ini
terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan, Belanja Modal Lainnya, Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap/Aset
Lainnya serta Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU).

4. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
Pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang
(principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri
vang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka
panjang termasuk pembayaran denda berupa imbalan bunga serta
pembayaran biaya-biaya terkait pendapatan hibah dalam negeri maupun luar
negeri. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian
Anggaran BUN.

5. Belanja Subsidi
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Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada
perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang
memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan/atau jasa
untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga
jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan
untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui perusahaan negara
dan/atau perusahaan swasta. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam
kegiatan dari Bagian Anggaran BUN.

6. Belanja Hibah
Pengeluaran pemerintah berupa transfer yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat,
tidak perlu dibayar kembali dan tidak terus menerus yvang dilakukan dengan
naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah kepada
pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah
dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Termasuk
dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri vang
diterushibahkan ke daerah.

7. Belanja Bantuan sosial
Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan cleh
Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat
dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan
ckonomi dan/atau kesgjahteraan masyarakat.

8. Belanja lain-lain
Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah vang
tidak masuk dalam katagori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,
belanja pembayaran utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja
bantuan sosial serta Dbersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya.

2. Penerapan Sistem Penganggaran

2.1 Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
1) Tingkatan Penerapan PBK
Penerapan PBK mengacu pada struktur organisasi masing-masing
K/L. Hubungan antara struktur organisasi dan kinerja yang akan dicapai
merupakan kerangka (framework]) Penganggaran Berbasis Kinerja
sebagaimana digambarkan pada gambar dibawah ini:
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Diagram 1.2 Kerangka PBK

KEMEMNTERIAM
JLEMBAGA

- ..

FOKLES

PRIORITAS | Pt

Pr i H
1o iban aday Bom &

KFGIATAR
PRIORITAS

Berdasarkan Gambar 2.1 diatas, penerapan PDRE dapat dilihat dalam
dalam 2 (dua) tingkatan, vaitu penerapan PBEK Tingkat Nasional dan
Penerapan PBEK Tingkat K/L. Penerapan PBK pada tingkat Nasional
dilalktsanalian melalui langkah sebagai berilzut:

1. Pemerintah menentukan tujuan (dalam bentuk Prioritas dan Folkus
Prioritas pembangunan nasional beserta target kinerjanya) dalam jangka
waktu 1 {sam) tahun anggaran mendatang dalam dokumen EKF. Hasil
vang dibaraplkan berupa nafional owtcome  yang mengarah kepada.
gernbanun sebagaimeania amanal Undang-Tndeang Dasar;

2. Berdasarkan tujuan tersebut Pemerintahh merumuskan Kegiatan
Prioritas dan/atau Kegiatan dalam kerangka tugas-fungsi yang diemban
suatu K/L, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan output {jenis, vohune,
dan satnan ukur]. Selanjutinyva Pemerintah akan menghitung perkivaan
kebutuhan anggarannya yang disesuaikan dengan kemampuan
keuangan negara;

3. Tujuan Pemerintah tersebut akan dilaksanakan oleh masing-masing K/L
(beserta perangkat organisasi di bawah koordinasinya) dalam bentuk
program dan kegiatan sesuai tugas-fungsinya.

Sedangkan penerapan PBK pada tingkat K/L dilakukan melalui
langkah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Renstra K/L, Unit Eselon A merumuskan Program,
Indikator Kinerja Utama (IKU) Program dan hasil;

2. Selanjutnya Program dijabarkan dalam Kegiatan, IKK, dan output pada
Unit pengeluaran (spending unit) pada tingkat Satker atau Eselon II di
lingkungan Unit Eselon 1A sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Kegiatan-kegiatan tersebut, disesunaikan pada kategori Fungsi/Sub
Fungsi yang didukung, Prioritas Nasional/Bidang atau Non Prioritas;

4. Hasil rumusan Program, IKU Program, hasil, Kegiatan, IKK, dan ocutput
dituangkan dalam dokumen Renja-K/L, RKA-K/L dan DIPA.
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21 Suruku Alokasi Angearan Dadany PDIL
Gambar 1.3 Struktnr Anggaran Penerapan PBK

[ STRUKTUR ANGGARAN PENERAPAN PBK

PROGRAM |HEp # INDIKATOR KINERJIA UTAMA
l
KEGIATAN ) BED ﬂ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

:_sun GUTF'LIT:
- --

PROSES PENCAPAIAN OUTPUT

Strnlatne Alokasi Anguacan ol penaspan PRI Tehite Rilooas pada
kojolasan kelorkailtan ubunganr il polelcsisanl dall pollgaaigaarsll
vang mereflelzsilkan  lkeselarasan  antara  kebijakan fiop  down) dan
pelalkksanaan kebijakan fbotiom wp) Gambaran Struktir 2ngzaran dalam
rellghka penerapail Feugaiigesndll  Berbasis  inerjs dapal digaoobaorlenn
dadamy Crambar 1.3,

Stmknuan Avgparan mernprekan kesatamn dalan kelnaalian saneter
v peralanrin aogiaran vang dibodobilean olelr Sl kee dalam ranglon
polakismann Kegialail vaug wetgaedl emgeioig jaowab dany Kewclsnganimy s
sehagmimana mzas fiingsi vang diemban Satker (boftom up). lal ini haros
scjalaan gz raneingan kelijakan vong  dipeotoskan peeda Linekeal
Orgatisasi  Pewerhilaly vang  lelall dikeordinesiliesn olels TTnie-TTil
Cirganisasinya (fog dows) vang bertangoing jawab terhadap Program.

Bagian-bapiat dan fomgst strokioar angpanam sebacai boerilool:

L. o :

A Thrograw werupakan penjabaran i kebijakea sesual deigaon visi
dan misi K/L yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit
Eselon I atau unit K/L yang berisi Kegiatan untuk mencapai hasil
dengan indikator kinerja yang terukur.

b. Rumusan Program merupakan hasil restrukturisasi tahun 2009 dan
penyesuaiannya.

¢.  Rumusan Program dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan
rumusan Program yvang ada dalam dokumen Renja-K/L.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Program :

a. IKU Program merupakan instrumen yang digunakan untuk
mengukur hasil pada tingkat Program.

b. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKU Program
berorientasi pada kuantitas, kualitas, dan/atau harga.

c. Dalam menetapkan IKU Program, K/L. berkecordinasi dengan
Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.

d. Rumusan IKU Program dalam dokumen REKA-K/L harus sesuai
dengan rumusan IKU Program yang ada dalam dckumen Renja-K/L.

3. Hasil {Outcome) :
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a. Hasil merupakan prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya output dari Kegiatan dalam satu
Programi.

b. Secara umum kriteria dari hasil sebuah Program adalah :

1) Mencerminkan Sasaran Kinerja unit Eselon | sesuai dengan visi,

misi dan tugas-fungsinya,

2) Mendukung Sasaran Strategis K/L;

3) Dapat dilakukan evaluasi.

¢.  Rumusan Hasil dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan
rumusan hasil vang ada dalam dockumen Renja-K/L.

4. Kegiatan :

a. Kegiatan merupakan penjabaran dari Program yang rumusannya
mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu K/L
vang berisi kemponen Kegiatan untuk mencapai output dengan
indikator kinerja yang terukur.

b. Rumusan Kegiatan hasil restrukturisasi tahun 2011 dan
penyesuaiannya.

c. Rumusan Kegiatan dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan
rumusan Kegiatan yang ada dalam dokumen Renja-K/L

5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

a. IKK merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur output
pada tingkat Kegiatan.

b. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun IKK berorientasi pada
kuantitas, kualitas, dan/atau harga.

c. Dalam menetapkan IKK, K/L berkoordinasi dengan Kementerian
Keuangan dan Kementerian Perencanaan.

d. Rumusan IKK dalam dokumen RKA-K/I. harus sesuai dengan
rumusan IKK yvang ada dalam dokumen Renja-K/L

6. Keluaran/ Output

a. Output merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang
dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

b. Rumusan output dalam dckumen RKA-K/L mengambil dari rumusan
output yang ada dalam dokumen Renja-K /L.

C. Rumusan output berupa barang atau jasa berupa :

1) Jenis output, merupakan uraian mengenai identitas dari setiap
cutput yang mencerminkan tugas fungsi unit Satker secara
spesifik.

2) Volume output, merupakan data mengenai jumlah/banyaknya
kuantitas Output yg dihasilkan.

3) Satuan output, merupakan uraian mengenai satuan ukur yvang
digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas (volume) output
sesuai dengan sesuai karakteristiknya.

d. Secara umum kriteria dari output adalah :

1) Mencerminkan sasaran kinerja Satker sesuai Tugas-fungsi atau
penugasan prioritas pembangunan nasional;

2) Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Satker
penanggung jawab kegiatan;

3) Bersifat spesifik dan terukur;

4) Untuk Kegiatan Fungsional sebagian besar output yang dihasilkan
berupa regulasi sesuai tugas-fungsi Satker;
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S5) Untuk Kegiatan penugasan (Prioritas Pembangunan Nasional)
menghasilkan output prioritas pembangunan nasicnal yang
mempunyai dampak secara nasional;

6) Setiap Kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari satu jenis;

7) Setiap Output didukung oleh komponen masukan dalam
implementasinya;

8) Revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKA-K/L
dengan mengacu pada Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran
K/L.

e. Klasifikasi Jenis Qutput

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan analisa terhadap output

pada RKA-K/L, maka jenis output dalam RKA-K/L dibagi dalam dua

kelompecek, yaitu:

a) Output barang, vang terdiri dari:

1) Output barang infrastruktur yaitu output kegiatan yang
merupakan barang berwujud dan/atau berupa jaringan.
Contoh: jalan, jembatan, bangunan, jaringan irigasi, dan lain-
lain.

2) Output barang non infrastruktur yaitu output kegiatan vang
merupakan barang baik berwujud maupun tidak berwujud
yang tidak berupa jaringan. Contoh: kendaraan bermotor,
peralatan kantor, software aplikasi, dan lain-lain.

b) Output jasa, yang terdiri dari:

1) Output jasa regulasi yaitu output kegiatan yvang dihasilkan
dalam rangka pembuatan peraturan atau pendukung
administrasi birckrasi. Bentuk cutput ini dapat berupa norma,
standar, prosedur dan ketentuan. Contoh: UU, Peraturan
Pemerintah, Perpres, Keppres, Peraturan Menteri, Peraturan
Direktur Jenderal, dan lain-lain.

2) Output jasa layanan non-regulasi yaitu output kegiatan yang
merupakan wujud dari suatu layanan dari suati instansi
terkait dengan tugas dan fungsi dari instansi berkenaan.
Contoh: layanan SIM, layanan SP2D, layanan BOS, dan lain-
lain.

7. Proses Pencapaian Output terbagi dalam:
a. Suboutput :

1) Suboutput pada hakekatnya adalah output.

2) Output yvang dinyatakan sebagai Suboutput adalah output-output
yvang mempunyai kesamaan dalam jenis dan satuannya.

3) Suboutput digunakan sebagai penjabaran dari masing-masing
barang atau jasa dalam kumpulan barang atau jasa sejenis yang
dirangkum dalam satu output.

4) Banyaknya Suboutput atau akumulasi dari volume Sub-suboutput
mencerminkan jumlah velume output.

S5) Suboutput sifatnya opsicnal (boleh digunakan, boleh tidak).

6) Suboutput hanya digunakan pada output yang merupakan
rangkuman dari barang atau jasa yang sejenis.

7) Output yang sudah spesifik dan berdiri sendiri (bukan rangkuman
dari barang atau jasa yvang sejenis) tidak memerlukan Suboutput.

b. Komponen :

1) Kompenen merupakan tahapan/bagian dari proses pencapaian

output, yang berupa paket-paket pekerjaan.
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2) Komponen dapat secara langsung mendukung pada output
maupun pada Suboutput.

3) Komponen disusun karena kebutuhan dan relevansinya terhadap
pencapaian output, yvang terdiri atas komponen utama dan
komponen pendukung.

4) Antar komponen mempunyai keterkaitan yang saling mendukung
atau bersinergi secara efektif dalam proses atau mekanisme
pencapaian output, sehingga ketidakterlaksanaan/keterlambatan
pada salah satu komponen dapat menyebabkan
ketidakterlaksanaan/keterlambatan komponen yang lain dan juga
bisa berdampak pada penurunan kualitas, penurunan kuantitas
maupun kegagalan dalam pencapaian output.

Subkompoenen :

1) Subkomponen merupakan kelompck detil belanja, yang disusun
dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan Komponen input.

2) Subkomponen sifatnya opsional (boleh digunakan, beleh tidak).

. Detil Belanja

Tl Belamja wmerupakan vinclan kebuinhan bolanja dalaan dan-iiap
joemnis hielamga vange beasikan e itean-item belaga.
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dan jasa, pemeliharaan
kantor, dan pembayaran
yang terkait dengan
pelaksanaan operasional
kantor.

2. | Kendaraan Unit antara lain: 1.Merupakan output yang
Bermotor 1. Kendaraan sifatnya insidentil (adhod

Pejabat Negara dan dihasilkan melalui

2. Kendaraan pengadaan.
Pejabat Eselon I |2. Gutput “Kendaraan
3. Kendaraan Bermotor”, adalah output
Pejabat Eselon II| dalam rangka pemenuhan
4, Kendaraan kebutuhan sarana
Roda 6 transportasi darat untuk
5. Kendaraan pejabat, angkutan pegawai,
Roda 4 operasional kantor/
6. Kendaraan lapangan.

Roda 2 3.Cutput “Kendaraan
Bermotor”, secara umum
berupa alat transportasi
darat yang merupakan
produk manufaktur dan
dipasarkan secara
umum/ masal

4. Suboutput “Kendaraan Roda
6, 4, 2” merupakan
suboutput
dalam rangka pemenuhan
sarana angkutan pegawai,
operasional kantor/
lapangan.

5. Alat transportasi yang
mempunyai karakteristik
khusus, spesifikasi khusus
dan/atau pengadaannya
berdasarkan pesanan khusus
dan/ atau digunakan dalam
rangka pelaksanaan tusi
teknis khusus, maka
outputnya dinyatakan
tersendiri, terpisah dari
Output “Kendaraan
Bermotor”.

3. | Perangkat Unit antara lain: 1. Merupakan output yang
Pengolah 1. Laptop sifatnya insidentil (adhod
Data dan 2. Komputer/PC dan dihasilkan melalui
Komunikasi 3. Printer/Printer | pengadaan.

Multiguna 2. Output “Perangkat Pengolah

4. Scanner/ Data dan Komunikasi”,
Scanner adalah output dalam rangka
Multiguna pemenuhan kebutuhan

5. Server media pemroses data,

6. LCD/Proyektor| penyimpan data,

7. Camera/ menampilkan hasil olahan
Handycam/ data, dan/ atau media
CCTV komunikasi.

8. Mesin 3. Output “Perangkat Pengolah
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Fotokopi/ Data dan Komunikasi”,

Mesin Fotokopi| secara umum berupa

Multiguna peralatan elektronikal dalam
9. Harddisk rangka pengolahan data dan

Eksternal telekomunikasi yang
10.Pesawat menunjang aktivitas

Telepon administratif umum sebuah
11 Mesin PABX instansi/ perkantoran.
12.Mesin FAX . Peralatan pemenuhan

13 Mesin Handkey

kebutuhan media pemroses
data, penyimpan data,
menampilkan hasil olahan
data, dan/ atau media
komunikasi yang mempunyai
karakteristik khusus,
spesifikasi khusus dan/atau
pengadaannya berdasarkan
pesanan khusus serta
digunakan dalam rangka
pelaksanaan tusi teknis
khusus, maka outputnya
dinyatakan tersendiri,
terpisah dari Output
“Perangkat Pengolah Data
dan Komunikasi”.

Peralatan
Fasilitas
Perkantoran

Unit

antara lain:
1. Meubelair

. Lift

. Genzet

. Lemari berkas
. Brankas

AC

. Mesin
Penghancur
Kertas

8. Penggantian

Barang
Inventaris

. Merupakan output yang

sifatnya insidentil (adhod
dan dihasilkan melalui
pengadaan.

. Qutput “Peralatan Fasilitas

Perkantoran”, adalah output
dalam rangka pemenuhan
kebutuhan sarana
kelengkapan gedung
perkantoran yang memadai
dan layak.

. Output “Peralatan Fasilitas

Perkantoran”, secara umum
berupa peralatan

elektronik /non elektronik
vang disediakan dalam
rangka memenuhi unsur
kelayakan secara umum
fasilitas sebuah gedung/
bangunan perkantoran

. Peralatan Fasilitas

Perkantoran yang
mempunyai karakteristik
khusus, spesifikasi khusus
dan/atau pengadaannya
berdasarkan pesanan
khusus dan/atau serta
digunakan dalam rangka
pelaksanaan tusi teknis
khusus, maka outputnya
dinyatakan tersendiri,
terpisah dari Output
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“Peralatan Fasilitas
Perkantoran”.

. Alokasi penggantian barang

inventaris untuk pegawai
lama/baru maksimal sebesar

10% dari total jumlah
pegawal
5. | Gedung/ M2/ N .Merupakan output yang
Bangunan sifatnya insidentil (adhod

dan dihasilkan melalui
pengadaan.

.Output “Gedung/Bangunan

”, adalah output dalam
rangka mendirikan/
membangun/ merehabilitasi
sarana prasarana
instansi/perkantoran
maupun rumah dinas.

.Output “Gedung/Bangunan”,

secara umum berupa
mendirikan/ membangun/
merehabilitasi sarana
prasarana
instansi/perkantoran
maupun rumah dinas berupa
gedung/bangunan, taman,
tempat parkir, pagar, pos
pengamanan.

4. Apabila dalam rangka

pemenuhan
Output*Gedung/Bangunan”®
dibutuhkan pengadaan
tanah terlebih dahulu, maka
tanah tersebut dinyatakan
sebagai komponen dalam
Output “Gedung/Bangunan”.

.Pembangunan

Gedung/Bangunan yang
mempunyai karakteristik
khusus, spesifikasi khusus
dan/atau pengadannya
berdasarkan pesanan
khusus serta digunakan
dalam rangka pelaksanaan
tusi teknis khusus, maka
outputnya dinyatakan
tersendiri, terpisah dari
Output “Gedung/Bangunan”.

Peruntukan Komponen 002
perjalanan dinas)

(operasional kantor, pemeliharaan, dan

Uraian

Keterangan

1.

Kebutuhan sehari- |Antara lain :

hari perkantoran

e Alat Tulis Kantor, barang cetak untuk
Manajemen kantor, alat kebersihan;

e Perlengkapan fotokopi/komputer;
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¢ Langganan surat kabar/berita/majalah;
¢ Biaya Satpam/pengaman, cleaning service, sopir,
pramubakti (vang dipekerjakan secara

kontraktual)
e Pengurusan sertifikat tanah, pembayaran PBB.
2. | Langganan daya Antara lain :
dan jasa e Langganan listrik, telepon, air, gas, termasuk

pembayaran denda keterlambatannya,;
e Jasa Pos dan Girg;
¢ Telex, internet, bandwith, komunikasi khusus

diplomat;
* Sewa kantor/gedung, kendaraan, mesin fotokopi.
3. | Pemeliharaan Antara lain :
kantor ¢ Pemeliharaan gedung/bangunan, instalasi

jaringan, sarana prasarana kantor;

¢ Pemeliharaan kendaraan bermotor.

4. | Pembayaran terkait |Antara lain :

pelaksanaan e Honor terkait operasional Satker;

operasional kantor |« Bahan makanan, penambah daya tahan tubuly

e Pemeriksaan keschatan pegawai;

¢ Keprotokoleran (termasuk pas dan jasa tol
tamuy);

¢ Operasional Menteri/Ketua, Pimpinan;

¢ Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan,;

¢ Pakaian dinas, toga, pakaian kerja;

¢ Perjalanan dinas dalam rangka
konsultasi/koordinasi.

Output vang dilakukan standardisasi adalah :

1. OQutput-output yvang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
dasar dan sarana penunjang yang secara umum dibutuhkan oleh
instansi/perkantoran.

2. Qutput-output sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
sertapenunjang aktivitas perkantoran sehari hari.

3. Merupakan cutput yvang digunakan hanva untuk memfasilitasi sarana
dan prasarana operasionalisasi perkantoran.

4. Qutput-output ini bisa digunakan oleh semua Satker pada umumnya,
sedangkan Unit Eselon Il (pengelola Kegiatan tetapi bukan satker) yang
memiliki Output jenis ini hanya Unit Eselon Il yang melaksanakan fungsi
kesekretariatan atau sejenisnya.

5. Qutput-output ini tidak hanya digunakan untuk Kegiatan-Kegiatan
dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

6. Dalam hal unit Eselon I mempunyai 2 (dua) Program, yaitu Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, maka : Output
berupa Bangunan/Gedung hanya digunakan pada salah satu Kegiatan
saja dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

7. Standardisasi output tersebut diatas termasuk dalam lingkup
perbaikan/penyempurnaan angka dasar.

4) Penyusunan Standar Biaya Keluaran
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Standar biaya merupakan salah satu instrumen dalam penerapan
PBK. Pada Pasal 5 ayat (3) PP 90 Tahun 2010 dinyatakan bahwa
“Penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan
instrumen indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi Kkinerja”.
Selanjutnya dalam penjelasan PP berkenaan disebutkan bahwa yang
dimaksud standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa
standar biaya masukan (SBM) maupun standar biaya keluaran (SBK)
sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L.

SBK adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan
keluaran (output)/sub keluaran (sub output). Fungsi SBK seperti diatur
dalam Pasal 17 PMK No.71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar
Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan RKA-
K/L adalah sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan anggaran, SBK merupakan batas tertinggi dalam
penyusunan RKA-K/L vang berarti tidak dapat dilampaui besarannya,
dan merupakan referensi untuk penyusunan prakiraan maju dan
penyusunan pagu indikatif tahun berikutnya;

2. Dalam pelaksanaan anggaran, SBK merupakan estimasi yang berarti
dapat dilampaui besarannva, disesuaikan dengan harga pasar dan
ketersedian alokasi anggaran.

Penyusunan SBK berguna untuk mencapai efisiensi dan efektivitas
alokasi anggaran dalam pencapaian keluaran (output) kegiatan pada
tataran perencanaan. SBK yang telah disusun dapat dijadikan benchmark
untuk penyusunan output yang sama/scjenis. Sedangkan manfaat dari
penyusunan SBK adalah:

1. Sebagai upaya memperbaiki kualitas perencanaan untuk menjamin
terjadinya proses alokasi anggaran yvang lebih efisien;

2. Mempercepat penyusunan dan penclaahan RKA-K/L, khususnya untuk
kegiatan Kementerian Negara/Lembaga vang keluarannya bersifat
berlanjut;

3. Memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pencapaian
keluaran (output).

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja sebagai salah satu instrumen penganggaran
berbasis kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) mempunyai peranan yang sangat
penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan
meningkatkan kualitas penganggaran program. Untuk itu evaluasi kinerja
atas pelaksanaan RKA-K/L harus dilakukan oleh para penanggungjawab
program pada masing-masing unit eselon 1/unit setingkat eselon 1 sesuai
dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Keharusan untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja
diamanatkan dalam pasal 19 dan pasal 20 PP Nomor 90 Tahun 2010
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga bahwa  Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan
pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun
sebelumnya dan tahun anggaran berjalan paling sedikit terdiri atas:

a. tingkat Keluaran (output);

b. capaian Hasil (outcome);

c. tingkat efisiensi;

d. konsistensi antara perencanaan dan implementasi; dan
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€. realisasi penyerapan anggaran.
Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L
tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Kementerian
Perencanaan sebagai bahan pertimbangan penerapan ganjaran dan sanksi
dalam penetapan pagu anggaran kementerian/ Lembaga.

Untuk memudahkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja
atas pelaksanaan RKA-K/L DIPA, Menteri Keuangan telah menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nemor 249/PMK.02 /2011 tentang Tata Cara
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaskanaan REKA-K/L yang
didukung oleh teknologi informasi berupa aplikasi e-monev anggaran
berbasis web. Aplikasi tersebut dapat digunakan oleh seluruh Satuan
Kerja pengelola anggaran untuk mengukur capaian kinerja RKA-DIPA
Satker setiap saat pada tahun anggaran berjalan, dan sebagai alat
pemantauan, evaluasi dan laporan capaian kinerja anggaran (RKA-K/L
DIPA) per program oleh seluruh unit eselon 1/unit setingkat eselon [ pada
masing-masing Kementerian/Lembaga, serta dapat digunakan oleh
Menteri/ Pimpinan Lembaga setiap saat untuk memantau dan
mengevaluasi atas capaian kinerja anggaran (RKA-K/L DIPA) per program
tahun berjalan yang dilaksanakan oleh para unit eselon I/unit setingkat
eselon | selaku penanggung jawab program .

2.2 Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

KPJM merupakan pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan
pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif
lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yvang dituangkan dalam
prakiraan maju.

KPJM yang disusun oleh suatu Kementerian Negara/Lembaga harus
memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

2.2.1 Penerapan KPJM Pada Tingkat Nasional

2.2.1.1 Reviu terhadap Kebijakan Kegiatan Prioritas

Dalam rangka melakukan reviu atas kegiatan prioritas nasional maka
terlebih dahulu setiap Kementerian Negara/lLembaga harus memahami kerangka
kerja dari kegiatan prioritas nasional sebagai berikut:
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Gambar 1.4 Eeranghka Kerja Eegiatan Prioritas
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Periksa kompenen-komponen, Qutput sebagai berikut:

a. Periksa komponen-komponen, Output terkait apakah berlanjut (ongoing
component) atau berhenti (non-ongoing component).

b. Jika komponen berlanjut {ongoing component), periksa komponen-komponen
Output terkait baik kompenen kebijakan maupun komponen pendukung
kebijakan.

c. Periksa komponen pendukung kebijakan apakah berharga tetap (fixed price)
atau dapat disesuaikan dengan harga r1iil (price adjusted) berdasarkan
besaran indeks vang ditetapkan cleh Pemerintah.

d. Periksa komponen kebijakan apakah berharga tetap atau dapat disesuaikan
berdasarkan keputusan pemerintah.

. Jika telah melakukan reviu sesuai dengan karakteristik output dan kompcenen

pada point 4 lakukan penyesuaian penghitungan terhadap alokasi Angka Dasar,
yaitu dengan:
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a. melakukan indeksasi dengan menggunakan indeks vang ditetapkan, bagi
komponen-komponen yang mendukung pencapaian output yang ditetapkan
oleh Pemerintah perlu disesuaikan dengan harga riil (real vatue),

b. melakukan penghitungan  komponen-komponen  yang mendukung
pencapaian output-output kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah
berharga tetap.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan reviu:

. Output prioritas merupakan output yang dihasilkan dari kegiatan prioritas

nasional vang dituangkan dalam Perpres tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional dan Perpres tentang Rencana Kerja Pemerintah yang

ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah.

a. Output prioritas berlanjut adalah output kegiatan prioritas yang dinyatakan
berlanjut pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan keputusan
pemerintah yang dituangkan secara resmi baik dalam dokumen RPJMN
maupun RKP schingga perlu diperhitungkan implikasi pendanaannya untuk
tahun anggaran berikutnya dalam perhitungan Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah (KPJM);

b. Output prioritas berhenti adalah output kegiatan prioritas yang dinyatakan
telah selesai pada tahun anggaran tertentu berdasarkan keputusan
pemerintah yang dituangkan baik dalam dokumen RPJMN maupun RKP
sehingga tidak perlu diperhitungkan kembali implikasi pendanaannya untuk
tahun anggaran berikutnya.

. Output Kegiatan Prioritas Nasional terdiri atas komponen utama dan komponen

pendukung.

. Struktur Pencapaian Output Struktur pencapaian output mengikuti struktur

anggaran dalam penerapan PBK.

. Komponen Utama

a. Merupakan komponen pembiayvaan langsung dari pelaksanaan suatu
kebijakan;

b. Kebutuhan untuk komponen utama dipengaruhi cleh total volume output
vang akan dicapai;

c. Komponen utama dinyatakan berlanjut dan tetap dihitung pembiayaannya
sepanjang output prioritas ditetapkan berlanjut oleh Pemerintah.

. Komponen Pendukung

a. Merupakan komponen-komponen, pembiayaan yang digunakan dalam
rangka menjalankan dan mengelola kebijakan tersebut;

b. Komponen Pendukung ini harus relevan dengan cutput prioritas yang akan
diimplementasikan;

c. Komponen pendukung tidak terkait langsung dengan total volume output
yvang akan dicapai,

d. Komponen Pendukung bersifat pilihan yaitu dapat berlanjut maupun
berhenti terkait dengan relevansi dari pencapaian output prioritas yvang
bersangkutan;

€. Komponen pendukung dapat direncanakan untuk dilaksanakan pada
Prakiraan Maju ke-1, Prakiraan Maju ke-2 atau Prakiraan Maju ke-3.

Contoh:

a. Output Pemberian Raskin terdiri atas:

1) Komponen Utama adalah biaya pembelian beras miskinnya sebesar
Rp.2.000 /kg dikalikan dengan target/jumlah penerima raskin;

2) Komponen Pendukung diantaranya adalah administrasi pelaksanaan,
monitering dan evaluasi, dan pelaporan.

b. Output Pemberian BOS terdiri atas:
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1) Komponen Utama adalah biaya pemberian BOS kepada murid sebesar
Rp.400.000/siswa untuk SD Perkotaan dikalikan dengan target/jumlah
siswa penerima BOS;

2) Komponen Pendukung diantaranya adalah administrasi pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi dan pelaporan.

6. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikasi awal tahun anggaran
berikutnya harus memperhatikan:

a.

b.

Output prioritas dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMN
atau RKP yang masih berlaku;

Komponen-komponen vyang dihitung dalam prakiraan maju adalah
komponen-komponen, yang ditetapkan berlanjut;

Komponen-komponen yang tidak dihitung dalam prakiraan maju adalah
komponen-komponen, yang ditetapkan berhenti/selesai;

. Penghitungan prakiraan maju menggunakan angka yang tertuang dalam level

output dan komponen yang berlanjut;

Penghitungan prakiraan maju awal dilakukan dengan cara mengalikan
jumlah alokasi anggaran dalam komponen pada tahun dasar dengan indeks.
Dalam hal besaran komponen utama ditentukan pemerintah tidak dikalikan
dengan indeks yang ditetapkan. Contoh: komponen utama yang besarannya
ditetapkan oleh pemerintah adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Penyesuaian prakiraan maju selanjutnya dilakukan dengan cara mengalikan
jumlah alokasi anggaran dalam komponen pada masing-masing prakiraan
maju dengan indeks kumulatif;

Indeks vang digunakan untuk menghitung prakiraan maju adalah asumsi-
asumsi ekonomi yang ditetapkan dalam APBN dan/atau sesuai besaran
indeks kelompok ocutput.

2.2.1.2 Tata cara penghitungan proyeksi prakiraan maju

Secara umum prosedur penghitungan biaya kebijakan/Output kegiatan

prioritas adalah menggunakan rumus umum yaitu:

Harga x Kuantitas

Tata cara menghitung prakiraan maju awal (baseline).
Rumus untuk menghitung prakiraan maju sebuah Output adalah sebagai

berikut:
Output Prioritas = Komponen kebijakan + Komponen pendukung kebijakan
Komponen kebijakan = harga x kuantitas x indeks kumulatif

Komponen pendukung kebijakan = harga x kuantitas x indeks kumulatif

2.2
2.2

.2 Penerapan KPJM Pada Tingkat Kementerian Negara/Lembaga
.2.1 Reviu terhadap Kebijakan Program /Kegiatan

Dalam rangka melakukan reviu atas kegiatan teknis fungsional maka terlebih

dahulu setiap Kementerian Negara/Lembaga harus memahami kerangka kerja dari
kegiatan teknis fungsional sebagai berikut:
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Gambar 1.5 Kerangka Kerja Program/Kegiatan Teknis Fungsional
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4. Periksa komponen-komponen input, output sebagai berikut:

a. Periksa komponen-komponen output terkait, apakah berlanjut ({ongoing
component) atau berhenti (non-ongoing component).

b. Jika kompenen berlanjut {ongoing component), periksa komponen- komponen,
output terkait baik komponen langsung maupun komponen tidak langsung.

c. Periksa komponen tidak langsung apakah berharga tetap (fixed price) atau
dapat disesuaikan dengan SBM.

d. Periksa komponen langsung apakah berharga tetap atau dapat disesuaikan
berdasarkan kebijakan terbaru masing-masing Kementerian
Negara/Lembaga.

S. Jika telah melakukan reviu sesuai dengan karakteristik output dan kompenen
pada point 4 lakukan penyesuaian penghitungan terhadap alokasi Angka Dasar,
yaitu dengan:

a. melakukan indeksasi dengan menggunakan indeks yvang ditetapkan. Bagi
output-ocutput yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat disesuaikan dengan
harga riil freal value).
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b.

melakukan penghitungan dengan mengalikan harga dengan target baru hasil
penyesuaian bagi cutput-output kegiatan teknis fungsional yang ditetapkan
oleh Pemerintah berharga tetap.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan reviu:

1. Output teknis fungsional merupakan output yang dihasilkan dari kegiatan
teknis fungsional yang dituangkan dalam Renstra K/L dan Renja K/L yang
ditetapkan setiap tahun oleh setiap K/L.

a.

Output teknis fungsional berlanjut adalah output kegiatan teknis fungsional
yang dinyatakan berlanjut pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan
keputusan Menteri/Pimpinan K/L yang bersangkutan yang dituangkan
secara resmi baik dalam dokumen Renstra K/L maupun Renja K/L sehingga
perlu diperhitungkan implikasi pendanaannya untuk tahun anggaran
berikutnya dalam perhitungan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
(KPJM).

Output prioritas berhenti adalah output kegiatan teknis fungsional yang
dinyatakan telah selesai pada tahun anggaran tertentu berdasarkan
keputusan Menteri/Pimpinan K/L yang bersangkutan vang dituangkan baik
dalam dokumen Renstra K/L maupun Renja K/L sehingga tidak perlu
diperhitungkan kembali implikasi pendanaannya untuk tahun anggaran
berikutnya.

2. Output Kegiatan Teknis Fungsional terdiri atas komponen utama layanan dan
komponen pendukung layanan.

3. Struktur Pencapaian Output Struktur pencapaian ocutput mengikuti struktur
anggaran dalam penecrapan PBK.

4. Komponen Utama

a.

b.

Merupakan komponen pembiayvaan langsung dari pelaksanaan cutput
lavanan birckrasi/publik satker;

Kebutuhan untuk komponen utama dipengaruhi oleh total volume cutput
yang akan dicapai

Komponen Utama dinyatakan berlanjut dan tetap dihitung pembiayaannya
sepanjang output teknis fungsional yang bersangkutan ditetapkan berlanjut
oleh Pemerintah.

S. Komponen Pendukung

a. Merupakan komponen-komponen, pembiayaan yang digunakan dalam
rangka menjalankan dan mengelola lavanan birckrasi/publik satker;

b. Komponen Pendukung ini harus relevan dengan output layanan
birckrasi/publik yang akan diimplementasikan;

c. Komponen pendukung tidak terkait langsung dengan total volume ocutput
yvang akan dicapai.

d. Biasanya dialokasikan dengan akun belanja barang (akun 52) dan akun
belanja modal (akun 53);

e. Komponen Pendukung bersifat pilihan yaitu dapat berlanjut maupun
berhenti terkait dengan relevansi dari pencapaian cutput teknis fungsional
yang bersangkutan;

f. Komponen Pendukung tidak perlu dialokasikan oleh satker yang
bersangkutan sepanjang telah termasuk dalam alokasi kompenen
operasional dan pemeliharaan perkantoran.

g. Komponen pendukung dapat direncanakan untuk dilaksanakan pada
Prakiraan Maju ke-1, Prakiraan Maju ke-2 atau Prakiraan Maju ke-3

Contoh:

a. Output Dokumen Kerja Sama Penempatan TKI di Luar Negeri terdiri atas:
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1) Komponen Utama adalah biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka
mewujudkan deckumen kerja sama tersebut seperti biaya perjalanan dinas
dan akomodasi dalam rangka penjajakan dan negosiasi dengan negara-
negara mitra kerja penempatan TKI di luar negeri.

2) Komponen Pendukung diantaranya adalah biaya-biaya yang diperlukan
dalam rangka menunjang terwujudnva dokumen kerja sama tersebut
seperti honorarium (jika diperlukan), biaya kajian kemungkinan
penempatan TKI di suatu negara tertentu, biaya koordinasi dengan
instansi terkait, dan lain-lain.

b. Output Varietas Unggul Tahan Hama terdiri atas:

1) Komponen Utama adalah biaya yang digunakan dalam rangka meneliti
dan menguji Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW);

2) Kemponen Pendukung adalah biaya-biaya yang digunakan dalam rangka
mendukung terwujudnya VUTW tersebut seperti biaya melakukan reviu
atas penelitian sebelumnya, pencarian referensi, study banding, dll.

6. Perhitungan prakiraan maju secbagai pagu indikasi awal tahun anggaran
berikutnya harus memperhatikan:

a. Output teknis fungsional dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen
Renstra K/L atau Renja K/L yvang masih berlaku;

b. Komponen-kemponen yang dihitung dalam prakiraan maju adalah
komponen-kemponen, yang ditetapkan berlanjut.

c. Komponen-kemponen yang tidak dihitung dalam prakiraan maju adalah
kemponen-kemponen input, yang ditetapkan berhenti/selesai.

d. Penghitungan prakiraan maju menggunakan angka yang tertuang dalam level
output dan komponen yang berlanjut.

e. Penghitungan prakiraan maju awal dilakukan dengan cara mengalikan
jumlah alokasi anggaran dalam komponen pada tahun dasar dengan indeks.

1) Perlu diperhatikan untuk indeksasi komponen utama harus mengacu
pada keputusan terbaru masing Kementerian Negara/Lembaga.

2) Kompoenen pendukung dapat secara langsung disesuaikan dengan indeks
kumulatif yang baru.

f. Penyesuaian prakiraan maju selanjutnya dilakukan dengan cara mengalikan
jumlah alokasi anggaran dalam komponen pada masing-masing prakiraan
maju dengan indeks kumulatif.

g. Indeks yang digunakan untuk menghitung prakiraan maju adalah asumsi-
asumsi ekonomi yang ditetapkan dalam APBN dan/atau indeks yang
ditetapkan.

2.2.2.2 Tata Cara Penghitungan Proyeksi Prakiraan Maju
Secara umum prosedur penghitungan output kegiatan teknis fungsional
adalah menggunakan rumus umum yaitu:

Harga x Kuantitas

Tata cara menghitung prakiraan maju awal pada tingkat K/I. dengan
menggunakan rumus untuk menghitung prakiraan maju sebuah Output adalah
sebagai berikut:

Output = Komponen utama + Komponen pendukung
Komponen utama = harga x kuantitas x indeks kumulatif

Komponen pendukung = harga x kuantitas x indeks kumulatif
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2.2.2.3 Formulasi Penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan/Cutput Layanan
Perkantoran, Kegiatan/Output Multiyears, Kegiatan/Output Non-
Multiyears
Sejalan dengan dinamika perubahan dan perkembangan dalam pelaksanaan
Program /Kegiatan cleh masing-masing K/L, maka untuk meningkatkan kualitas
penghitungan angka prakiraan maju perlu dilakukan beberapa perubahan antara
lain:
1. Formulasi penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan/Output Lavanan

Perkantoran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

¢ Qutput Layanan Perkantoran bersifat berlanjut {on-going);

e Mencerminkan kebutuhan biaya operasional, meliputi: kebutuhan belanja
pegawai dan tunjangan yang melekat dan kebutuhan belanja barang
penyelenggaraan perkantoran (kebutuhan sehari-hari perkantoran, biaya
operasional, pemeliharaan peralatan kantor);

o Penghitungan angka prakiraan maju mengaju pada kondisi eksisting (dengan
asumsi volume output yang sama) dan dikalikan dengan indeks yang
ditetapkan untuk Output Layanan Perkantoran;

e Untuk tambahan kebutuhan anggaran karena adanya tambahan pegawai
baru atau asset yang dipelihara, diperhatikan pada saat reviu angka dasar.

2. Formulasi penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan/Output Multiyears
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

e Output Multiyears bersifat berlanjut (on-going), sepanjang periode multiyears
yvang telah ditetapkan;

e Mencerminkan kebutuhan biaya setiap tahun sesuai cost table yang telah
disusun, baik untuk komponen utama maupun komponen pendukung;

e Penghitungan angka prakiraan maju setiap tahun mengikuti kebutuhan
anggaran sesuai cost table dengan asumsi velume Output yang sama dan
tidak perlu dikalikan dengan indeks;

e Dalam hal terjadi perubahan cost table atau perubahan durasi multiyears,
angka prakiraan maju dapat disesuaikan setelah perubahan ijin multiyears
disetujui.

3. Formulasi penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan/Output Non-Multiyears
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

e Output non-multiyears dapat berasal dari Kegiatan yvang merupakan tugas
fungsi unit atau Kegiatan yang mencerminkan penugasan/ pricritas nasional;

¢ Untuk Output yang merupakan tugas fungsi unit bersifat berlanjut {on-going),
sedangkan untuk Qutput yang merupakan penugasan berlanjut sesuai
periode penugasan yang telah ditetapkan;

e Mencerminkan kebutuhan biaya setiap tahun sesuai volume/target Output
yvang direncanakan, baik untuk komponen utama maupun komponen
pendukung;

e Penghitungan angka prakiraan maju setiap tahun mengacu pada velume
Output yang direncanakan dan dikalikan dengan indeks yang ditetapkan.

o Khusus untuk OCutput dalam rangka penugasan/Pricritas Nasional, angka
prakiraan maju untuk TA 2015 dan TA 2016 agar diisi sama dengan target TA
2014 atau lebih rendah. Hal ini sesuai dengan kebijakan dalam RPJMN yang
berakhir pada tahun 2014.

2.2.2.4 Penerapan Indeksasi
Penerapan indeksasi dilakukan dengan tujuan dapat menghasilkan
perhitungan angka prakiraan maju yang mencerminkan kebutuhan riil pada saat
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pelaksanaannya. Besaran indeks yang ditetapkan dalam penghitungan prakiraan
maju terdiri atas:

1. Indeks untuk kebutuhan Cutput Layanan Perkantoran Belanja Pegawai.
2. Indeks untuk kebutuhan Qutput Layanan Perkantoran Belanja Barang.
3. Indeks untuk Komponen Pendukung Cutput Barang Infrastruktur.

4. Indeks untuk Komponen Pendukung Gutput Barang Nen-Infrastruktur.
S. Indeks untuk Komponen Pendukung OQutput Jasa Regulasi.

6. Indeks untuk Komponen Pendukung Cutput Jasa Layanan Non-Regulasi
7. Indeks untuk Komponen Utama Output Barang Infrastruktur.

8. Indeks untuk Komponen Utama Output Barang Non-Infrastruktur.

9. Indeks untuk Komponen Utama Output Jasa Regulasi.

10. Indeks untuk Kompenen Utama Output Jasa Layanan Non-Regulasi.

2.2.3 Angka Dasar dan Ruang Fiskal

Penyusunan anggaran untuk tahun yang direncanakan harus dimulai
dengan melihat prakiraan maju vang telah disusun saat menyusun anggaran tahun
sebelumnya. Kumpulan prakiraan maju yang disusun akan menghasilkan indikasi
pap mink Al dicncanakan schapai Aangka Tksdar selelah diperbiaiki dan
dlisesnaikart.

Anglea  llasar mempakan indilzasi pagu prakirman maju dari Kegiatan-
kegiatan wang berilang dan/ataun kegiaran-kegiatan talmn jamsak berdasarkan
Eehijakan yvang telah ditetapkan dan monjadi aciian polynmsinan Pagn Indilarnir
dari tabun anggaran yvang direncanakan vang dibuat ketika menvuisun anggaran.
Conloh: pada Talium Auggeaanr 311, lelaby disusun prakivasnr wegu wslubk

prakiraan maju s 20012 dan T4 201.3:
Talatn Hnpaah

Program 2012 2013 2014
TA PM 1 PRI 2
Program A LG G0 11G.0030 105 000
Program B 200000 190000 | R VRN
Program C | D OO L.k REA
TOTAL 1.300.000 .300.000 1.395.00
Angka Dasar

Ruang Fiskal (Fiscal Space) merupakan ruang anggaran yang dapat
dipergunakan K/L untuk mengajukan inisiatif baru. Ruang fiskal ini dapat dilihat
dari selisih perhitungan prakiraan maju K/L vang telah diperbaiki dan disesuaikan
dengan pagu K/L yang ada pada RKP/RPJMN tahun vang direncanakan.

2.2.3.1 Reviu dan Pemutakhiran Angka Dasar

Reviu angka dasar merupakan kegiatan yang dilakukan pada awal tahun
angaran dalam rangka persiapan penyusunan Pagu Indikatif untuk tahun
anggaran berikutnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Kebutuhan anggaran untuk Biaya Operasional, meliputi: Belanja Pegawai dan
Belanja Barang. Dalam hal terdapat kekurangan atau perlu tambahan anggaran
karena adanya tambahan pegawai baru atau tambahan pemeliharaan aset baru,
informasi dan dekumen pendukung dapat disampaikan pada saat reviu angka
dasar;
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3.
4.
5.

. Kebutuhan anggaran untuk Biaya Non Operasicnal, meliputi: (i), Multiyears

project, (ii). Output dalam rangka tugas fungsi, dan (iii). Output dalam rangka
tugas fungsi, dan (iii). Cutput dalam rangka penugasan/prioritas nasional;
Realisasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya;
Rencana target kinerja untuk tahun vang direncanakan;
Kebijakan Pemerintah yang ditetapkan.

Setelah adanya reviu angka dasar dan tambahan inisiatif baru yang disetujui,

angka dasar perlu disesuaikan kembali melalui pemutakhiran angka dasar vang
dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.

Pemutakhiran angka dasar dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun yaitu:
(i). Pada saat penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran di bulan Juli,
dan (ii) pada saat penyesuaian RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L
pada bulan November;

. Pemutakhiran angka dasar yang pertama pada bulan Juli sudah mengakomaodir

besaran angka dasar dari tahun sebelumnya ditambah inisiatif baru yang telah
disetujui dalam Pagu Indikatif (kesempatan I) dan Pagu Anggaran (kesempatan
11);

. Pemutakhiran angka dasar yang kedua pada bulan November sudah

mengakomaodir besaran angka dasar dari tahun sebelumnya ditambah inisiatif
baru yang telah disetujui dalam Pagu Indikatif, pagu Anggaran, dan Alckasi
Anggaran (kesempatan I1I).

2.2.3.2 Langkah-langkah Reviu Angka Dasar
1) Reviu angka dasar untuk biaya operasional

a. Secara nasicnal, apakah kebutuhan biaya eperasional untuk masing-masing
K/L mendapat alokasi anggaran yang cukup untuk 1 tahun?

b. Dalam hal terjadi kekurangan alckasi pagu, apakah penyebabnya dapat
ditdentifikasi dengan jelas?

c. Dalam hal terdapat perubahan database pegawai, tunjangan baru, data BMN
dan hal lain terkait biava operasional, apakah K/L melengkapi seluruh
dokumen dengan benar?

d. Berdasarkan analisis trend, apakah penghitungan kebutuhan biaya
operasional masih relevan menggunakan pendekatan accress 2,5% (gaji dan
tunjangan) dan #ingkat inflasi 5%-7% (biaya operasional)?

e. Dalam melakukan review baseline biaya operasional tidak perlu memasukan
adanya kebijakan baru seperti : kenaikan uang makan, tarif lembur, nang
lauk pauk karena kebijakan tersebut akan dihitung secara nasional by
system.

Tindak lanjut reviu angka dasar untuk biaya operasional:

a. Apabila secara nasional alokasi anggaran yang disediakan jumlahnya cukup,
namun dalam pelaksanaannya ada Unit yang menyvatakan kurang, maka
perlu segera dilakukan perbaikan pola distribusi antar Program atau antar
Unit/Satker dlm K/L yang bersangkutan.

b. Dalam hal terjadi kekurangan alokasi pagu, sepanjang penyebabnya telah
diidentifikasi dengan jelas dan dilengkapi dekumen pendukung yang benar,
maka kebutuhan anggarannya harus dihitung menjadi baseline.

c. Dalam hal tdp alokasi pagu yvang nyata-nyata berlebih, maka selisih lebihnya
harus dikeluarkan dari penghitungan baseline.

d. Dalam rangka penerapan efficiency gain, apakah tambahan alckasi dengan
menggunakan pendekatan accress dan tingkat inflasi dapat dikurangi secara
gradual.

2) Reviu angka dasar untuk biaya nen operasional.
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a. Apakah program/kegiatan/output sangat diperlukan (highly-needed) untuk
dilanjutkan?

b. Apakah sasaran/target kinerja mengalami perubahan sejalan dengan adanya
perubahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan (environment
changed)?

c. Apakah pelaksanaan program /kegiatan menghasilkan optimalisasi (efficient)?

d. Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah menggunakan metode yang
tepat (kontraktual atau swakelola)?

e. Apakah rumusan Outcome/QOutput relevan dengan tujuan Program dalam
rangka mengatasi permasalahan yang ada?

f. Apakah pencantuman rencana target kinerja realistis dapat dicapai dalam 1
tahun?

g. Apakah rencana kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya dapat dicapai
dengan baik?

Tindak lanjut reviu angka dasar untuk biaya nen operasional:

a. Apabila seluruh pertanyvaan dijawab YA, maka kebutuhan anggaran untuk
Program /Kegiatan/Output dimaksud dihitung sebagai angka dasar.

b. Apabila pertanyaan ‘1)” dijawab TIDAK, maka kebutuhan anggarannva di
“drop” tidak masuk dalam penghitingan angka dasar.

c. Dalam hal terdapat pertanyaan yang dijawab TIDAK (selain pertanvaan “17),
maka rumusan target kinerja atau metode pelaksanaannya perlu direview
dan disempurnakan

2.2.3.3 Memperbaiki Angka Dasar

Sebelum melakukan perbaikan Angka Dasar dalam rangka penerapan KPJM,
K/L harus terlebih dahulu memahami rumusan output dan struktur dibawah
output.
1. Rumusan Output Kegiatan

Rumusan output kegiatan harus mendapat perhatian dalam rangka evaluasi
untuk penyesuaian Angka Dasar tahun yang direncanakan. Hal ini dilakukan
untuk memastikan bahwa rumusan output kegiatan tahun sebelumnya telah
sesuai dengan rambu dan kriteria cutput. Pada akhirnya, rumusan cutput yang
benar akan berdampak terhadap penghitungan angka prakiraan maju tahun
vang direncanakan.

Penjelasan rumusan output kegiatan telah dijelaskan pada sub bab Penerapan

Penganggaran Berbasis Kinerja. Tujuan penjelasan bagian ini untuk

mengingatkan hal-hal mendasar mengenai output kegiatan:

a. Qutput merupakan barang/jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang
mengacu pada tugas-fungsi unit satker atau penugasan tertentu. Karena
tugas-fungsi satker sebagai pelaksana kegiatan jumlahnya tidak terlalu
banyak, secharusnya output yang dihasilkan juga tidak terlalu banyak.

b. Informasi yang terkandung dalam output berupa tiga hal: jenis barang/jasa;
volume dari barang/jasa yang dihasilkan; dan satuan ukur dari barang/jasa
dimaksud

2. Penetapan Struktur Anggaran di Bawah Output

Alokasi anggaran disusun dalam hirarkhi/tingkatan yang disebut struktur

anggaran. Struktur anggaran yang lengkap terdiri dari program, kegiatan,

output, subcutput, komponen, sub komponen, akun belanja, dan rincian/detil
belanja. Program mempunyai target kinerja berupa hasil. Kegiatan mempunyai
target kinerja berupa ocutput. Sedangkan struktur anggaran di bawah output

(suboutput, komponen, sub komponen, akun, dan rincian biaya) harus

diartikan sebagai proses pencapaian output.
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Berkenaan dengan struktur anggaran di bawah output ini ada beberapa hal

vang harus diperhatikan dan dipahami:

a. Peran suboutput dan komponen berbeda dan tidak dapat dipertukarkan;

b. Suboutput pada dasarnya merupakan ‘output’ karena mempunyai kesamaan
dalam hal jenis barang/jasa dan satuan ukur, tetapi bukan komponen yang
merupakan tahapan/bagian dalam pencapaian output;

c. Kompenen harus relevan dengan output yang akan dicapai. Relevansi
dimaksud berkenaan dengan kuantitas dan kualitas output yang akan
dicapai;

d. Kompenen yang berkenaan dengan kuantitas output dikelompokkan dalam
komponen utama vang berpengaruh terhadap penghitungan KPJM suatu
output.

Pemahaman mengenai struktur anggaran tersebut di atas dan penggunaannya

dalam proses penyesuaian angka dasar akan menentukan keakuratan alokasi

anggaran yang hendak disusun.

Komponen merupakan salah satu bagian dari proses pencapaian output.

Komponen dalam kenteks KPJM menduduki peran penting dan harus diartikan

sebagai tahapan menghasilkan output. Besar kecilnya alokasi anggaran suatu

output tergantung besar-kecinya biaya komponen. Inilah peran penting
komponen. Oleh karena itu pada saat penghitungan prakiraan maju suatu
output kegiatan maka, perhatian harus tertuju pada output dan kcmponen.

Apakah output kegiatan tersebut masih dihasilkan pada tahun yang akan

datang? Apakah tahapannya (komponen) yang dibutuhkan masih sama

ada/tidak atau ada penambahan atau pengurangan komponen. Dua pernyataan
inilah yang mendasari perhitungan KPJM.

Berikut ini disajikan contoh kasus penerapan struktur anggaran dalam

penyvusunan RKA-K/L, terutama cutput dan kompenen suatu kegiatan., Centoh,

Kegiatan yang mempunyai Output Gedung Kantor seluas 100 m2. Penuangan

dalam kertas kerja RKA-K/L dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara dan dua-

duanya dibenarkan. Cara penuangan dalam struktur anggaran dengan 2 (dua)
cara tersebut merupakan keleluasaan para perencana dalam menyusun kertas
kerja RKA-KL.

Cara pertama:

Output : Gedung Kantor 100 M2

Sub output : Gedung A (akan dibangun seluas 60 M2)
Komponen 1 : Perencanaan
Komponen 2 : Pembangunan
Komponen 3 : Pengawasan

Sub output : Gedung B (akan dibangun seluas 40 M2)
Komponen 1 : Perencanaan
Kompocnen 2 : Pembangunan
Komponen 3 : Pengawasan

Cara kedua:
Output : Gedung Kantor 100 M2
Sub output : -- (tanpa suboutput)
Komponen 1 : Perencanaan
Sub komponen 1.1 : Gedung A (luas gedung 60 M2)
Sub komponen 1.2 : Gedung B (luas gedung 40 M2)
Komponen 2 : Pembangunan
Sub komponen 2.1 : Gedung A (luas gedung 60 M2)
Sub komponen 2.2 : Gedung B (luas gedung 40 M2)
Komponen 3 : Pengawasan


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

a1 2013, No.905

Sub komponen 3.1 : Gedung A (luas gedung 60 M2)
Sub kompenen 3.2 Gedung B (luas gedung 40 M2)

Dari kedua contoh kasus di atas terlihat bahwa yang namanya komponen
diletakkan dimana saja, tetap sebagai tahapan dalam menghasilkan output
kegiatan. Biaya komponen sebagai suatu tahapan dalam proses menghasilkan
output dibedakan dalam 2 (dua) jenis: pendukung dan utama. Biaya komponen
dikatakan sebagai biaya utama apabila komponen tersebut berpengaruh terhadap
voelume suatu output. Dalam hal biaya komponen tersebut tidak berpengaruh
kepada wolume output secara langsung maka, dikelompokkan dalam biaya
pendukung. Dalam contch kasus tersebut di atas yang disebut sebagai biaya
komponen utama adalah ‘pembangunan’ gedung.

Setelah memahami rumusan output dan struktur dibawah output, tahap
selanjutnya adalah memperbaiki Angka Dasar tersebut. Kesalahan-kesalahan yang
mungkin terjadi di saat menetapkan angka dasar awal, harus diperbaiki sehingga
menunjukan angka yang benar.

Alasan utama untuk memperbaiki angka dasar antara lain:

1. K/L melakukan kesalahan ketika mencantumkan Volume Output pada
Prakiraan Maju;

2. K/L salah dalam mengklasifikasikan “berhenti” atau “berlanjut” untuk Output
atau komponen;

3. K/L salah dalam mengklasifikasikan komponen “utama” atau “pendukung”;

4. K/L terlalu detail dalam mengelompokan output, sehingga jumlah output dari
suatu K/L terlalu banyak;

5. K/L mendefinisikan ocutput terlalu luas yang selanjutnya dibagi menjadi
beberapa suboutput yang scharusnya dapat menjadi output tersendiri;

6. Nomenklatur output K/L tidak mencerminkan bentuk barang atau jasa;

7. Pada level komponen, K/L perlu memunculkan komponen baru atau
menghapus komponen yang tidak dibutuhkan; dan/atau

8. K/L perlu melakukan penajaman/perbaikan rumusan komponen.

Langkah-langkah yang dilakukan K/L untuk menelusuri kesalahan Angka
Dasar adalah:

1. Pengecekan program/kegiatan yang tahun yang direncanakan Prakiraan
Majunya jauh lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pagu tahun
sebelumnya (misalnya dengan batas deviasi 10%).

a. Jika nilainya jauh lebih besar, hal tersebut mungkin akibat kesalahan
memasukkan Volume Output;

b. Jika nilainya jauh lebih rendah, hal ini dapat di diakibatkan karena Volume
Output belum dimasukkan ke Prakiraan Maju atau output salah
diklasifikasikan sebagai “berhenti”.

2. Perencana melakukan reviu terhadap output dan komponen untuk mengecek
apakah nomenklatur cutput dan kompenen sudah tepat.

3. Perencana melakukan pengecekan terhadap output dan komponen apakah
perlu penajaman nomenklatur output/komponen, atau perubahan klasifikasi
output/komponen.

4. Lakukan pengecekan satker mana yang menyebabkan kesalahan tersebut.

Setelah pengecekan dan pemeriksaan sehingga kesalahan-kesalahan yang
terjadi pada Angka Dasar dapat diidentifikasi perbaikan Angka Dasar dapat
dikelompokan menjadi perbaikan pada level ocutput dan perbaikan pada level
kompoenen.

1. Perbaikan pada level output
a. Perbaikan kesalahan Klasifikasi output “berhenti” atau “berlanjut”


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.905 42

Untuk dapat memperbaiki kesalahan karena salah mengklasifikasikan

“berhenti” atau “berlanjut”, harus diketahui terlebih dahulu Output mana

yvang harus diklasifikasikan “berhenti”.

Klasifikasi berhenti diberikan kepada:

1) Proyek jangka pendek atau proyek dengan waktu yang terbatas, seperti
pembangunan gedung baru; atau

2) Proyek yang didanai oleh Hutang atau pembiayaan oleh donor lainnya, dan
tidak ada persetujuan untuk meneruskan pembiayaan tersebut.

K/L memiliki kesempatan wuntuk mereklasifikasi output yang telah

diklasifikasikan sebagai output berhenti menjadi output berlanjut namun hal

ini akan mengurangi ruang fiskal K/L dalam mengajukan inisiatif baru.

Contoh:

Kementerian Keuangan melaksanakan program pengelolaan anggaran,

kegiatan pengembangan sistem penganggaran yang salah satu outputnya

“aplikasi RKA-K/L”. Kegiatan ini direncanakan untuk berulang setiap tahun,

namun karena kesalahan teknis, outputnya diklasifikasikan sebagai output

berhenti di tahun 2011. Kesalahan ini menyebabkan untuk output tersebut

tidak terdapat prakiraan maju untuk tahun 2012.

Perbaikan dilakukan dengan memunculkan kembali ocutput tersebut, yang

menyebabkan kenaikan dari Angka Dasar awal Kementerian Keuangan

tersebut dengan konsekuensi berkurangnya ruang gerak fiskal untuk inisiatif

baru di tahun 2012.

b. Penggabungan cutput.

Dalam menentukan output, K/L sering mendefinisikan seluruh barang yang

dihasilkan kegiatannya sebagai output. Pada ketentuannya beberapa barang

atau jasa yang dihasilkan dapat dikelompokkan ke dalam satu output jika

barang itu sejenis.

Contoh:

1. Suatu K/L memiliki output berbagai kendaraan roda 2, kendaraan roda 4
dan kendaraan roda 6. Dengan adanya standardisasi output maka
rumusan output dalam rangka pengadaan kendaraan tersebut menjadi
output kendaraan bermotor, dimana kendaraan roeda 2, kendaraan roda 4
dan kendaraan roda 6 menjadi suboutputnya. Ketentuan mengenai
standarisasi output sebagaimana tercantum dalam sub bab Penerapan
Penganggaran Berbasis Kinerja.

2. Beberapa K/L. masih merumuskan output dalam ukuran yang terlalu
detil. Misalnya: pengadaan tangga, lampu, tempat sampah dirumuskan
secbagai suatu output. Seharusnya untuk hal tersebut bukan berada pada
level output melainkan pada detil untuk output peralatan kantor.

c. Pembentukan output baru dari cutput yang terlalu luas.

K/L seringkali mendefinisikan sebuah output terlalu luas sehingga kurang
detil atau terlalu umum sehingga kurang mencerminkan paket pekerjaan apa
saja yvang dilakukan cleh K/L tersebut. Walaupun output tersebut dirinci ke
dalam suboutput namun lebih baik K/L tersebut memisahkan suboutput
tersebut menjadi output tersendiri (memunculkan output baru), namun
output baru tersebut diluar inisiatif baru.

Contoh:

Pada Kementerian Kesehatan, Peltekes menghasilkan output layanan
pendidikan yang selanjutnya di dijabarkan ke dalam suboutput layanan
pendidikan keperawatan dan layanan kependidikan paramedis. Dalam
menjabarkan tahapan pencapaian suboutput dimaksud (komponen)
dimungkinkan terjadi perbedaan. Agar lebih tepat kedua suboutput tersebut
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dapat dijadikan output tersendiri. Pemunculan output tersebut bukan

diklasifikasikan sebagai inisiatif baru karena output baru tersebut berasal

dari suboutput yang sudah ada sebelumnya dan tidak ada tambahan
pendanaan.
d. Penyesuaian nomenklatur ocutput.

Berdasarkan hasil reviu terhadap nomenklatur-nomenklatur output K/L pada

tahun 2011, masih terdapat K/L yang nomenklatur ouputnya tidak

mencerminkan barang atau jasa. Dalam rangka perbaikan angka dasar K/L

dapat dilakukan penyempurnaan rumusan cutput sehingga mencerminkan

barang atau jasa yang dihasilkan untuk setiap kegiatan.

Contch:

1) Sebuah K/L memiliki output “Tersusunnya Jurnal Kesehatan Anak” dalam
rangka penyusunan materi jurnal kesehatan anak (output berupa jasa).
Kata “tersusunnya” tidak merujuk barang atau jasa sehingga rumusan
untuk ocutput tersebut disesuaikan menjadi “Penerbitan Jurnal Kesehatan
Anak”.

2) Sebuah K/L memiliki output “terlaksananya pengelolaan administrasi
kementerian A dan sekretariat jenderal”, untuk output ini sebaiknya
menjadi “Layanan administrasi Kementerian A dan Sekretariat Jenderal”

e. Perbaikan kesalahan dalam pencantuman Volume Cutput

Beberapa K/L mungkin telah mencantumkan Volume Cutput lebih besar atau

lebih kecil dari yang scharusnya direncanakan. Dalam memperbaiki Angka

Dasar, K/L dapat memperbaiki pencantuman volume Output tersebut.

Pengecekan terhadap velume Output dapat dibandingkan dengan volume

Output yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Contoch:

Kementerian A melakukan kegiatan pada tahun 2011 yang direncanakan

berlanjut sampai tahun 2014. Pada tahun 2011 menghasilkan Output 100

dengan biaya per Output Rp. 100.000 dan untuk tahun berikutnya

direncanakan akan dilaksanakan 100 Output lagi namun terjadi kesalahan

teknis sehingga Volume OQOutput pada Prakiraan Maju tecantum 10.000

sehingga terjadi peningkatan yang sangat siknifikan dari yang seharusnya.

Perbaikan dilakukan dengan mencocokkan Cutput tersebut dengan Output

yvang tercantum dalam RKP.

2. Perbaikan pada level komponen
a. Penajaman perumusan kompanen

Femponen suahl output harns relevan dengan ontput vang akan dicapal.

Trerlalaan dalinn rangks pejamam kinnpomens lermmasak nenyeanpornakian

nianenklalur permn usan kempotnell, Mowenklaor kogponell mengguiiabkeall

kalimat kerja aktif yang mencerminlan tahapan pencapalan coutput

Chandasle fpuenpaiiaan koonpsone yang boenan
Catpt v hendaraan Dernostor
subcutput 0 kendaraan Koda 2
Eongesen 0 Persiuadaan Boeondaraan Rada 200 [kena #pongadaan™

wenugulsn kata kerje alalil).
I WernumoenTem koanomet Laru
MeornneuTken koo poneen baen beorns momperlebilan kebiptonn donit B7T: vang
hersanglutan, Kompenen baru fersebut muncnl (salah sataova) karena
leesalalizny punela ol awal meoyeeson angearsn yanp boebinn mengakoonuandie
Lompoeiien ersclhul.
c. Menghapus kompenen
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Dlonghapus  kemponenn darl sclroall culpul dapal dilaksanadiann sclelaly
melalcukan  reviun rerhadap pralkicaan majn vang  telah disasun. Jilza
berdasarkanr  revin kowponenr  lersebul ldsk dibalobken kL deapel
eng g e Konpoaetn Lersetl

Conlod
Bebuah  KfL memiliki cutpur fdiklat  bidang  pendidikan™ vang  alan
Alalesanalean =elamia 3 talon,
Komponen lierlanjut/lerhenti Utama/Pendulkung
Pelaltsanaan Diklar Lierlanjut IItama
Lovadussi peladosanzeal Liklal  LBerlaogul FPendukung
d Peily usunan Moduy Lorlangul Tenduliung
'cnveleksian 'cscrta Forlanjut lFendulng

Berdasarkan reviu pada tahun ke-2 komponen “penyusunan modul” tidak
dibutuhkan lagi, sehingga komponen ini dapat dihapus dan menjadi ruang
fiskal bagi K/L tersebut.

d. Perbaikan kesalahan kesalahan klasifikasi berhenti atau berlanjut
Perbaikan kesalahan berhenti atau berlanjut suatu komponen dapat
diperhatikan dari hal-hal sebagai berikut:

1) Kesalahan ketika mengolah data ke dalam aplikasi RKA-K/L, komponen
vang scharusnya diklasifikasikan berhenti pada tahun tertentu
diklasifikasikan sebagai komponen berlanjut atau sebaliknya. Kesalahan
yang bersifat administrasi ini dapat dilakukan perbaikan.

2) Komponen utama selalu secara umum selalu mengikuti output, jika output
berlanjut komponen utama cenderung berlanjut.

3) Komponen pendukung tidak terkait langsung dengan output sehingga
dapat diklasifikasikan berhenti walaupun outputnya diklasifikasikan
sebagai berlanjut.

Jika suatu komponen didalam prakiraan maju telah diklasifikasikan berhenti

namun dilakukan perbaikan sehingga komponen tersebut berlanjut baik yang

disebabkan oleh kesalahan administrasi maupun perbaikan setelah dilakukan
reviu terhadap kebutuhan komponen tersebut secara langsung akan
mengurangi ruang fiskal kementerian dalam mengajukan inisiatif baru.

e. Perbaikan kesalahan klasifikasi komponen “utama” dan “pendukung”
Reklasifikasi terhadap komponen dari “komponen utama” menjadi “komponen
pendukung” akan memberikan dampak terhadap angka prakiraan maju yang
telah disusun. Karakteristik “komponen pendukung” yang harus diindeks dan
tidak terkait langsung dengan perubahan Volume Output, jika diubah menjadi
“komponen utama” yvang berkarakteristik terkait langsung dengan Volume
Output dan biasanya tidak diindeks atau sebaliknya tentu akan merubah
struktur dari tahapan dari proses pencapaian Output.

Contoh:

Kementerian Dalam Negeri melakukan kegiatan peningkatan Kemandirian

Masyarakat pedesaaan dengan Output pemberian dana Bantuan Langsung

Mandiri (BLM). Komponen untuk kegiatan tersebut adalah:
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45
- -
Talhun 2011 L 201
Cdput 10 ke, 10 ke AU lrec.
Indeks LMK 1,350 1,104
o poTen Bila Blaya 2011 2012 2013
Taanlenizim Ting BRTM Tz 173 I I
Hosialisal pemberian dana LW Pendukung | 140 105 114}
Avluvinisirasi Kuglatan P nkiog | 748 i 3
Trrmingkalan Kapasilas apatil Trandulkung [ &40 O 5
Total HIY Aot 423
Setelalh dilalsuken  evaluasi untak, talhon 2012 kebijakan  komporen

“wosialisasi pomberion dana BLM" diklasilikasikan) sebagad kowponictl ulanis

Larens pelaksonsanmy g sangeal dipeigarul olely voelomne Chulpl,

lionpoTien Bilal ey g 2011 dirl 2010
Pemberian Dana BLM Itauma 104} 1504 200
Roesialisgd pewberian daua BLM TTlaang 100 130 200
A inistrasi keglatan Penduloung | 0 aut b
Trerdigketan kapasilas aparal TFeduloug | S0 ol o3

‘Tixlad S A0 ol

Akilaal kehijakan trxchul Angka dasar untuk talmme 20002 meningkal sehesar
45 vy akan engureEng roan liskal Keoselagei i b A072

4.4 3.4 Penvesuninn Angloa Dasar
Menvesialan Angka xasar moerpakan proses motjadilzan Angka 1asar vang
Lizlaly disusun pada alwmy scbhelum taliun vaoie ditcncanakeann misad wadiun 20119
seslal dengan asmsi-asumsl atan parameter vong alean terjadi pads taliun yang
dircneanakan (misal tabhnn 20120 Maramotor yvang  poerhl discalalkan vait
perameter ekononil vang secara cednatis dislzulzan oleh sistem apliliasi HEA-KSL
dan parameter non-elonomi yeang disesuaikan secora meanal oleh perencans,
Sclain ponyesusiag [RRUCEICLET,  POIvosadatl Anpka Dozenr jupa wclipuld
pelyusunan Anglaa Praliivasn Maju barn (3 tahoan daed tadmn vang direncanalzan).
Terreleaprat g Ll ey mwengadl pearvetia by dilakoban poemyesasiEan leeleadap
Algka Dasao yailu TPouyesuaizn) parainclor ckonoind Penycsuaisny panaancler 1o1l-
ekonomi, dan Penyusunan prakiraan maju baru.
1. Penyesuaian parameter ekonomi

Parameter ekonomi yang digunakan dalam pendekatan KPJM dalam
menyusun anggaran adalah asumsi-asumsi ekonomi yang ada dalam APBN,
namun dalam penerapan KPJM saat ini asumsi yvang digunakan adalah inflasi.

Setiap tahun prakiraan inflasi berbeda dari tahun sebelumnya, oleh
karena itu perlu dilakukan wupdate terhadap asumsi inflasi yvang akan
digunakan pada tahun yvang direncanakan. Asumsi inflasi digunakan sebagai
parameter penyesuaian agar pengeluaran yang direncanakan pada tahun vang
direncanakan tepat.

Ketika penyesuaian dilakukan dengan asumsi parameter inflasi (baru),
dalam penyusunan anggaran pada tahun yang direncanakan, prakiraan
pengeluaran dapat meningkat atau berkurang sesuai dengan kenaikan atau
penurunan asumsi inflasi tersebut.

Contoh penyesuaian inflasi (inflasi awal 5,3%) :

Inflasi 1,00 [1,053[1,109 |
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Kode B/L Tahun Tahun [Sifat [ndeks |Biaya |2011 2012 2013
Awal | Akhir | Biaya TA \PM 1 |PM 2
Program 1
aaaa Kegiatan
aaaa,bb |Cutput 1
Velume 10 10 10
Cutput
Tanpa Sub-
Cutput
aaaa,bb |[Komponen 1 |B 2011 Jtama | Ya 100 [1.000 1.053 [1.109
,CCC

Ditahun 2011 dalam menyusun prakiraan maju (PM 1) untuk Tahun 2012
asumsi inflasi (parameter) vang digunakan adalah 5,3%, jika ditahun 2012
inflasi yang digunakan adalah 4% maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
anggaran 2012 yang akan disusun.

Inflasi | 1,00 1,04 1,081 |

Kode B/L |Tahun | Tahun Sifat [ndeks |Biaya | 2011 |2012 | 2013
Awal | Akhir | Biaya TA | PM 1
Program 1
aaaa Kegiatan
aaaa,bb | Output 1
Volume 10 10 10
Output
Tanpa
Sub-
Output
aaaa,bb, | Komponen |L 2011 Utama Ya | 100 |1.000 1.040 | 1.081
cce 1

Catatan: Penvesuaian inflasi dilakukan secara otomatis oleh sistem.
2. Penyesuaian parameter non-ekonomi.

Parameter ekoncemi merupakan parameter yang berkaitan dengan

kebijakan pemerintah atau K/L. Lingkup parameter ckonomi yang harus
dilakukan penyesuaian adalah:

a.

b.

Penyesuaian perhitungan belanja pegawai disesuaikan dengan perubahan

database kepegawaian.

Penambahan atau pengurangan Volume Output

K/L dapat menaikkan Volume Output untuk setiap kegiatan tapi tanpa

menambah anggaran, sedangkan untuk pengurangan target Volume Output

hanya boleh untuk Output yang merupakan prioritas K/L.

1) Penambahan Volume Output dapat dilakukan oleh K/L dengan sumber
pendanaan dari hasil optimalisasi K/L yang bersangkutan.

2) Pengurangan Volume Output dapat dilakukan jika dalam evaluasi tahun
sebelumnya Velume Output yang menjadi target tidak mampu dicapai oleh
K/L. Pengurangan Volume Output hanya dapat dilakukan pada kegiatan
prioritas K/L.

Contoh:

Diasumsikan Kementerian A pada tahun 2011 hanya mampu merealisasikan

pencapaian Outputnya sebesar 70%. Maka untuk penyesuaian Angka Dasar
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tahun 2012, velume dan pagu anggaran tahun lalu harus dikurangi 30% dan
selanjutnya dihitung kembali prakiraan maju yang baru.
Angka Dasar awal:

B/L | Tahun | Sifat |Indeks |Biaya 2011 2012 2013
Awal | Biaya TA PM 1 PM 2
Program 1
Kegiatan
Qutput 1
Volume QOutput 10 10 10
Tanpa
Sub-Output
Komponen 1 L RO11 Utama | Ya 100 1.000 1.053 1.109
S

Penyesuaian (realisasi 70% dan asumsi inflasi tetap)

B/L | Tahun | Sifat |Indeks Biaya | 2011 2012 2013
Awal |Biaya Realisasi TA PM 1
Program 1
Kegiatan
Qutput 1
Volume Qutput 7 7 7
Tanpa
Sub-Output
Komponen 1 L 2011 |Utama Ya 100 700 737 776

c. Pengurangan anggaran.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang penerapan Penghargaan dan
sanksi ditahun 2011 secara langsung akan mempengaruhi Angka Dasar yang
telah disusun berdasarkan Prakiraan Maju. Pemberian sanksi kepada K/L
yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran tahun 2010 (tahun anggaran
sebelumnya) akan mengakibatkan pengurangan anggaran ditahun 2011
(pada tahun berjalan) dan akan memberikan efek terhadap pengurangan
pada prakiraan maju di tahun yang direncanakan (Angka Dasar).
Pengurangan anggaran yang dikarenakan oleh sanksi tidak boleh mengurangi
target Volume Gutput yang direncanakan.

Contoh:

Kementerian A pada tahun 2010 tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran
sehingga dikenakan sanksi ditahun 2011 sebesar Rp.200. pengurangan
anggaran di tahun 2011 akan memberikan efek pada baseline ditahun 2012
sehingga perlu melakukan penyesuaian sesuai tabel berikut (asumsi inflasi tetap

5,35%):
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Ll |Talium | 510k Inddoks Disya | 2011 2012 2003

Al Lilava TA FM1 PM2
[Mrogrann 1
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Woluwe 10 1 10

£t mat
Tanpa Sl

Chlpl |
hompoanen 1] 1. 2 Litama Ya 100} O 103G 1100 ]
_‘—--_|___‘__—__.___,_--'_

/L [Lalaun | Hifat ldeks Biava |11 AH312 0 20103

Awal Hiava Realis 04 I'M T
RN
Propraou 1
Kegiatan
Output 1
Volume 10 10 10
Output
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Output J— .
Komponen 1| L [2011 Utama| Ya {80 [800 [842 [887
e ———

Selain diakibatkan cleh pemberian sanksi, pengurangan anggaran juga dapat
terjadi jika K/L melakukan optimalisasi. Dalam hal pengurangan anggaran
tersebut merupakan hasil optimalisasi K/L dapat mengajukan inisiatif baru
yvang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengajuannyva. Pengurangan
anggaran dapat dilakukan pada kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang,
prioritas K/ L.

. Pengurangan target volume output dan anggaran.

Pengurangan Volume Output dan anggaran dapat dilakukan jika dalam
evaluasi tahun sebelumnya Velume Output yang menjadi target tidak mampu
dicapai oleh K/L. Pengurangan Volume Output dan anggaran hanya untuk
kegiatan prioritas K/L.

. Realokasi anggaran dan target Output serta pagu K/L.

Dalam melaksanakan KPJM K/L diberikan fleksibilitas dalam melakukan
realckasi target Output dalam melakukan penyesuaian sepanjang dalam
pagu anggaran yang tetap baik pagu anggaran dalam rangka prioritas
nasional/bidang maupun pagu anggaran prioritas K/L. Realokasi dapat
dilakukan antar program, kegiatan, Output dan satker termasuk antar lokasi.
Batasan yang diberikan adalah realokasi tidak dapat dilakukan dari prioritas
nasicnal atau pricritas bidang ke prioritas K/L.

Memindahkan target Volume Output ke masa depan.

Dalam melakukan penyesuaian Angka Dasar K/L diberikan fleksibilitas
untuk memindahkan Veolume Output ke tahun anggaran berikutnya sesuai
dengan pertimbangan-pertimbangan pencapaian Qutput tersebut. Memindah
target Volume Output ke masa depan tidak diikuti dengan carried over
anggarannya.
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3. Membuat prakiraan maju baru.
Dasar utama dari penerapan KPJM adalah rolling budget. Sebagai bagian dari
penyusunan anggaran sctiap tahun maka prakiraan maju yang baru harus
ditambahkan dalam Angka Dasar.
a. Prakiraan maju baru untuk komponen pendukung

Komponen pendukung merupakan kemponen yang tidak terkait secara
langsung dengan volume COCutput dan dilakukan pengindeksasian dalam
perhitungan prakiraan majunya. Conteh perhitungan prakiraan maju untuk
komponen pendukung:

Tahun PRO11  Pol2 [2013 [2014 [2015
[ndeks |1,00 [1,04 1,081 [,125 [1,170

Kode B/L |Tahun Sifat Indeks [Biaya |2011 2012 |2013 2014 |2015
Awal Biaya realisasi |TA PM1 |PM2 |PM 3
Program 1
aaaa Kegiatan
aaaa,bb Output 1
Volume 10 10 10 10 10
Output
Tanpa
Sub-Output
aaaa,bb,c | Komponen 1 |L eO11 Pendukung | Yg 100 1.000 1.040 1.081 |1.125 [1.170
cC
Penyesuaian untuk kemponen pendukung secara otematis akan dilakukan
oleh sistem selama komponen tersebut diklasifikasikan sebagai komponen
berulang. Sedangkan untuk komponen pendukung yang berhenti hanya akan
ada sampai tahun ketika komponen tersebut berhenti. Contoh komponen
pendukung vang berhenti pada tahun tertentu (2014).
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015
[ndeks 1,00 1,04 1,081 1,125 1,170
Kode B/L |Tahun Sifat Indeks |Biaya |2011 2012 2013 2014 | 2015
Awal Biaya realisasi | TA PM1 |[PM2 |PM3
Program 1
aaaa Kegiatan
aaaa,bb Output 1
Volume 10 10 10 10 10
Output
Tanpa
Sub-Output
aaaa,bb,c | Komponen 1 |L RO11 Pendukung | Ya 100 1.000 1.040 1.081 [1.125 1.170
cC

. Prakiraan maju baru untuk komponen utama

Perhitungan prakiraan maju untuk komponen utama dikaitkan secara
langsung dengan volume dari Output kegiatan sehingga kenaikan atau
pengurangan Volume Output secara langsung akan mengurangi biaya untuk
komponen utama. Karakteristik lain dari komponen utama adalah dalam hal
indeksasi. Komponen utama dapat dindeks jika ditentukan dengan kebijakan
dan biaya untuk komponen utama tersebut dipengaruhi harga pasar
(terpengaruh inflasi).

Contoh penyusunan prakiraan maju baru komponen utama (tanpa indeksasi):

Mahun  RO11  p012  PO13 2014  [2015 |
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indeks [1,00  [1,04 [1,08 1.125 [,170 ]
Kode uraian B/L | Tahun [Sifat Indeks |Biaya |2011 2012 2013 |014 RO1S
Awal | Biaya realisasi |TA PM1 |PM2 FM3
Program 1
aaaa Kegiatan
aaaa,bb Qutput 1
Volume 10 10 10 10 10
Qutput
Tanpa
Sub-Output
aaaa,bb, | Komponen 1 |L 2011 jutama |tdk 100 1.000 1.000 [1.000 [.000 [.000
cece
Contoh penyesuaian prakiraan maju kompenen utama (terindeksasi)
Tahun PO11  Pol2  PO13 2014
Indeks [1,00 [1,04 [1,08 [1.125
Kode uraian B/L Tahun |Tahun |Sifat Indeks Biaya |2011 2012 2013 PRO14
Awal | Akhir | Biaya realisasi |TA PM 1 |PM2
Program 1
aaaa Kegiatan
aaaa,bb Output 1
Volume 10 10 10 10
Output
Tanpa
Sub-Output
aaaa,bb, Komponen 1 |L PO11 utama | Ya 100 1.000 1.040 |1.080 |1.125
cce
P38 Thusteas] Roevio dan Poocedpan KTV
$04-1.1 0 Lastrasi revin penerapan KPIM Tingloat Nasional
[hstrasi |
(connoh inflasi hernbah dan harga kebijaltan tetap)
Anggaran Tahun 211
Inflast 2011 10%
Jama Jutpat Anggaran PR L Pl 2 FAM G leeterangan
Frioritas 2011 LU B LR B WL
LRIt A
1 Komponen 2000 200} A0 e Lerlanjut
Kehijalan
o KO oLl 1 110 141 143 Licrlaaggu
et kg
4 Keomponen | - - - Llerhenti 2011
Pendulang
Total Biaya aatpit A ] AL | dus
Avpgraran Tatorme 30102 5
infleisi 20712 8%
MNama Cutput  Mealisasi Anggaran | PM 1 bEnl 2 P & Ketersngan
Pricritas 2311 201l NHI1E Y14 2015
Ltput A
1. komponen O A0 | A0 | A0 HHRDG Heorlangut

kehlijakan
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2, Wom ponen | LN 10s .00 11661 | 12507 | 136000 | Lerbaujur
Tendukiung

S R penien SOOI Bl
Tendubkiung 2311

Lirtal Lilava KARAE dmL O A1 d | LYY | SU000

Clurepnal &

Fenjelasan perhitingan nntak alokasi anggaran 2012 dengan  aswmst ihflasd
beznabieah edearr hoargoa eliiabor beboap seleogii Taasikonl:

1. Indilzasi anggaran 2012 berasal dari prakiraan maj 1 2012

oo Thiuk mengehinmig alokast anopaaran 20102 dilakalkan scbiaaad Teadka:

1. Komporwei Eobijakan iy a kkorponcn: Kebijakiaay 2511
2012
Al
2. Komnponen Pendukung Liava komponen  pendulsung M0 x
EINR P Ipdekes Toullaesi konroadaLil’
110 % {1.08/1. 14
1R 2100
T'oral biaya Outpnt 4 20102 e pronen Kehijakan AU +
Kirnponen Pendulkung 2011
20000 135 00
A0 .00

Hugtrasi Il
(eront e i Tasi berubeb s damn Darga kebijakaon disesoaikan deiggan Tacga vil)
Arnggrnanl Taloor 2011
Inflasi 2011 10%

Nama (ntpur Pricritas | Anggaran PM ] Fid 2 P lerterangan
A a3 03 2L

Il A

. Eonnpeneem A0 Ak 413 i Foerlanjon,
Lehijaban

2. komponen (L5 114 121 133 l$erlanjur
el

A0 Konnpeoneem a0 - - - | Bralwmid 2311
Treruhilang

Talal Biaya Sulpul b 320 330 363 SO0

Aviggenanl Taloar 20132 "‘E’

Inflasr 2012 8%

Mennsr Chialpoodd Foalisast | Anpparan TR KT 2 T & Teiersngian
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Penjelasan perhitungan untuk alokasi anggaran 2012 dengan asumsi infilasi
berubah dan harga kebijakan disesuaikan dengan harga riil sebagai berikut:

1. Indikasi anggaran 2012 berasal dari prakiraan maju 1 2012

2. Untuk menghitung alokasi anggaran 2012 dilakukan sebagai berikut:

1. Komponen Utama 2012 biaya komp. utama 2011 X indeks inflasi
kumulatif
220 x (1.08/1.10)
216.00
2. Kompoenen Pendukung biaya komp. pendukung 2011 X indeks inflasi
2012 kmlatif
100 x (1.08/1.10)
108.00
Total biaya Output A 2012 Komponen utama 2011 + Komponen
Pendukung 2011
216.00 + 108.00
324.00

Contoh:

Kegiatan Pemberian Raskin

Pemerintah menetapkan kebijakan pemberian raskin kepada rakyat miskin dengan
kriteria setiap orang miskin berhak mendapatkan raskin sebesar 10 kg tiap bulan
dan diberikan dalam bentuk beras sesuai dengan harga pasar. Harga beras pada
tahun 2010 Rp. 4.000/kg dan inflasi 10% per tahun. Kebijakan raskin mulai
diberikan pada tahun 2010 dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2010
adalah 10 ribu jiwa dan diasumsikan naik sebesar 10% setiap tahun berdasarkan
perhitungan Biro Pusat Statistik.

Reviu:
Deskripsi Kebijakan Reviu Keterangan
Ya |Tidak
Kebijakan Setiap orang miskin berhak Otoritas

mendapatkan raskin implementasi
kebijakan yang
dituangkan
dalam RKP

Tanggal Tahun 2010

Efektif

Kebijakan

Isi - Pemberian raskin

Kebijakan 10 kg/penduduk miskin.

- Harga beras disesuaikan
dengan harga pasar.

- Data penduduk miskin tahun
2010 sebanyak 10 ribu jiwa

- Diprediksi penduduk miskin
naik sebesar 10%/tahun.

Kegiatan Ya Konsistensi
dengan
kebijakan
pemerintah

Output Pemberian Raskin 10 ribu jiwa Ya Relevansi

Kegiatan dengan
kegiatan
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Sifat Output | Berlanjut Ya
Berhenti Tidak | berhenti tidak
perlu
meneruskan
reviu
Sifat Berlanjut Ya
Komponen
Berhenti
Perlakuan Harga tetap (fixed price) Ya
Harga
Harga riil {adjusted price)
Perlakuan Volume tetap Ya
Volume
Volume dapat disesuaikan
berdasarkan kebijakan pemerintah
Total Alokasi | Hitung total kebutuhan alokasi|Ya
setelah disesuaikan

Estimasi Pembiayaan Kebijakan:
(dalam jutaan rupiah)

Nama Harga Jumlah Budget | PM 1 PM2 Pilih
kebijakan Penduduk 2010 2011 2012 Berlanjut
Miskin 2010 atau
Berhenti
Komponen (@10 kg x 10. 000 (naik | 400.00 | 440.00 | 484.00 | Berlanjut
kebijakan |Rp.4.000/kg | 10%/tahun)
Komponen Pendukung kebijakan 100.00 | 110.00 | 121.00 | Berlanjut
(diuraikan sesuai dengan kebutuhan
dalam rangka mengelola dan
mengimplementasikan kebijakan)
Total biaya Output pemberian raskin 500.00 | 550.00 | 605.00

2.3.4.2 [Ilustrasi reviu penerapan KPJM Tingkat K/L
[Mustrasi 111
(contoh inflasi berubah dan harga kebijakan tetap)
Anggaran Tahon A011
friffast 2071 T
Neama Output Telmnis | Anggaran PM 1 PM o2 FLY 3 heterangan
Pz sion il A1 2 EAR 2 R AT
Chatput lagralian
porleaTilaring

1. Konupeoren Clagi 200 200 200 200 Baorlunjun

J. BEompenen & dan P Lia 114} 121 133 Lerlanjuat

Catpuat Lagraaal

1. Kompenen Ltama Linc 10t Lo Liks Lerlanjuar

2. Koo al Eothenid 20101
Pemdukinp

'otal aya liegiatan 4500 4 14} 421 .34

Toknids Dungsionl

Anigganatt Taliim 2012
iflast 20T Hi
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Memnzn i, Hewlizasi | Angparan *h1 1 [ () [l (7 Keleranoan
Wl AN EAERI AL Ao
Chipnl layanan
ealomrilenan
1. TormpoTeet 20000 GO0 200000 20000 | 20000 0 Boerlaujut
Craji
2. Womponecir O 10000 10800 11661 12557 | 13605 Borlaujhut
o I
Ot Lavanan
[ Bl peowniinn RESRE [OhO0 OGO 100U | LOGHGD Burlaojut
L.tam=
SO lKom ponen AR - - - - Lierhenrti
Pendukigg A
Tzl iz e AnAHY AHE LU AT DDA | DD
Fegiadlan Tekils
Fungsional
Mroscduwr perhilungaur:
Kegiatan Teknis Output Layanan Perkantoran + Output Layanan
Fungsional 2012
Output Layanan Komponen Gaji + Komponen Operasional &
Perkantoran Pemeliharaan
Output Layanan Komponen Utama layanan +  Komponen

Pendukung layanan

Output Pendukung 2012

1. Komponen Gaji 2012 alokasi gaji 2011
200
2. Komponen O & P 2012 alokasi O & P 2011 x indeks kumulatif
110x1.08/1.10
108.00
Output Layanan 2012
1. Komponen Utama alokasi komponen utama layanan 2011 (harga
Layanan 2012 tetap)
100
2. Kompenen Pendukung S50 x O (nol karena dinyatakan berhenti di tahun
Lagvanan 22 Al11])

lagtrasl 1Y
fromitoly i fasi bevalud dine herga kebdjalan disesoailean dengan Lewga 1iily
Anggaran Talmn Atil]
tnflast I T 1O

Nama Onutput Anpggaran PM 1 PM 2 M 3 | Esterangan
Teknis Fungsional 2011 2012 2013 2014
Onarpuat lazanan
vkl
1. Lwom ponen Gadl S0 200 S00 SO0 | Berlanjuat
Yo Ko peonen 2 dan 104} L1 121 133 | Lerlanjat
r
il LAayaAn
1. Iomnpeomeean VoLt Tem} 11100 141 1i4
ST TR oy - - - Faniend
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Porinlukng A0l
ttal Biaya Kegiatan 450 420 442 A6
Teknis Fungsional

ALgparanl Talig 21
Fyfleess 2072 8%

Nama Output | Realisasi Anggaran PM 1 FM 2 FM 3 | Katerangan
Teknis 2011 2012 2013 2014 2015
Fungsional
il laya T
perlzanteran
1. Fom s 200 00 20000 20000 | 200000 30000 [ Borlaogol
LN
2. kempenen O LiWy 3 1o e 11%.ed | LA %7 14505 | Lerlanjar
edam T
Clulpl Taryririzg
1. Kenmiponen PO 00 TR 11664 | 14397 106805 Herlanjur
Ltama
2. Kmnpeonen 2000 Borletiti
Porndukung 2001
'ral |iava 47 GG b AH | 401 %4 45210
negiatan Telknis
Fungslonal

Prosedur perhitungan:

Korgriatan Trlznlis Churpat Lavanan 'erkantoran + Qutpur Layvanan
Wingesiona] 201 2

crput Leagranianl Kempenen {3aji + Komponen Operasional &
Ferlkkantoran Femeliharaan

ChIqu Ty san Toanpremiens TMama lavanan I Kewneniem

Penddnkinig layaan
Output Pendulkoang 2ol

1. Keanpesen Craji 2012 alovkensd prerjd 10
LAY
o Komnenlenn % FA0TA glokest O K Pl windeks oo ulatil
110 x 1.08/1.10
108.00
Output Layanan 2012
1. Komponen Utama alokasi komponen  utama layanan 2011 x
Layanan 2012 indeks kumulatif
110 x 1.08/1.10
108.00
2. Komponen Pendukung alokasi komponen pendukung layanan 2011x
Layanan 2012 indeks kumulatif
S0 x O (nol karena dinyatakan berhenti di tahun
2011)

Contoh: Kegiatan Penvelenggaran Kuasa BUN di daerah (Kegiatan Teknis
Fungsional)

Semula kegiatan pada KPPN Jakarta I pada RKA-K/L 2010 terdiri atas:

1. Kegiatan pengelolaan gaji, tunjangan dan honorarium;

2. Kegiatan penyelenggaraan operasional kantor dan pemeliharaan kantor;
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3. Penatausahaan anggaran, penyelenggaraan perbendaharaan; dan

4. Pengelolaan dan pengendalian anggaran

Berdasarkan hasil restrukturisasi, kegiatan pada KPPN Jakarta I menjadi Kegiatan
Pelaksanaan Kuasa BUN di daerah. Output dari Kegiatan ini adalah layanan
penerbitan SP2D sebanyak 10.000 buah. Untuk mencapai Output tersebut
dilakukan dengan mengidentifikasi komponen-komponen input pendukungnya dan

asumsi-asumsinya, vaitu:

1. Komponen Pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium;
Model pembiayaan gaji
Asumsi jumlah pegawai

Indeks gaji

Model pembiayaan operasional

Model penyelenggaran SP2D

Asumsi

{dalam jutasn rupisly

: indeks gaji x jumlah pegawai

: 50 pegawai

: mengikuti ketetapan dalam PP Gaji.

2. Komponen Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;

: indeks operasional x jumlah pegawai

: indeks pemeliharaan x jumlah asset

3. Komponen penyelenggaraan pelayanan pencairan dana sebanyak 10.000 SP2D

: harga SP2D x volume SP2D diterbitkan

: harga SP2D Rp 5.00G/buah
volume SP2D diterbitlzan 10 000 /tahun

U'rogrannf Legialan | Currenl Buodgcl I'vakirasm M aju Keleranigan

LudpeL
010 20711 012 | G1a | A

I'mograan 1eipgaclolaaal

Uerbenidadsnraany

MNegara

Fogiatan Pelaksamium

o BTTM i dacaal

Tenbievara gajl, AR TEO0 2700 | 2700 2700

tujangan dan

Hirn arariog

Lenvelellgparas LA L DO 1T R F 1 00 T DT O B W £

nperasicnal dan

penel b kanlor

Fenvelelggarann Y a1 08 £33 £33 | Cnughos

pelayanan pencairan penerbitan

dana 10.000 SP2D

Alokasi Dasar 0.300 | 5.562 | 5.791 | 6.39 6.30

2.3.4 Penyusunan dan Penetapan [nisiatif Baru

Penyusunan dan penetapan Inisiatif Baru merupakan salah satu prinsip
dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah untuk memfasilitasi
mendapatkan tambahan anggaran diluar angka dasar yang telah ditetapkan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan inisiatif

baru adalah sebagai berikut:

1. Usulan inisiatif baru harus sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas

pembangunan yang ditetapkan Presiden;

2. Kategori inisiatif baru, sumber pendanaan, dan periode pengajuan proposal

disesuaikan dengan siklus penganggaran;
3. Dokumen pendukung yang harus dilengkapi pada saat pengajuan proposal;

4. Ketentuan-ketentuan lain agar memperhatikan Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2011.

K/L
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LAMPIRAN IT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-K/L

RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian
Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga. Sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen
RKA-K/L berisi program dan kegiatan suatu K/L yang merupakan penjabaran dari
Renja K/L beserta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya pada tahun
yang direncanakan.

Berdasarkan pagu anggaran, K/L menyusun RKA-K/L. Dalam
penyusunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan
RKA-K/L mengatur sebagai berikut:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) wajib
menyusun RKA-K/L atas BA yang dikuasainya;

2. Penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan:

a. kerangka pengeluaran jangka menengah;
b. penganggaran terpadu; dan
c. penganggaran berbasis Kinerja.

3. RKA-K/L disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi
anggaran, meliputi: klasifikasi organisasi, fungsi, dan jenis belanja;

4. Penyusunan RKA-K/L menggunakan instrumen: indikator kinerja, standar
biaya, dan evaluasi kinerja. K/L menetapkan indikator kinerja setelah
berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan  Kementerian
Perencanaan. Sedangkan mengenai ketentuan klasifikasi anggaran dan
standar biaya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah
berkoordinasi dengan K/L;

5. RKA-K/L disusun berdasarkan Renja K/L, RKP, dan Pagu Anggaran K/L.

1. Persiapan Penyusunan RKA-K/L
Sebelum menyusun RKA-K/L hal-hal yang perlu dipahami dan dipersiapkan
terlebih dahulu adalah:

1.1 Hal-Hal Baru Dalam Penyusunan RKA-K/L
Dalam penyusunan RKA-K/L terdapat beberapa hal baru yang harus
diperhatikan, yaitu:

1. Satker harus menyiapkan dokumen RKA Satker untuk mencantumkan sasaran
kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada tingkat Komponen;

2. Dalam hal pagu anggaran, K/L menyampaikan RKA-K/L yang telah diteliti oleh
Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga (APl K/L) dan
Sekjen/Sestama c¢.q Biro Perencanaan /Unit Perencanaan K/L kepada
Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.

3. Dalam hal alokasi anggaran, K/L menyampaikan RKA-K/L yang telah diteliti
oleh Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga (APl K/L) dan
Sekjen/Sestama c.q Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Anggaran K/L serta
telah dibahas dan disetujui oleh DPR kepada Kementerian Keuangan c.q
Direktorat Jenderal Anggaran.

1.2 Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Penyusunan RKA-K/L beserta Tugas-
Perannya
Persiapan penyusunan RKA-K/L dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu K/L, Unit
Eselon I, dan Satker. Pembagian tingkatan tersebut didasarkan atas pembagian
tugas dan peran dalam perencanaan penganggaran. Langkah persiapan dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:
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1. Unit Eselon I melakukan:
a. Meneliti dan memastikan pagu anggaran per progam per jenis belanja
berdasarkan Pagu Anggaran K/L;

b. Menetapkan sasaran kinerja untuk masing-masing Satker mengacu pada
Dokumen RKP dan Renja K/L tahun berkenaan:

1) volume cutput kegiatan dalam kerangka Angka Dasar; dan

2) volume cutput kegiatan dalam kerangka Inisiatif Baru.

c. Menetapkan alokasi anggaran masing-masing Satker:

1) alokasi anggaran dalam kerangka Angka Dasar; dan

2) alokasi anggaran dalam kerangka Inisiatif Baru.

d. Menyiapkan Daftar Pagu Rincian per Satker yang berfungsi sebagai batas
tertinggi pagu satker.

e. Menyusun dokumen pendukung:

Unit Eselon I, dalam rangka persiapan penyusunan RKA-K/L, menyusun
dokumen pendukung khususnya Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference)

atau TOR, RAB, dan GBS. Rincian penjelasan terkait dengan dcokumen
pendukung sebagai berikut:

1) Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) untuk tiap output kegiatan.
Penyusunannya mengacu pada format sebagaimana tercantum di bagian
akhir lampiran 2. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam
penyusunan TOR ini:

Ada 2 jenis peruntukan TOR yaitu untuk output kegiatan dalam
kerangka angka dasar dan untuk output dalam kerangka inisiatif baru.

Dalam hal jenis inisiatif baru tersebut berupa penambahan volume
output, tetap dibuatkan TOR dengan volume output tambahannya saja.
Tahapan dalam pencapaian cutput dimaksud, sama dengan cutput vang
merupakan angka dasar.

Setiap alokasi anggaran output kegiatan harus didasarkan TOR karena
TOR ini sebagai acuan menentukan besaran anggaran suatu output.
Berarti, kemponen sebagai tahapan dalam pencapaian output kegiatan
harus mencerminkan acuan dimaksud.

TOR dalam kerangka angka dasar disusun dan disampaikan kepada
Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran sckali saja, pada saat
penyusunan TOR model baru sebagaimana tercantum di bagian akhir
lampiran 2, tidak setiap tahun anggaran vang direncanakan.

TOR dalam kerangka inisiatif baru disusun dan diajukan sebagai dasar
alockasi anggaran output kegiatan inisiatif baru. TOR ini adalah yang
sudah disesuaikan dengan persetujuan anggaran dari Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian
Keuangan c.q. Ditjen Anggaran.

Yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran
untuk tahun vang direncanakan hanyalah TOR output kegiatan inisiatif
baru saja, dengan catatan telah ada arsip dokumen TOR dalam kerangka
angka dasar.
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s Substansi penting dalam TOR ialah konsistensi antara output yvang
dihasilkan dengan rangkaian tahapan (komponen) pencapaiannya.

2) Rincian Anggaran Biaya/RAB (untuk output kategori inisiatif baru).
Penyusunan RAB mengacu pada format sebagaimana tercantum di bagian
akhir lampiran 2. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam
penyusunan RAB ini:

e Dokumen RAB merupakan dokumen pendukung TOR.

e Dokumen ini menjelaskan besaran total biaya tiap komponen yang
merupakan tahapan pencapaian output kegiatan. Biaya tiap komponen
ini tidak dirinci sampai dengan satuan biaya dan jenis belanjanya karena
rincian ini telah dicantumkan dalam KK.

3) Gender Budget Statement (GBS) pada tingkat output apabila berkenaan
dengan ARG. Penyusunan GBS mengacu pada format sebagaimana
tercantum di bagian akhir lampiran 2. GBS yang telah disusun
disampaikan kepada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi
Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.

f. Khusus untuk dokumen teknis yang disusun oleh Satker, unit Eselon I
bertugas mengumpulkan dan menyatukan dokumen pendukung dari satker
tersebut meliputi: Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, Perhitungan kebutuhan
biaya pembangunan/rencvasi bangunan gedung Negara atau yang sejenis,
dan data dukung teknis lainnya.

2. Satker melakukan:
a. Menyiapkan dokumen baik sebagai acuan maupun secbagai dasar
pencantuman sasaran kinerja kegiatan dana lokasi anggarannya pada tingkat
output kegiatan dalam RKA Satker:

1) Informasi mengenai sasaran kinerja (sampai dengan tingkat ocutput) dan
alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan (termasuk sumber dana)
sesuai kebijakan Unit Eselon I. Informasi kinerja tersebut terbagi dalam
alokasi anggaran jenis Angka Dasar dan/atau Inisiatif Baru,

2) Peraturan perundangan mengenai struktur organisasi K/L. dan tugas-
fungsinya;

3) Dokumen Renja K/L dan RKP tahun berkenaan;
4) Petunjuk penyusunan RKA-K/L;
S) Standar Biaya tahun berkenaan.

b. Meneliti dan memastikan kesesuaian dengan kebijakan unit eselon 1 dalam
hal:

1) Besaran alokasi anggaran Satker;
2) Besaran Angka Dasar dan/atau Inisiatif Baru.

c¢. Menyusun KK Satker dan RKA Satker serta menyimpan datanya dalam Arsip
Data Komputer-nya (ADK);

d. Menyusun dokumen pendukung, khususnya Rencana Bisnis dan Anggaran
BLU (RBA BLU) dari Satker BLU;

€. Menyampaikan dokumen pendukung teknis berupa:
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1) Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/rencovasi bangunan gedung
Negara atau yvang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas
Pekerjaan Umum setempat untuk pekerjaan pembangunan/renovasi
bangunan gedung negara yang berlokasi di dalam negeri dan pekerjaan
renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor
perwakilan) yang mengubah struktur bangunan; atau

2) Perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung Negara atau yang
sejenis dari konsultan perencana setempat untuk pekerjaan renovasi
bangunan gedung negara vang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan)
yang tidak merubah struktur bangunan. Informasi mengubah atau tidak
struktur bangunan dijelaskan dalam deckumen tersebut.

3) Data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu antara lain: peraturan
perundangan/keputusan pimpinan K/L yvang mendasari adanya
kegiatan/output, surat persetujuan dari Menpan dan RB untuk alckasi
dana satker baru, dan sejenisnya;

4) Data dukung terkait teknis lainnya sehubungan dengan alokasi suatu
ol
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fsenuai karalkiomasik sanlor);

3. Untuk Kementerian Negara/Lembaga yang telah mendapatkan surat penetapan
scbagai K/L yang pegawainya berseragam dinas dari Menteri PAN dan KRB, tidak
perlu mengajukan penetapan tiap tahun.

4. Rincian biaya dalam rangka pencapaian Output kegiatan yang dibatasi dalam
hal iklan layvanan masyarakat kecuali untuk:

a. Iklan yang mengajak/mendorong partisipasi masyarakat untuk turut aktif
dalam pelaksanaan dan pengawasan program/kebijakan Pemerintah.
Contohnya antara lain iklan mengenai: cara penanggulangan suatu penvakit
menular, mendukung keberhasilan program pendidikan sembilan tahun,
ajakan untuk bayar pajak; dan

b. Tetap mempertimbangkan bahwa manfaat sosial dan ekonomi vyang
dihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

5. Program dan kegiatan vang dilaksanakan oleh K/I seluruhnya dalam kerangka
pelaksanaan: tugas-fungsi K/L, prioritas pembangunan nasional, atau prioritas
bidang. Oleh karena itu peruntukan alckasi anggaran harus memperhatikan
urutan tingkat kepentingan (prioritas) pengalokasian anggaran scbagai berikut:
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a. Kebutuhan anggaran untuk bhiaya operasional organisasi yang sifatnya
mendasar, seperti alokasi untuk gaji, honorarium dan tunjangan, serta
operasional dan pemeliharaan perkantoran;

b. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan
nasional, prioritas pembangunan bidang dan/atau prioritas pembangunan
daerah (dimensi kewilayahan) yang tercantum dalam dokumen RKP;

c¢. Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan vang anggarannva
bersumber dari pinjaman dan/atau hibah dalam negeri/luar negeri;

d. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak
(multi years),

€. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan inpres-inpres yang
berkaitan dengan percepatan pemulihan pasca konflik dan pasca bencana di
berbagai daerah;

f. Penyvediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang
sesuai dengan peraturan perundangan.

6. Rincian biaya dalam rangka pencapaian output kegiatan yang dibatasi dan tidak
diperbolehkan adalah sebagai berikut:

a. Rincian biaya yang dibatasi:

1). Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya,
peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang
sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.

2). Pemasangan telepon baru, kecuali untuk satker yang belum mempunyai.

3). Pembangunan gedung baru yvang sifatnya tidak langsung menunjang untuk
pelaksanaan tugas dan fungsi satker (antara lain: mess, wisma, rumah
dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan), Kecuali untuk gedung vang
bersifat pelayanan umum (seperti rumah sakit, rumah tahanan, pos
penjagaan) dan gedung/bangunan khusus (antara lain: laboratorium,
gudang).

4). Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali:

a) Kendaraan fungsional seperti:

- Ambulan untuk rumah sakit;
- Cell wagon untuk rumah tahanan; dan
- Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan;

b) Pengadaan kendaraan bermotor untuk Satker baru yang sudah ada
ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dan dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia;

¢) Penggantian kendaraan operasional yvang benar-benar rusak berat
sehingga secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi;

d) Penggantian kendaraan yang rusak berat yang secara ckonomis
memerlukan biaya pemeliharaan yang besar untuk selanjutnya harus
dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak diperbolehkan dialckasikan
biayva pemeliharaannya (didukung oleh berita acara penghapusan/
pelelangan); dan

¢) Kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan antar jemput
pegawai dapat dialokasikan secara sangat selektif. Usulan pengadaan
kendaraan bermotor memperhatikan azas efisiensi dan kepatutan.
Keterangan: Kendaraan vang diadakan dan merupakan penggantian
kendaraan yang dihapuskan harus sama jenis maupun fungsinya
dengan kendaraan yang dihapuskan.

b. Rincian biaya yang tidak dapat ditampung (dilarang) meliputi:

1). Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun
Kementerian Negara/Lembaga,
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2). Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan
scbagainya untuk berbagai peristiwa kecuali unit kerja suatu K/L dalam
rangka mengemban tugas fungsinva;

3). Pesta untuk berbagai peristiwa dan POR (Pekan Olah Raga) pada
Kementerian Negara/Lembaga kecuali Kementerian Negara/Lembaga yang
mengemban tugas-fungsi tersebut;

4). Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan sejenis/serupa dengan
yvang tersebut pada angka 1), 2), dan 3) diatas;

3). Kegiatan vang memerlukan dasar hukum berupa PP/Perpres, namun pada
saat penelaahan RKA-K/L belum ditetapkan dengan PP/Perpres; dan

0). Kegiatan yang memerlukan penetapan Pemerintah/Presiden/Menteri
Keuangan (dengan  Peraturan  Pemerintah/PP  atau  Peraturan
Presiden/Perpres atau Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan) tidak
dapat dilakukan sebelum PP/Perpres/KMK/PMK dimaksud ditetapkan,
kecuali kegiatan tersebut sebelumnya sudah dilaksanakan berdasarkan
penetapan Peraturan/Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga. Peningkatan
tarif atas tunjangan-tunjangan yang sifatnya menambah penghasilan, tidak
dapat dialokasikan sebelum ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan
Menteri Keuangan.

7. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab penuh secara formil dan
materiil atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L, baik
yvang tercantum maupun tidak tercantum dalam PMK tentang Standar Biaya.

2. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L

Dalam proses penyusunan RKA-K/L oleh K/L (satker, unit eselon I, dan
K/L) dilakukan dengan aplikasi RKA-K/L DIPA. Dalam proses mengisi data yang
dilakukan, tidak terdapat pengulangan pengisian antar level yang ada.

Pada tingkat satker, perencana memasukkan segala hal yang diperlukan
dalam penyusunan KK satker dan RKA satker (informasi kinerja, rincian belanja,
target pendapatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan keperluan KPJM).
Pada tingkat unit eselon I, melakukan melakukan restore data dari ADK vang
disampaikan satker-satker dan melakukan pengisian-pengisian yang diperlukan
pada level eselon 1. Pada tingkat K/L, juga melakukan restore data dari ADK
yvang disampaikan unit eselon I yang ada dan melakukan pengisian-pengisian
yvang diperlukan pada level K/L. Hasil dari pengisian-pengisian yang dilakukan
akan menghasilkan KK satker dan RKA satker pada level satker, RKA-K/L
eselon I pada level unit eselon I, dan RKA-K/L.

2.1 Mekanisme Penyusunan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran K/L
2.1.1 Mekanisme Penyusunan RKA-K/L Eselon |
2.1.1.1 Mekanisme Penyusunan Kertas Kerja Satker (KK Satker)
Penyusunan rincian anggaran belanja kegiatan yang direncanakan pada
Satker dituangkan kedalam dokumen KK Satker dengan menggunakan
Aplikasi RKA-K/L DIPA. Informasi vang dituangkan pada KK Satker
merupakan informasi rincian anggaran belanja output sampai dengan
tingkat detil biaya. Penyusunan KK Satker pada suatu Satker melalui
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Satker melakukan login aplikasi RKA-K/L DIPA;
b. Dalam pengisiannya mengikuti petunjuk pengisian yang dijelaskan
dalam buku manual aplikasi RKA-K/L DIPA;
c. Penyusunan rincian anggaran belanja output dilakukan dengan
membedakan dua cara:
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2.1.1.2

1) Menuangkan Alokasi Anggaran Angka Dasar

Satker menuangkan rencana belanja jenis alokasi anggaran

Angka Dasar pada suatu kegiatan sampai dengan detil biaya.

Data yang digunakan adalah angka dasar yang dicantumkan pada

dokumen RKA-K/L tahun anggaran sebelumnya atau angka dasar

hasil reviu angka dasar (jika berubah).
2) Menuangkan Alokasi Anggaran Inisiatif Baru

a) Berkenaan dengan jenis alokasi anggaran Inisiatif Baru, Satker
menuangkan alokasi anggaran satker secara rinci sampai
dengan detil biaya;

b) Penuangan jenis alokasi anggaran Inisiatif Baru mengacu pada
Proposal Inisiatif Baru yvang telah disetujui untuk tahun yvang
direncanakan.

d. Setelah meyakini kebenaran semua isian yang ada, kemudian
mencetak KK satker berkenaan;

e. Melengkapi data dukung vang diperlukan, untuk kemudian
disampaikan bersamaan dengan KK Satker yang telah ditandatangani
oleh KPA kepada Unit Eselon I sebagai bahan penyusunan RKA-K/L.

Mekanisme Penyusunan RKA Satker

RKA Satker merupakan penjelasan mengenai rencana kinerja satker,

rincian belanja satker sampai dengan level Komponen, target pendapatan

satker, serta prakiraan maju rencana belanja dan target pendapatannya.

Pembuatan RKA Satker dilakukan menggunakan Aplikasi RKA-K/L

DIPA, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Satker melakukan login aplikasi RKA-K/L DIPA;

b. Proses pengisian yang dilakukan sesuai dengan petunjuk dalam buku
manual aplikasi RKA-K/L DIPA, pada saat mengisi dalam rangka
menyusun KK Satker, akan digunakan juga dalam penyusunan RKA
Satker;

c. Untuk mencetak RKA Satker, pada aplikasi RKA-K/L. DIPA memilih
menu cetak RKA Satker (Bagian A, B, C, dan D);

d. Menyampaikan RKA Satker (Bagian A, B, C, dan D) yang telah
ditandatangani cleh KPA bersamaan dengan KK Satker yang telah
ditandatangani oleh KPA dan data dukung terkait kepada Unit
Eselon I.

2.1.2 Mekanisme Penyusunan RKA-K/L
1. Unit Eselon I

a

b.

. Menghimpun/kompilasi KK Satker dan RKA Satker dalam lingkup Unit

Eselon I berkenaan;

Me-restore ADK yang disampaikan satker-satker yvang ada dalam

aplikasi RKA-K/L DIPA;

Memvalidasi kinerja dan anggaran program yang menjadi tanggung

jawab Unit Eselon I berkenaan dengan:

1) Total pagu anggaran;

2) Sumber dana, yang terdiri atas Rupiah Murni, Pinjaman Luar
Negeri, Rupiah Murni Pendamping, PNBP, Pinjaman dalam Negeri,
BLU, Hibah Dalam Negeri, Hibah Luar Negeri, Hibah Valas
Langsung, Hibah Luar Langsung dan Surat Berharga Syariah
Negara (sumber dana vang berasal dari SBSN ada pada penyusunan
RKA-K/L TA 2013 dengan kode PBS); dan

3) Sasaran kinerja (jenis barang/jasa serta volume dan satuan output).
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d. Meneliti dan menyaring relevansi Komponen dengan Output kegiatan
pada masing-masing KK Satker;

e. Apabila terdapat ketidaksesuaian atas: program sebagaimana butir 1.c
dan relevansi komponen-output sebagaimana butir 1.d, Unit Eselon 1
melakukan keoordinasi dengan Satker untuk perbaikan pada KK Satker
dan RKA Satker;

f. Mengisi informasi pada Bagian L, Formulir 2 RKA-K/L, tentang Strategi
Pencapaian Hasil. Isinya menguraikan mengenai langkah-langkah yang
ditempuh untuk mencapai Sasaran Hasil (pada tingkat program),
antara lain berupa:

1) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (mengacu
Renstra Unit Eseclon I);

2) Uraian deskripsi masing-masing kegiatan;

3) Jumlah Satker pelaksana kegiatan;

4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi program antara yang
sedang berjalan dan yvang diusulkan.

g. Selain mengisi pada Formulir 2 RKA-K/L, unit Eselon | juga mengisi
Bagian I, Formulir 3 RKA-K/L, tentang Operasionalisasi Kegiatan yang
berisikan antara lain:

1) Identifikasi faktor-faktor pendukung (faktor pegawai, sarana, dan
prasarana) dan penghambat (faktor lingkungan/kultur kerja);

2) Identifikasi satker pelaksana kegiatan;

3) Penjelasan mengenai perubahan alockasi anggaran belanja kegiatan
dari yang sedang berjalan dengan vang diusulkan.

h. Setelah meyakini kebenarannya, mencetak RKA-K/L Unit Eselon 1
(Formulir 2 dan 3) dengan memilih menu cetak RKA-K/L pada aplikasi
RKA-K/L DIPA;

i. RKA-K/L Unit Eselon 1 ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau yang
setingkat Eselon I, selaku KPA sebagai penanggung jawab program;

j- Menyampaikan RKA-K/L Unit Eselon I dan data dukung terkait kepada
K/L.

. K/L

a. Menghimpun/kompilasi RKA-K/L Unit Eselon [ dalam lingkup K/L;

b. Menyusun RKA-K/L secara utuh untuk lingkup K/L berdasarkan
RKA-K/L Unit Eselon I

o Wonvalidas] alokast amggaran KT melpol:

[] Tolan] preagend aaTigkin1iany;
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1) Pergeseran anggaran antar program (jumlah alokasi dana pada
masing-masing program harus sesuai dengan yang tercantum dalam
Pagu Anggaran K/L);

2) Pengurangan belanja pada Kompoenen 001 dan 002;

3) Perubahan pagu sumber pendanaan/sumber pembiayaan (sumber
pendanaan/sumber pembiayaan dalam menghasilkan cutput tidak
diperbolehkan berubah/bergeser).

4) Memastikan RKA-K/L beserta dokumen pendukung telah memuat
hal-hal sebagai berikut:

a. konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume
Keluaran dan Indikator Kinerja Keluaran dalam RKA-K/L dengan
Renja K/L dan RKP;

b. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L
yang ditetapkan cleh Menteri Keuangan;

c. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana
vang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L;

d. kelayakan anggaran dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-
kaidah penganggaran antara lain penerapan standar biaya
masukan (SBM) dan standar biaya keluaran (SBK), kesesuaian
jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian
anggaran untuk kegiatan yang didanai dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN),
Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN), Surat Berharga Svariah
Negara (SBSN), Badan Layanan Umum (BLU), kontrak tahun
jamak, dan pengalckasian anggaran yang akan diserahkan
menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik
Negara (BUMN]);

€. kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.

g. Menyampaikan RKA-K/L, RKA Satker beserta data dukung terkait
kepada Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q Biro

Perencanaan K/ dan Aparat Pengawasan Intern Kementerian
Negara/lLembaga (APl K/L) untuk dilakukan penelitian RKA-K/L.

2.2 Mekanisme Penyesuaian RKA-K/L Berdasarkan Alokasi Anggaran K/L

Berdasarkan Hasil Kesepakatan Pembahasan DPR dan Alcokasi

Anggaran, K/L menyesuaikan RKA-K/L. Penyesuaian dimaksud adalah:

1.

2.

Penyesuaian terhadap angka dasar apabila terdapat perubahan parameter
ekonomi (indeks inflasi untuk tahun yang direncanakan) dan/atau
penyesuaian parameter non-ekonomi apabila terdapat perubahan
kebijakan sehingga berpengaruh terhadap besaran alckasi anggaran K/L;
Adanya progam/kegiatan/output baru sebagai hasil kesepakatan
pembahasan dengan DPR.

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L. berdasarkan Pagu Alokasi

Anggaran K/L, ada beberapa kemungkinan:

1.

2.

Apabila tidak ada perubahan parameter ekonomi, parameter non-ekonomi,
dan usulan program /kegiatan/output baru maka, RKA-K/L berdasarkan
Pagu Anggaran K/L secara langsung ditetapkan dalam DHP RKA-K/L;

Apabila ada perubahan parameter baik ekonomi maupun non-ekonomi
maka, penuangan dalam KK Satker dilakukan melalui penyesuaian dengan
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parameter ckonomi dan non ekonomi pada tingkat komponen. Penyesuaian

pada komponen pendukung dilakukan dengan melakukan perkalian

dengan parameter ekonomi.

Sedangkan penyesuaian komponen utama dapat dilakukan dengan

mengalikan dengan parameter ekonomi atau sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan;
3. Apabila ada program/kegiatan/output baru sebagai hasil kesepakatan
pembahasan dengan DPR maka, K/L menyesuaikan RKA-K/L dengan:

a. Mengusulkan rumusan program/kegiatan/output sebagai hasil
kesepakatan pembahasan dengan DPR kepada Kementerian Keuangan
dan Kementerian Perencanaan terlebih dahulu sesuai dengan
kewenangan masing-masing. Usulan program dan kegiatan (Non
Output) diajukan kepada Kementerian Perencanaan. Sedangkan usulan
Output diajukan kepada Kementerian Keuangan. Usulan tersebut
selanjutnya ditetapkan sebagai referensi pada program aplikasi RKA-
K/L;

b. Entry data biaya pada masing-masing komponen dengan mengacu pada
standar biaya yang berlaku pada tahun yang direncanakan atau satuan
harga diluar SBM;

¢. Meneliti kembali jumlah alokasi anggaran terscbut apakah sesuai
dengan jumlah alokasi anggaran hasil kesepakatan pembahasan
dengan DPR;

d. Hasil penuangan alokasi anggaran hasil kesepakatan pembahasan
dengan DPR terdapat dalam formulir B, KK Satker.

2.2.1 Mekanisme Penyesuaian RKA-K/L Eselon 1
2.2.1.1 Mekanisme Penyesuaian KK Satker
Berdasarkan Hasil Kesepakatan Pembahasan DPR dan Alokasi

Anggaran, Satker menyesuaikan KK Satker dengan langkah-

langkah:

a. Melakukan login kedalam aplikasi RKA-K/L untuk
selanjutnya melakukan penyesuaian-penyesuaian yang
dibutuhkan;

b. Mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan belanja
sesuai dengan alokasi anggaran K/L;

c. Menyesuaikan alokasi anggaran angka dasar sampai dengan
tingkat detil dan menuangkan alokasi anggaran inisiatif baru
mengacu pada proposal yang telah disetujui kedalam
anggararl;

d. Melengkapi perubahan data dukung atas penyesuaian
terhadap alokasi anggaran;

€. Menyampaikan KK Satker hasil penyesuaian yang telah
ditandatangani cleh KPA dan data dukung kepada Unit
Eselon 1.

2.2.1.2 Mekanisme Penyesuaian RKA Satker
Berdasarkan KK Satker yang telah disesuaikan, Satker juga
menyesuaikan RKA Satker dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

1. Melakukan login kedalam aplikasi RKA-K/L untuk

melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan;
2. Mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan
informasi rencana kinerja, target pendapatan, dan hal-hal
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vang terkait dengan KPJM, sesuai dengan alokasi
anggaran K/L;

3. Meneliti kembali kesesuaian rincian belanja satker yang
tertera pada RKA Satker dengan KK Satker hasil
penyesuaian,;

4. Setelah divakini kebenarannya, mencetak RKA Satker
yvang telah disesuaikan;

5. Menyampaikan RKA Satker (Bagian A, B, C, dan D) yang
telah disesuaikan dan ditandatangani oleh KPA
bersamaan dengan KK Satker yang telah disesuaikan
beserta data dukung terkait kepada Unit Eselon I.

2.2.2 Mekanisme Penyesuaian RKA-K/L
1. Unit Eselon I

a.

b.

g.

Menghimpun/kompilasi KK Satker dan RKA Satker yang telah
disesuaikan dalam lingkup Unit Eselon I berkenaan;
Menyesuaikan RKA-K/L Unit Eselon I (Formulir 2 dan 3)
berdasarkan KK Satker dan RKA Satker yang difasilitasi oleh
aplikasi RKA-K/L DIPA;

Memvalidasi kinerja dan anggaran program yang menjadi

tanggung jawab Unit Eselon [ berkenaan dengan:

1) Total alokasi anggaran,;

2) Sumber dana, yang terdiri atas Rupiah Murni, Pinjaman
Luar Negeri, Rupiah Murni Pendamping, PNBP, Pinjaman
dalam Negeri, BLU, Hibah Dalam Negeri, Hibah Luar Negeri,
Hibah Valas Langsung, Hibah Luar Langsung dan Surat
Berharga Syariah Negara (sumber dana yang berasal dari
SBSN ada pada penyusunan RKA-K/L TA 2013 dengan kode
PBS); dan

3) Sasaran kinerja (jenis barang/jasa serta volume dan satuan
output).

. Meneliti dan menyaring relevansi Komponen dengan Cutput

kegiatan pada masing-masing KK Satker dan RKA Satker;
Apabila terdapat ketidaksesuaian atas: program sebagaimana
butir 1.c dan relevansi kemponen-output sebagaimana butir 1.d,
Unit Eselon [ melakukan koordinasi dengan Satker untuk
perbaikan pada KK Satker dan RKA Satker;

RKA-K/L Unit Eselon | ditandatangani cleh Pejabat Eselon [
atau yang setingkat Eselon I, selaku KPA sebagai penanggung
jawab program;

Menyampaikan RKA-K/L Unit Eselon I vang telah disesuaikan
dan data dukung kepada K/L.

2. K/L

a.

b.

Menghimpun/kompilasi RKA-K/L Unit Eselon [ yang telah
disesuaikan dalam lingkup K/L;

Menyusun RKA-K/IL. secara utuh untuk Ilingkup K/L
berdasarkan RKA-K /L Unit Eselon T;

. Memvalidasi alokasi anggaran K/L meliputi:

1) Total alokasi anggaran K/L;
2) Sumber dana;
3) Sasaran kinerja.
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d. Apabila terdapat ketidaksesuaian atas alokasi anggaran K/L
sebagaimana butir 2.c, K/L melakukan koordinasi dengan Unit
Eselon I untuk perbaikan pada REKA-K/L Unit Eselon I
berkenaan.

e. RKA-K/L (vang telah disesuaikan) diteliti kembali kesesuaiannya
dengan Alokasi Anggaran K/L agar tidak mengakibatkan:

1) Pergeseran anggaran antar program (jumlah alokasi dana
pPada masing-masing program harus sesuai dengan yang
tercantum dalam Alokasi Anggaran K/L);

2) Pengurangan belanja pada Komponen 001 dan 002;

3) Perubahan pagu sumber pendanaan/sumber pembiayaan

(sumber pendanaan/sumber pembiayaan dalam
menghasilkan output tidak diperbolehkan
berubah/bergeser).

f. Memastikan RKA-K/L beserta dokumen pendukung telah
memuat hal-hal sebagai berikut:

f. konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume

Keluaran dan Indikator Kinerja Keluaran dalam RKA-K/L
dengan Renja K/L dan RKP;

g. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran
K/L yang ditetapkan cleh Menteri Keuangan;

h. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber
dana yang ditetapkan dalam Alokasi Anggaran K/L;

i. kelayakan anggaran dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-
kaidah penganggaran antara lain penerapan standar biaya
masukan (SBM) dan standar biaya keluaran (SBK), kesesuaian
jenis  belanja, hal-hal vyang dibatasi atau dilarang,
pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman/Hibah
Luar Negeri (PHLN), Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN),
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Badan Layanan
Umum (BLU), kontrak tahun jamak, dan pengalokasian
anggaran yang akan diserahkan menjadi Penvertaan Modal
Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

j. kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.

g. Menyampaikan RKA-K/L, RKA Satker beserta data dukung
terkait kepada Sekretariat Jenderal/Sekretariat
Utama/Sekretariat c.q Biro Perencanaan K/L dan Aparat
Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga (APl K/L)
untuk dilakukan penelitian RKA-K/L.

3 Tindaklanjut Hasil Penyusunan RKA-K/L
3.1 Tindaklanjut Hasil Penyusunan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran K/L
1. Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga (APl K/L)
melaksanakan penelitian terhadap RKA-K/L dan data dukung bersama
dengan unit eseclon 1 sebagai penyusun RKA-K/L dan Sekretariat
Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q Biro Perencanaan K/L guna
memastikan kelengkapan dan kebenarannya;
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2. K/L menghimpun RKA-K/L, KK Satker dan RKA Satker beserta data
dukung terkait yang telah ditelii untuk dilakukan penyesuaian atas
hasil penelitian API K/L (jika ada);

3. K/L menvampaikan RKA-K/L beserta dokumen penelaahan yang telah
disesuaikan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal
Anggaran;

3.2 Tindaklanjut Hasil Penyesuaian RKA-K/L Berdasarkan Alokasi Anggaran

K/L

1. Aparat Pengawasan Intern Kementerian NegaraflLembaga (APl K/L)
melaksanakan penelitian terhadap RKA-K/L dan data dukung bersama
dengan unit eselon 1 sebagai penvusun RKA-K/L dan Sekretariat
Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q Biro Perencanaan K/L guna
memastikan dokumen yang disusun telah sesuai dengan hasil
pembahasan dengan DPR dan Alokasi Anggaran,

2. K/L menghimpun RKA-K/L, KK Satker dan RKA Satker beserta data
dukung terkait yvang telah diteliti oleh API K/L untuk dilakukan
penyesuaian (jika aday);

3. K/L menyampaikan REKA-K/L dan RKA Satker beserta data dukung
terkait kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran
dan Kementerian Perencanaan untuk menjadi bahan penclaahan.
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4. Format
LAMPIRAN II-1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 1:

RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 20XX

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA D eeiiiiieeenenee.. (Berisikan Nama K/L beserta kodenya)

B. VISI : i (BEFISIKAN Uraian Visi dan K/L sesuai dengan di Rensira K/L)

C. MISI . (Berisikan uraian Misi dari K/L sesuai dengan di Renstra K/L)

D. SASARAN STRATEGIS o } (Berisikan Sasaran-sasaran Sirategis K/4)
2. .., dst

E. FUNGSI I } (Berisikan Fungsi— Fungsi yang dijalankan K/A)
2. i dst

F. PRIORITAS NASIONAL S : } (Berisikan Prioritas Nasional K1)
2. , dst

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS

KODE | L SASARAN STRATEGIS/ ANGKA ALOKASI ANGGARAN
DASAR/ INISIATIF BARU (RIBUAN RUPIAH)
Il. PROGRAM/ ESELON I/ HASIL/ INDIKATOR
TA TA TA TA TA
KINERJA UTAMA PROGRAM/ ANGKA DASAR/
INISIATIE BARU 20XX-1 20XX 20XX+1 200x+2 | 20XX+3
(1) 3] (3 “4) (5) (6) 0]

Sasaran Strategis 1...... (Berisikan Uraian Sasaran Sirategis 1 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
sesuai Renstra K/L)

Jumlah Angka Dasar 9.999.999

Jumlah Inisiatif Baru 9.999.999

Program.... (Berisikan uraian Nama Program) 9.996.999 9.999.999 9.989.098 9.999.999 9.998.999
Eselen |

......................... {Benisikan uraian Nama Eselon )

......................... {Berisikan uraian Hasil)

Indikator Kinerja Utama Program
} (Berisikan IKU Program)
dst

Angka Dasar 9.999.999
Inisiatif Baru 9.999.999
Dst...

Sasaran Strategis 2...... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis 2 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999

Jumlah Angka Dasar 9.999.999

Jumlah Inisiatif Baru 9.989.999

Program.... (Berisikan uraian Nama FProgram) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.9998.999
Eselen |

......................... {Berisikan uraian Nama Eselon |)

. ... (Berisikan uraian Hasil)
Indikator Kinerja Utama Program

‘ } {Berisikan KU Program)
s

By g ---------------------------------------------------------------------------------------
Angka Dasar 9.999.999
Inisiatif Baru 9.999.999
Dst..
TOTAL 9.999.699 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Total Angka Dasar 9.999.999

Total Inisiatif Baru 9.999.999
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H. ALOKASIANGGARAN FUNGSI
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
KODE FUNGSI PROGRAM TA TA TA TA TA
20X%:1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
(1) ) (3) (4) (5) (6) ()]
Fungsi 1.... (Berisikan uraian Fungsi 1 yang jadi tanggung 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Jawah K/L)
Program ... {Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 9.989.999 9.999.999 9.995.999 9.689.999 9.899.999
1 | Alokasi pagu program untuk Fungsi 1 |
dst
Fungsi 2.... (Berisikan urajan Fungsi 2 yang jadi tanggung 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Jjawah K/L)
Program.... (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
i | Alokasi pagu program untuk Fungsi 2 |
dst
dst
L. ALOKASIANGGARAN PRIORITAS NASIONAL
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
KODE PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM TA TA TA TA TA
20XX%1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
(1) @) (3) 4) (5) (6) (7
Prioritas Nasional 1...... (Berisikan Prioritas Nasional 1 yang 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Jadi tanggungjawab K/A4)
Program........ (Berisikan nama Program yang mendukung 9.989.999 9.989.999 9.999.999 9.989.999 9.999.999
Prioritas Nasionali 1) - — -
| Alokasi pagu program untuk Prioritas Nasional 1 I
dst
Prioritas Nasional 2...... (Berisikan Prioritas Nasional 2 yang 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Jadi tanggungjawab K/A)
Program........ (Berisikan nama Program yang mendukung 9.989.999 9.889.999 9.999.999 9.989.999 9.999.999
Priorftas Nasional 1) | Alokasi pagu program untuk Prioritas Nasional 2
dst
dst
J.  STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS:
Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai sasaran strategis, dimulai dari :
()] Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis ( berasal dari Renstra K/L);
2) Uraian deskriptif masing-masing program dan Unit Organisasi Penanggung jawab.
K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN:
(RIBUAN RUPIAH)
KODE PROGRAM URAIAN PENDAPATAN TA TA TA TA TA
20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
(4] 2) 3 (O] O] &) 6) &)
Program 1 Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.099
PNBP 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
dst
TOTAL a. Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
b. PNBP 9.999.999 9.999.999 9.999.989 9.999.999 9.999.999
PENJELASAN:
Diisi penjelasan perubahan target TA 20XX dibandingkan dengan target TA 20XX 1
Lokasi, Tanggal
Pengguna Anggaran

Nama Menteri/Pimpinan Lembaga
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 2:
RENCANA PENCAPAIAN HASIL UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 20XX
A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T T, {Berisikan Nama K/L beserta kodenya)
B. UNIT ORGANISASI T {Berisikan Nama Unit Eselon | beserta kodenya)
C. MISI UNIT ORGANISASI D {Berisikan uraian Misi Eselon l)
D. SASARAN STRATEGIS N {Berisikan uraian Sasaran Strategis yang didukung)
E. PROGRAM .. (Berisikan uraian Nama Program beserta kodenya)
F. HASIL .. (Berisikan uraian Hasil Eselon | nya)
G. INDIKATOR KINERJAUTAMA PROGRAM | @ 1. . -
2 dst } (Berisikan IKU Program Unit Eselon i)
. .., dsf
H. RINCIAN PROGRAM :
1. KEGIATAN / (ESELON I/SATKER)/ FUNGSV ALOKASI ANGGARAN
KODE SUB FUNGSU PRICRITAS/ FOKUS PRIORITAS (RIBUAN RUPIAH)
1. QUTPUT (VOL-SAT)/ INDIKATOR KINERJA TA TA TA TA TA
KEGIATAN/ ANGKA DASAR/ INISIATIF BARU 200061 20X 203+ 20X )42 2000¢+3
) 2) (3) “ (5 (6) )
Kegiatan......... {Berisikan uraian Nama Kegratan) 9.999.999 9.999.999 9.999.099 9.999.998 9.989.999
Eselen II/ Satker
.. {(Berisikan uraian Nama Eselorn i)
{Berisikan uraian Fungsi)
......................... {Berisikan uraian Sub Fungsi)
Pricritas Nasional
{Berisikan uraian Prioritas)
......................... {Berisikan uraian Fokus Prioritas)
B LY ISP IR NN S IS
Outputl.. ..(Berisikan uraian jenis Output 1) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999| 9©.989.999
_(Volume Satuan Qutputy ]S (99sat))  (99sat)) (89sat)] _(99sat)] (99 sat))
Output2.. ..(Berisikan uraian jenis Output 2) 9.999.999 9.999.999 9.999.699 9.999.999| 9.999.999
_(Volume Satuan Output) o ]...d (99sat)) _ (99sat)] __ (99sat)] _ _(99sat)] __(99sat)]
dst
Indikater Kinerja Kegiatan
T } (Berisikan indikator-indikator
2. i , dst Kinerja Kegiatan)
Angka Dasar 9.999.999
Inisatif Baru 9.999.999
Dst....
TOTAL 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999] 9.989.999
Total Angka Dasar 9.999.999
Total Inisiatif Baru 9.999.999
I ALOKASI ANGGARAN FUNGSI
KODE FUNGSI SUB FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
TA TA TA TA TA
20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
) 2) 3 “) 5 ) ad)
Fungsi 1... ( Berisikan uratan Fungsi 1 sesuai formulir 1) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Sub Fungsil.... (Berisikan uraian Sub Fungsi 1) 9.999.999 9.999.999 9.999.699 9.999.999| 9.999.999
Sub Fungsi2.... (Berisikan uraian Sub Fungsi 2) 9.999.999 9.999.999 9.999.899 9.999.999| 9.999.999
Dst....
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J.  ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL
KODE PRIORITAS NASIONAL/ FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
TA TA TA TA TA
200XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
(1) (2) (3) “) (5) (6) )
Prioritas Nasional 1.... { Berisikan uraian Prioritas Nas. 1) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.989.099 9.899.999
Fokus Prioritas.... (Berfsikan uraian Fokus Priontas 1) 9.9990.699 9.999.999 9.9906.999 9.989.099 9.899.999
Fokus Prioritas.... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 2) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.899.999
Dst....
K. BIAYA PROGRAM
BIAYAMENURUT KELOMPOK BIAY A, (RIBUAN RUPIA)
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA T A ol TA T
20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
() (2) (3) 4) (5) (8)
1. KELOMPOK BIAYA
a.  Operasional 9.989.999 9.999.999 9.999.989 9.999.999 9.999.999
b.  Non Operasional 9.989.999 9.889.999 9.999.999 9.989.999 9.999.999
2. JENIS BELANJA
a. Belanja Pegawai 9.989.999 9.999.999 9.999.989 9.999.999 9.999.999
b. Belanja Barang 9.989.999 9.889.999 9.999.999 9.989.999 9.999.999
c. Belanja Medal 9.989.999 9.889.999 9.999.999 9.889.999 9.899.999
d Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
e. Belanja Subsidi 9.989.999 9.889.999 9.999.999 9.989.999 9.999.999
f. Belanja Hibah 9.989.999 9.889.999 9.999.999 9.889.999 9.899.999
g. Belanja Bantuan Sosial 9.989.999 9.999.999 9.999.969 9.999.999 9.999.999
h. Belanja Lain-Lain 9.989.999 9.899.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
3. SUMBER DANA
a. Rupiah Murni (RM) 9.989.999 9.999.999 9.999.969 9.999.999 9.999.999
b. Rupiah Murni Pendamping (RMP) 9.989.999 9.899.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9.989.999 9.889.999 9.999.999 9.889.999 9.899.999
d. Badan Layanan Umum (BLU) 9.989.999 9.999.999 9.999.969 9.999.999 9.999.999
e. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 9.989.999 9.899.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
f. Hibah Luar Negeri (HLN) 9.999.699 9.999.999 9.999.999 9.959.999 9.999.999
g. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 9.989.999 9.899.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
h.  Hibah Dalam Negeri (HDN) 9.989.999 9.899.999 9.999.999 9.999.999 9.899.999
L. STRATEGIPENCAPAIAN HASIL:
Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil yang diinginkan, dimulai dari:
(1) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (berasal dari Renstra Unit Eselen I);
(2) uraian / deskripsi masing-masing kegiatan;
(3) Jumlah Satker Pelaksana Kegiatan;
{4} Penjelasan mengenai perubahan alokasi brogram dari yang sedanq berjalan dengan yang diusulkan
M. ANECLAR B SMCAR A ZERDA PATAM
< 23LAR AL PISA)
102> CC SCSIATAN URAlSN PCHNCAPATARN TA Ta A A T~
AN LK 2000N+1 20a-2 Ik ¥ o
11 12 121 13 =N (Bl il 131
AT | 6 Parpalekan £ A5 E 970,550 4.008 550 105889 EHED.PED
b PLEF Fama.pm R =aRete 2.000 550 1069809 EHED.PED
{agiatan £ z  Porpajaban 0959859 2 906,006 95900000 9.530.330 0.939.039
b PLER 0950559 2 905,505 9.9%0.005% 9.530.33% 2.9329.539
det......
Al z  Pcrpajaban ESEQ.FED 3 SEL.FRE .56 EER 9.E3R.33E E.939.639
b PLEF E SES.EEQ 5 S ERE 9566 .EER A.EsE.33E E.958.658
FEh JEL&SAM Diis pesjelasay pert zaben ba-cak TA2CHN dbancingkan —engan barcat Ta 204061

_ukasi Tansgas
Zzalon WFs-anjj-rg javrab

Hama
HIF.
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 3:
RINCIAN BIAYA PENCAPAIAN HASIL UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 20XX

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T, {Berisikan Nama K/L beserita kodenya)

B. UNIT ORGANISASI T, {Berisikan Nama Unit Eselon | beserta kodenya)

C. MISI UNIT ORGANISASI D s {Berisikan uraian Misi Eselon J)

D. SASARAN STRATEGIS L e {Berisikan uraian Sasaran Strategis yang didukung)

E. PROGRAM L e {Berisikan uraian Nama Program beserta kodenya)

F. HASIL L e {Berisikan uraian Hasil Eselon | nya)

> NONTORNEATIAAMOST || 5 I gy} @k Frogram unt i

H. RINCIAN BIAYA PROGRAM :
L KEGIATAN/ OUTPUT ALOKAS| ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)

kopE | I RINCIAN BIAYAMENURUT TA 20XX-1 TA 20XX
N e a TS BELAA L vorume [ 0 | vowume [ ancka | maisiarie [
SATUAN SATUAN DASAR BARU
() @) (3) “4) (5 (6) {) (8

Kegiatan....... {Berisikan uraian Nama 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Kegiatan)
OUTPUT
Outputl .. ..(Berisikan uraian jenis Output 1) 99 sat. 9.999.999 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Qutput2.... (Berisikan uraian jenis Output 2) 99 sat. 9.999.999 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Output3.... (Berisikan uraian jenis Output 3) 99 sat. 9.999.999 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999

dst
RINCIAN BIAYA KEGIATAN MENURUT :
1. KELOMPOK BIAYA
a.  Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
b.  Non Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999

2. JENIS BELANJA

a.  Belanja Pegawai : 9.999.999 9999999 9.999.999| 9.999.999
b.  Belanja Barang : 9.999.999 9999999 | 9.999.999| 9.999.999
c.  Belanja Modal : 9.999.999 9999999 9.999.999| 9.999.999
d. Belanja Pembayaran Kewajiban 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999

Utang : 9.999.999 9.999.999|  9.999.999 9.999.999
e.  Belanja Subsidi: 9.999.969 9999.999| 9.990.999| 9.999.999
f. Belanja Hibah: 9.999.999 9999999 9.999.999| 9.999.999
g Belanja Bantuan Sosial : 9.999.999 9.999.999| 9900990| 9.999.990
h. Belanja Lain-Lain :

3. SUMBER DANA 9.999.999 9.999.999| o990990| 9.999.990
a.  Rupiah Murni (RM) 9.999.999 9.999.999 o.999.909| 9.999.990
b. Rupiah Mumni Pendamping (RMP) 9.999.999 9999999 9.999.999| 9.999.999
. f’;&‘g;’;ﬂt“ Negara Bukan Pajak 9.999.999 9.999.999| 9.999.909| 9.999.999

9.999.999 9000099 ©0.999.0009| ©.990.099

d. Badan Layanan Umum (BLU)

- _ 9.999.999 9999999 | 9.999.999| 9.999.999
e Pinjaman Luar Neger! (PLN) 9.999.999 9999999 | 9.999.999| 9.999.999
f. Hibah Luar Negeri (HLN) e e e U

» ) 9.999.999 9090999 9.999.909| 9.990.999
g. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)

Dst...
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JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT :
1.  KELOMPOK BIAYA
a.  Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
b.  Non Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
2. JENIS BELANJA
a. Belanja Pegawai : 9.999.999 9.959.999 9.999.999 9.999.999
b.  Belanja Barang : 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
c.  Belanja Modal : 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
d.  Belanja Pembayaran Kewajiban Utang : 9.899.999 9.689.999 9.999.999 9.988.999
e. Belanja Subsidi: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
f. Belanja Hibah : 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
g.  Belanja Bantuan Sesial : 9.999.999 9.959.999 9.999.999 9.999.999
h.  Belanja Lain-Lain : 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
3. SUMBER DANA
a.  Rupiah Murni (RM) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
b.  Rupiah Murni Pendamping (RMP) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
c.  Pendapatan Negara Bukan Pajak (PN BP) 9.899.999 9.689.999 9.999.999 9.988.999
d.  Badan Layanan Umum (BLU) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
e.  Pinjaman Luar Negeri (PLN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
f. Hibah Luar Negeri (HLN) 9.999.999 9.959.999 9.999.999 9.999.999
g.  Pinjaman Dalam Negeri (FDN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
h.  Hibah Dalam Negeri (HDN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
I OPERASIONALISAS| KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION):
Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengimplementasikan program melalui operasionalisasi kegiatan-kegiatan,dimulai dari:
m Identifikasi faktor-faktor pendukung (faktor pegawai, sarana dan prasarana kerja) dan penghambat (lingkungan/kultur kerja);
(2) Identifikasi Satker- Satker Pelaksana Kegiatan;
(3) Merumuskan strategi perumusan kegiatan (misalnya melalui stadarisasi kegiatan/biaya, evaluasi dan monitoring);
{4) Penjelasan mengenai perubahan alckasi kegiatan dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan.
J.  RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
SUMBER (RIBUAN RUPIAH)
KODE KEGIATAN
PENDAPATAN TA 20X%1 TA 20XX
{a) (2) 3) @) &)
0000 Kegiatan 1 a. Perpajakan 9.999.999 9.999.999
b. PNBP: 9.999.999 9.999.999
1. Umum 9.999.999 9.999.999
2. Fungsional 9.999.999 9.999.999
0000 Kegiatan 2 a. Perpajakan 9.999.999 9.889.999
b. PNBP: 9.999.999 9.999.999
1. Umum 9.999.999 9.999.999
2. Fungsional 9.999.999 9.999.999
dst........
a. Perpajakan: 9.999.999 9.999.999
TOTAL b. PNBP: 9.999.999 9.999.999
1. Umum 9.999.999 9.999.999
2.__Fungsional 9.999.999 9.999.999
Lokasi, Tanggal
KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA KOMISI DPR RI
PEJABAT ESELONI PIMPINAN :
(.....diisi Nama/Jabatan) : (.....tanda tangan) (.....diisi Nama/Jabatan) : (.....tanda tangan)
(.....diisi Nama/Jabatan) : (.....tanda tangan)
.dst
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| LAMPIRAN II-2 |

BAGIAN A
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX
A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 0O0) e (Berisikan Nama K/L beserta kodenya)
B. UNIT ORGANISASI (XX) {Berisikan Nama Unit Eselon | beserta kodenya)
C. SATUAN KERJA (360000() .. (Berisikan Nama Safuan Kerja beserta kodenya)
D. PROPINSI (xx) .. (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya)
E. KABUPATEN/KOTA (XX) {Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya)
Halaman :
PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ ALOKASI ANGGARAN TA 20XX
KODE HASILf KEGIATAN/ VOLUME INISIATIF
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ OUTPUT SATUAN ANGKA DASAR BARU JUMLAH
(1) 2 @) @ (5) (6)
xxx.0¢xx | Program... (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Indikator Kinerja Utama Pregram
1.
2.
Hasil
Hasit ..... (Berisikan uraian Hasil Program)
xxxx | Kegiatan 1... (Berisikan uraian nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Indikator Kinerja Kegiatan
1.
2.
Qutput 1..... {Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat 9.999.999 9.995.999 9.999.999
Output 2......(Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Qutput 3 .....(Berisikan uraian Output Kegiatan) 96 sat 9.999.999 9.999.999 9.999.990
Dst...
oo | Kegiatan 2. (Berisikan uraian nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Indikator Kinerja Kegiatan
1.
2.
Output 1..... (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Qutput 2......(Berisikan uraian Quiput Kegiatan) 99 sat 9.999.999 9.998.999 9.999.999
Qutput 3 .....(Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999.099 9.999.999 9.999.999
Dst...
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BAGIAN B

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (o) tirvenienren e (Berisikan Nama K/L beserta kodenya)
B. UNIT ORGANISASI () .. (Berisikan Nama Unit Eselon | beserta kodenya)
C. SATUAN KERJA T {(00000) .. (Berisikan Nama Satuan Kerja beseita kodenya)
D. PROPINSI (00 tivvenienien e (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya)
E. KABUPATEN/KOTA () tivvenienien e (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya)
Halaman :
ALOKASI ANGGARAN TA 20XX KPf
KODE PROSGUFQQI\S’TE?,IA,ZQ,\NAIPSS ,;T T VOLUME ANGKA INISIATIF e e
JUMLAH | CP | DK/
SATUAN DASAR BARU TR/
1) 2 3 “) ®) )] N | @
xxx.xx.xx | Program... (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Indikater Kinerja Utama Program
1.
2.
xxxx | Kegiatan 1........ (Berisikan uraian nama Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Indikater Kinerja Kegiatan
1.
2.
00.xx | Output 1.(Berisikan uraian Komponen Keg.) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999
wooc | Suboutput 1... (berisikan uraian Suboutpit) | | 9000099  ©9.999.999|  9.999.999
w0c | Komponen 1.._ (berisikan uraian komporsr) | | 9999999 9999999 | 0999999

9.999.999 9.999.999 9.999.999

99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999

9.999.999 9.999.999 9.999.999
9.999.998 9.999.999 9.999.999
Dst.... 9.999.999 9.999.999 9.999.999

T.A20XX
Angka Dasar Inisiatif Baru Jumlah

PAGU

RM
RMP
PNBP
BLU
PLN
HLN
PDN
HLN
PBS
TOTAL
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RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

TARGET PENDAPATAN SATUAN
TAHUN ANGGARAN 20XX

BAGIAN C

KERJA

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (000 e (Berisikan Nama K/L beserta kodernya)
B. UNIT ORGANISASI (o) (Berisikan Nama Unit Eselon | beserta kodenya)
C. SATUAN KERJA (300000() .. (Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya)
D. PROPINSI () .. (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya)
E. KABUPATEN/KOTA (o) e (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya)
Halaman :
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ TARGET
SUMBER PENDAPATAN/ AKUN PENDAPATAN 20XX-1 20XX
a) 2) 3) “)
Program... (Berisikan urajan nama Prograim) 9.999.999 9.989.999
Kegiatan 1....... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) 9.999.999 9.989.999
PERPAJAKAN 9.999.999 9.999.999
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.989.999
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999
PNBP 9.999.999 9.999.999
Umum 9.999.999 9.999.999
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999
Fungsional 9.999.999 9.999.999
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999
Kegiatan Z....... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) 9.999.999 9.989.999
Dst....
TOTAL TARGET TARGET
T.A20XX-1 T.A20XX
PERPAJAKAN
PNBP
1.Umum
2.Fungsional
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RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX+1, 20XX+2, 20XX+3
A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (30xx) -- (Berisikan Nama K/L beserta kodenya)
B. UNIT ORGANISASI (x0x) .. {Berisikan Nama Unit Eselon | beserta kodenya)
C. SATUAN KERJA (OOOGK) e (Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya)
D. PROPINSI (o) .. (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya)
E. KABUPATEN/KOTA (o) .. (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya)
Halaman :
I.  PRAKIRAAN MAJU BELANJA
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ TA TA TA TA TA
OUTPUT (VOL-SAT) 20XX%-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX%+3
1 2) ©) @) (5) (6) 7
Program (Berisikan nama Prog.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Kegiatan 1 (Berisikan nama Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Output 1 (Berisikan Output Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
........... { Volume Satuan Output) .. .. . .....o..o....|f89sctuan) (99 satuan) | (99 satuan) (99 satuan) | (89 satuan)
Output 2 (Berisikan Output Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
___________ {Volume Satuan Output) . . ___.__.__.]{89satuan) | (99 satuan) | (99 satuan) | (99 satuan) | {99 satuan)
Output 3 (Berisikan Output Keg.) 9.999.999 9.989.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
___________ {Volume Satuan Output) . . ___.__.__.]{89satuan) | (99 satuan) | (99 satuan) | (99 satuan) | {99 satuan)
DST
Kegiatan 2 {Berisikan nama Keg )
Dst....
1. PRAKIRAAN MAJU TARGET PENDAPATAN
TA TA TA TA TA
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUMBER PENDAPATAN 20X%-1 20XX 20XX1 20XX+2 20XX43
M 2) ©) @) 4 (8) &
Program... (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Kegiatan 1....... {Berisikan urafan nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
PERPAJAKAN 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
PNBP 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
1. Umum 9.999.999 9.989.999 9.999.999 9.989.999 9.999.999
2. Fungsional 9.999.999 9.999.999 9.999.899 9.999.999 9.999.999
Kegiatan 2....... {Berisikan uraian Nama Kegiatan)
Dst....
PAGU SATKER BELANJA TARGET PENDAPATAN
T.AZ20XX
T.A 20XX
T.A 2000(+1
T.A 20XX+2
T.A 20XX+3
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LAMPIRAN II-3

KERTAS KERJA SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX
A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TO000) e {Berisikan Nama K/L beserta kodenya)
B. UNIT ORGANISASI ) . (Berisikan Nama Unit Eselon | beserta kodenya)
C. SATUAN KERJA T (po00mx) . {Berisikan Nama Satuan Kerja beserta kodenya)
D. PROPINSI D000 e {Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya)
E. KABUPATEN/KOTA D0 e {Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya)
Halaman :
PROGRAM/ KEGIATAN/ QUTPUT/ ALGKASI ANGGARAN TA 20XX sp/ E;;
KODE SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN/ VOLUME ANGKA INISIATIF
AKUN BELANJAJ DETIL BELANJA SATUAN DASAR BARU JUMLAH | CP [T)E‘lf
1 ) 3 “) ) (6) 7 | ®
XXX | Program...(Berisikan uraian nama Program) 9.699.999 9.999 999 9.999.999
Indikator Kinerja Utama Pregram
1.
2.
xxxx | Kegiatan 1........ (Berisikan uraian nama Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.989
Indikator Kinerja Kegiatan
1.
2.
xooexx | Output 1.(Bersikan uraian Komponen Keg.) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999
wooc | Suboutput 1.._ (berisikan uraian Suboutowt) | | ¢ 9999999 9999995 | 9999999
xoxx| Komponen 1.. (berisikan urajan komponen) | | 9999999 ©9999990|  9.999999
[Jumiah Komponen . (Utama/Pendukung) | | ¢ 9.999.999| 9999999 |  9.999.999
xx | Subkomponen 1(berisikan uraiansubkomponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.989
xooxxxx | Uraian akun belanja 9.999.999 9.999.999 9.999.989
Detil belanja
ok | Uraian akun belanja 9.699.999 9.999.999 9.999.999
dst ...

xx | Subkomponen 2(berisikan uraiansubkomponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Uraian akun belanja 9.999.999 9.999.999 9.999.989
dst....

oo | Komponen 2. (berisikan urajan komponer) | | ¢ 9999999 9999999 |  9.999.999
dst........
sooc | Suboutput 2.... (herisikan urajan Suboutpet) || ¢ 9999999 9999995 |  9.999.999
ost..
000xx | Qutput 2. (Berisikan uraian Output Keg.) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Yoo [Suboutput 1.... (berisikan uraian Suboutput) | | 9999999 ©9999990|  9.999999
[ 5 N R 9999999 9999999 | 9999999
x| Kegiatan 2....... (Berisikan uraian nama Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999
Dst.... 9.999.999 9.999.999 9.999.999
PAGU T.A20XX Lekasi, tanggal
Angka Dasar Inisiatif Baru Jumlah KPA
RM
RMP
PNBP Nama
BLU NIP.
PLN
HLN
PDN
HLN
PBS
TOTAL
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LAMPIRAN II-4

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 20XX

Kementerian Negara/Lembaga : e e e (1)
Unit Eselon /11 : e e (2)
Program : e e [ 3)
Hasil (Outcome) : e e e ()
Kegiatan : e e e (D)
Indikator Kinerja Kegiatan : e e e (D)
Jenis Keluaran (Output) : e e (7))
Volume Keluaran (Outpuf) : e e e e (8]
Satuan Ukur Keluaran (Output) : e e e e (9)

A.  Latar Belakang

1. Dasar Hukum (10)

2. Gambaran Umum (11)

B. Penerima Manfaat (12)

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan (13)

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (14)

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran (15)

E. Biaya Yang Diperlukan (16)

Penanggung jawab Unit Perencana
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FETUNJJE PENGIEAN ZARSTORE

Ma U riatan

(1] Trisi neme Kerisnieisn Negava [ Leribaga,

(2] 1viainzmsvn teselen 11 asehaps penanggung joma s Progmm.

0 1 mna s o mes ai dengan dizkornen Jenga L

(1] Trisidengan hasil feooene) yang axemodicasas delar Trogram,

151 Luisi neams loegiatsn sosuad denean dokoameen 13:nja ky L

16 13 iai vraian indicator kiner 1 wegiston.

7] Diisi nams/nonookdatur ke varar ioutput, scoars sposif b

1 Luisi measena. jurah feacyaana keantitaz leloaran ovepor) voeg dibasgilasa

pap Dhisd wraisn cuengened salasan ukoar veng digoniadiae dalan: ol pengll aran kosnlilag
kezluaran toutput] scaoal cor s karakoristibers

(riy Triat dengen dasar hinkorn tngas Tngst dan fale o ketemtoasy yang lerail " amgan ng oo gan
keluaran (oulput) kegialain yanig daxain dilaksanska.

(11) | Diisi gambaran umum mengenai keluaran [(output] kegiatan dan volumenya yang akan
dilaksanakan dan dicapai.

(12) | Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal Kementerian
Negara/Lembaga.

(13) | Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelcla,

(14) | Diisi dengan komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan,
termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan keterangan sifat komponen/tahapan
tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang.

(15) | Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan.

(16) | Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran (cutput) dan
penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan RAB terlampir.

(17) | Diisi dengan nama penanggung jawab unit perencana.

(18) | Diisi dengan NIP penanggung jawab unit perencana.
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LAMPIRAN II-5

RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 20XX

Kementerian Negara/ Lembaga

Unit Eselon 11 /Satker
Kegiatan
Keluaran (Outpui)
Volume
Satuan Ukur
Alokasi Dana
Kode Uraian Volume Jenis Komponen Rincian Perhitungan | Harga | Jumlah
Suboutput/Komponen/ | Sub Output (Utama/Pendukung) ) Satuan
Subkomponen/detil jml
1 2 3 4 5 6 7
xxxx.xxxx_[SubOutput 1 99 - - - 999.999
XXX Komponen 1 - Utama - - 999,999
A Sub komponen A - - - - 999.999
- Detil belanjal - - 99 sat. x Wsat. x....| 99| 999 | 999.999
- Detil belanja 2 - - 99 sat. x Wsat. x....| 99| 999 | 999.999
- dst
- dst
B Sub komponen B - - - - 999.999
- dst
xxxx.Xxxx_|SubOutput 2 99 - - - 999.999
XXX Komponen 1 - Utama - - 999.999
A Sub komponen A - - - - 999.999
- Detil belanjal - - 99 sat. x W9 sat. x....| 99| 999 | 999.999
- Detil belanja 2 - - 99 sat. x 99 sat. x....| 99| 999 | 999.999
- dst
- dst
B Sub komponen B - - - - 999.999
- dst
Penanggung jawab Unit Perencana
w(8)  NIPeiwrrornnn (9)
Catatan:

Jumlah total alokasi anggaran Quput adalah jumlah keseluruhan alokasi anggaran output yang dilaksanakan
oleh seluruh Satker, untuk output yang sama.
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TETURM LK PENGISIA N OGS AN HAR THAT A

i T

i izl nama lkeme ateran Negars ) Lembasa,

iz sl e nreLoesslon T Salker sehapa peoenigpur g iawabpelalsena lagalare,
2 s nanna Hapinlan sesoac demcan dekanmen Tenga B

i1 Il TLaltla) Al el inoililag e aelap aclioardag ou pul) sccard sposdil
in| Ziisimrmenaseas iomadab ) o lowea lvontitas e aoenn foatpah vons dik asilloon

i il v mensenal antaan clior vones dicenakon dolam rangga penoulocran keantitos

kznaran (sutput] sosual donsan karskte ~ asibkrva

i7| Tt clergen bola” anggarvar somg Cihotubsan antnl penespeian keloerae fo Lol
] oAb e ga o nann A perEngring aaat ot Trisnea e

iP5 il cdeinssnn NLF pemsriee g jaweabs Lndl Sooerimania,

Dol D LA Tl 2L

Haloirn 1 kewde Diijal kocle Salzontpar, ko zonen, Sk leoirn|zanen

Kalomm 20 Jrooan Difal uraian nama Famcacaut, Kampeten, sulk koemponsa, dac
Sl nef Rorrpaoron ff el b vnga
Zaakemponzn et Iorrolaasan

Zaocutout den suskormponon borsiiat opsional

Foskan 3 ol e S2als Dol Idst joonladd L kosca Bl L Soks Corgn Uiy,

th st lkur

THisi ket selwenis Cangan uraian So ol

K'.'fl.l‘f‘l'.-]'lh":]'l N

Junidaby cetad eclurne-vel s Sk Daipl beoaes saaus deniga
Jroardals salirre Kol (i

Kaloir ¢ denia loamocren Lijal vbarma ctan sendulons,
LT a S Poaeh ko gl THis ke acbenis gt nraienn Kovnwmmt, vamg nemiyaiake
Tazbroea koo e lersehol sehaga kornpooens nlamra alan
koonpesnen premloang,
Kolom 5 | Rincian Perhitungan Diisi formula perhitungan satuan-satuan pendanaan
Diisikan sebaris dengan uraian detil belanja
Contoh :

2 org x 2 hari x 2 frek
Jumlah perhitungan tesebut diisikan pada Sub kolom 5 {(jml)
sebesar 8

Kolom 6 | Harga Satuan Diisi nominal harga satuan yvang berpedoman pada SBM.
Diisikan sebaris dengan uraian detil belanja

Keterangan :

Dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat dalam SBM dapat
menggunakan data dukung lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan

Kolom 7 | Jumlah Diisi nominal hasil — hasil perhitungan pada tingkat detil
belanja, Sub komponen, Komponen, Sub output.
Keterangan :

Jumlah total alokasi anggaran Sub-sub OQutput harus sama
dengan jumlah total anggaran pada Keluaran (Outpuf)
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LAMPIRAN II-6

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L
Unit Organisasi
Unit Eselon I1/Satker

: (Nama Kementerian Negara/Lembaga)
s (Nama Unit Eselon I sebagai KPA)
: [(Nama Unit Eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagai Satker/

Nama Satker baik di Pusat atau Daerah)

Program

Nama Program hasil restrukturisast

Kegiatan

Nama Kegiatan hasil restrukturisasi

Indikator Kinerja Kegiatan

Nama Indikator Kinerja Kegiatan hasil restrukturisasi

Output Kegiatan

Jenis,volume, dan satuan suatu output kegiatan hasil
restrukturisasi

Analisa Situasi

« Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang
akan ditangani/dilaksanakan. Uraian tersebut meliputi:
data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan
penyebab permasalahan kesenjangan gender.

* Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah)
untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun
perempuan tidak tersedia {data kuantatif) maka dapat
menggunakan data kualitatif

s Qutput/suboutput kegiatan yang akan dihasilkan
mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu

Isu gender pada komponen ...

s (isu/kesenjangan gender yang ada pada komponen
inputhya)

* (hanya komponen yang terdapat isu/ kesenjangan
gendernya)

Rencana Aksi

(Dipitih hanya Komponen yang
secara langsung mengubah
kondisi kearah kesetaraan gender.
Tidak Semua Komponen
dicantumkan)

Komponen Tahapan dari suatu Quiput. Komponen ini
harus relevan dengan Output Kegiatan yang
dihasilkan. Dan diharapkan dapat
menangani/ mengurangi permasalahan
kesenjangan gender yang telah diidentifikasi

dalam analisa situasi

Komponen

Alokasi Anggaran Output kegiatan

(Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapat
Output kegiatan)

Dampak/hasil Output Kegiatan

Dampak/ hasil secara luas dari Output Kegiatan yang
dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan
ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada
analisisi situasi

Penanggung jawab Unit Perencana

NIP/NRP. o.ooooo oo
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LAMPIRAN I1-7

KEMENTERIAN KEUVANGAN REFUBLIK INDOKESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR PAGU ANGEARAN FER SATEER
TAHLUIN AMGGEARAN 20000

KEMEMTER AN NEGARA LEMBAGA H
UNIT CREANISAS]

PROGRAM

FAGL PROGRAM

Alokasi anggaran tersabut, diningl menurut lekasi sebagal berkut

{Ribuan Bupkahy

SATURAN KFRIA JERIS B FLATBA SURMBER DANA
BELANIA BELANIA BELANIA BANTUAN LAIN-LAIN RM PNBP/BLU | PDN/PHLN JUMLAH
PEGAWAI BARANG MODAL 5051AL
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10
008 NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
00t NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
008 NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
00t NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
X008 NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
X008 NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
X008 NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
008 NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
00t NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
008 NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
00t NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
X008 NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
00t NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
X008 NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
008 NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
00t NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
X008 NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
00t NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
X008 NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
008 NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
00t NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
X008 NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
00t NAMA SATKER 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999 | 99.999.999
(Eselon | K/L)
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LOGO (1) KEMENTERIAN/LEMBAGA ..............
UNIT ESELONTI........cooooiiii

| LAMPIRAN II-8

(3) Y)KOP Kementerian/Lembaga

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama D (8)
NIP/NRP D (9)
Jabatan O (10)

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai

berikut:

1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)
(11) telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L.

2. RKA-K/L beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan
lengkap dan benar, diteliti Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga
(API K/L), disimpan oleh Satuan Kerja dan Unit Eselon I, dan siap untuk diaudit

sewaktu-waktu.

3. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan
kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas

Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar,

dan tidak dibawah tekanan.

............................ e (12)

Materai
6000

NIP/NRP. oooooooooeeoeeoee oo .
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Keterangan:
(1) isilogo Kementerian/Lembaga.
(2) isi uraian nama Kementerian/Lembaga.
(3} isi uraian nama unit Eselon I.
(4) isiuraian nama unit Eselon I
(5) isialamat Eselon L.
(6) isi nama Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris
penanggung jawab RKA-K/L.
(7) isi nomor Surat Pernyataan.
(8) isi nama pejabat penanda tangan Surat Pernyataan.
(9) isi NIP/NRP.
(10) Diisi uraian jabatan penanda tangan Surat Pernyataan.
(11) Diisi nama Kementerian dan Eselon 1.
(12) DiisiTempat dan Tanggal.
(13) Diisi jabatan penandatangan surat pernyataan (pejabat eselon I a

2013, No.905

K/L selaku

tau pejabat lain

vang memiliki alokasi angaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab

program).

(14) Diisi nama penandatangan surat pernyataan.
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| LAMPIRAN II-9 |

LOGO (1) KEMENTERIAN/LEMBAGA .............. (2)
UNITESELONT ..., (3) L KOP Kementerian/lL.embaga
SATKER .o 4
Alamat ... (9)

Nomor 18- / /20XX (tanggal-bulan) 20XX

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Usulan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Yth Direktur Jenderal Anggaran
Di
Jakarta

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan
Nomor ...... JKMEK.02/2013 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,
dengan ini disampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian.............. (©)

Sebagai kelengkapan dekumen, dengan ini dilampirkan dokumen penelaahan
berupa:

a. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKA Satker).
b. ADK RKA-K/L DIPA.

c. Surat Pernyataan Eselon 1.

d. Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/Eselon L.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri/Pimpinan Lembaga atau
Pejabat Yang Ditunjuk
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Keterangan:

Diisi Logo Kementerian/Lembaga.

Nomenklatur Kementerian/Lembaga.

Diisi Unit Eselon I pengusul RKA-K/L.

Diisi Satker pengusul RKA-K/L.

Diisi alamat Kementerian/Lembaga.

Diisi nomenklatur Kementerian/Lembaga.

Diisi nama dan NIP/NRP Menteri/Pimpinan Lembaga atau Pejabat Yang
Ditunjuk.

NG AW

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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Prakiraan maju yang telah dicantumkan pada dokumen perencanaan dan
penganggaran tahun sebelumnya akan dijadikan angka dasar untuk
perencanaan dan penganggaran tahun anggaran vang direncanakan. Namun
demikian, angka yang tercantum dalam prakiraan maju tersebut harus
disesuaikan/direviu terlebih dahulu untuk mendapatkan angka yang betul dan
akan digunakan. Dalam proses reviu tersebut, akan fokus pada penetapan
berlanjut atau berhenti dari suatu output, besarnya veolume output, penetapan
sifat dari kompenen cutput (utama atau pendukung), serta evaluasi komponen
input dari cutput yang dibutuhkan pada tahun yang direncanakan.\

3. K/L dapat menyusun rencana inisiatif baru
Apabila terdapat Program/Kegiatan/Output yang akan dilakukan dan belum
dilakukan pada tahun sebelumnya, K/L dapat mengajukan rencana tersebut
dengan mekanisme inisiatif baru. Inisiatif baru dapat diajukan dalam tiga kali
kesempatan, yaitu kesempatan pertama sebelum penetapan pagu indikatif,
kesempatan kedua sebelum penetapan pagu anggaran, dan kesempatan ketiga
sebelum penetapan alockasi anggaran. Hal-hal terkait dengan mekanisme
pengajuan usul inisiatif baru berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
nomor 1 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru.

4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian
Keuangan mengevaluasi baseline dan mengkaji usulan inisiatif baru
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian
Keuangan akan melakukan evaluasi terhadap hasil reviu angka dasar yang telah
dilakukan oleh K/L. Evaluasi ini untuk memastikan bahwa angka dasar yvang
telah direvin sudah benar. Selain itu Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasicnal/Bappenas dan Kementerian Keuangan juga mengevaluasi atas usulan
inisiatif baru yang diajukan K/L. Evaluasi untuk menentukan apakah suatu
inisiatif baru layak untuk disetujui untuk dilaksanakan atau tidak. Disamping
itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan
Kementerian Keuangan juga melakukan evaluasi pelaksanaan Program dan
Kegiatan yang sedang berjalan, sebagai pertimbangan dalam penyvusunan
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan
yang nantinya akan tertuang dalam pagu indikatif yang akan ditetapkan.

5. Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas fiskal
Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk penyusunan
Pagu Indikatif tahun anggaran yang direncanakan, termasuk penyesuaian
indikasi pagu anggaran jangka menengah paling lambat pertengahan bulan
Februari.

6. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas menyusun Pagu Indikatif
Pagu Indikatif untuk tahun yang direncanakan disusun dengan memperhatikan
kapasitas fiskal dan dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan nasional.
Pagu Indikatif dimaksud dirinci menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan
indikasi pendanaan untuk mendukung Arah Kebijakan yang telah ditetapkan
oleh Presiden. Pagu Indikatif yang sudah ditetapkan beserta prioritas
pembangunan nasional yang dituangkan dalam rancangan awal Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) disampaikan kepada K/L dengan Surat Edaran Bersama yang
ditandatangani Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan pada bulan
Maret. Pagu indikatif dirinci menurut unit organisasi, Program dan Kegiatan.
Angka vang tercantum dalam pagu indikatif diperoleh dari angka prakiraan maju
vang sudah dicantumkan tahun sebelumnya yang telah melalui proses
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penyesuaian ditambaly dengan inisiatif bara pada lesempatan pertama vaug
diatomad i fdisetujul.

[Dalam bentuk gambar, proses sampail dengan pencstapan pagll indikatit
dliz levs dapell diilusasikagg scbagai Doriol:

Gambar 1.7 Penyusunan Pagu Indileatif
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C. kegiatar.

2. Trilateral Meeting

Proses penyusunan Renja-K/L dilakukan pertemuan 3 (tiga) pihak antara

Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.

Pertemuan ini dilakukan dimulai setelah ditetapkannya Pagu Indikatif sampai

dengan sebelum batas akhir penyampaian Renja K/L ke Bappenas dan

Kementerian Keuangan. Pertemuan ini dilakukan dengan tujuan:

a. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara Kementerian/Lembaga,
Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan, terkait dengan
pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan
dalam RKP;

b. Menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan
dengan dekumen penganggaran, vaitu antara RPJMN, RKP, Renja K/L dan
RKA-K/L;

¢. Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan
terhadap Rancangan Awal RKP, yvaitu kepastian mengenai: kegiatan prioritas;
jumlah PHLN; dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); Anggaran
Responsif Gender (ARG); anggaran pendidikan; PNBP/BLU; inisiatif baru;
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belanja operasional, kebutuhan tambahan rupiah murni; dan pengaliham

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
K/L  menyampaikan  Renja-K/L.  kepada  Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan
Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian
Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk bahan penyempurnaan
Rancangan Awal RKP dan penyusunan rincian pagu menurut unit organisasi,
fungsi, program, dan kegiatan sebagai bagian dari bahan pembicaraan
pendahuluan Rancangan APBN.
Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah
Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan RAPBN
Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan RAPBN yang meliputi:
a. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokeok Kebijakan Fiskal,
b. RKP;
c. Rincian unit organisasi, fungsi, program dan kegiatan.
Rlemitend Toevangan menelaplkan Pagn Angearan TfT,
Tl mangka poenyusman BRA KL, WTonlert Koeoenygzonr aemaetapkan Thagn
Anggaran KL dengan berpedoman pada Kapasitas  fiskal, besaran Pagn
Indikatdl,  FEeoiga-I/L, dan wenmperbediksasn lasil o coveloasl ducija
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Gambar 1.8 Peoynsunan Pagu Anggaran
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3.2.3 Alokasi Anggaran

1. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L
Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan:

a. Pagu Anggaran K/L;

b. Renja-K/L;

¢c. RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan
pendahuluan Rancangan APBN; dan

d. Standar biaya.

Penyusunan RKA-K/L dimaksud termasuk menampung usulan Inisiatif Baru.

RKA-K/L. merupakan bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang

APBN setelah terlebih dahulu ditelaah dalam forum penelaahan antara

Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian

Perencanaan. RKA-K/L. menjadi bahan penyusunan RUU APBN setelah terlebih

dahulu ditelaah dalam forum peneclaahan antara K/L dengan Kementerian

Keuangan dan Kementerian Perencanaan.

2. K/L melakukan pembahasan RKA-K/L dengan DPR
Dalam rangka pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, K/L melakukan
pembahasan RKA-K/L dengan DPR. Pembahasan tersebut difckuskan pada
konsultasi atas usulan Inisiatif Baru.

3. Penyesuaian atas usulan inisiatif baru
Dalam pembahasan RKA-K/L dengan DPR, dapat dilakukan penyesuaian atas
usulan inisiatif baru sepanjang:

a. Sesuai RKP;
b. Pencapaian sasaran kinerja K/L;
¢ Tidak melampaui Pagu Anggaran K/L.

4. Penelaahan RKA-K/L
Penelaahan RKA-K/L tersebut diselesaikan paling lambat akhir bulan Juli.
Penelaahan RKA-K/L dilakukan secara terintegrasi, yang meliputi:

a. Kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja;
b. Konsistensi sasaran kinerja K/L dengan RKP.

5. Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L hasil penelaahan untuk

digunakan sebagai:

a. Bahan penvusunan Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan RUU APBN;

b. Dokumen pendukung pembahasan RAPBN.

Setelah dibahas dalam sidang kabinet, Nota Keuangan, RAPBN dan RUU APBN
disampaikan pemerintah kepada DPR paling lambat bulan Agustus. Hasil
pembahasan RAPBN dan RUU APBN dituangkan dalam berita acara hasil
kesepakatan pembahasan RAPBN dan RUU APBN dan bersifat final. Berita
acara hasil kesepakatan pembahasan tersebut disampaikan Menteri Keuangan
kepada K/L, untuk dijadikan dasar melakukan penyesuaian RKA-K/L.

6. Hasil penyesuaian REKA-K/L tersebhut disampaikan kepada Kementerian
Keuangan untuk ditelaah dan kemudian dijadikan dasar menyusun Keputusan
Presiden mengenai Alokasi Anggaran K/L dan BUN. Alckasi Anggaran K/L
dirinci menurut klasifikasi anggaran. Sedangkan Alokasi Anggaran BUN dirinci
menurut:

a. Kebutuhan Pemerintah Pusat; dan
b. Transfer kepada daerah.

7. Pemerintah menetapkan Alokasi Anggaran K/L dan Kementerian Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara.

Angka yang tercantum dalam Alokasi Anggaran adalah angka yang tertuang
dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan RUU APBN, penyesuaian
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lambat tanggal 31 Lesember, Dalam bentuk gambar, proses penetapon alokasi
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4. Bt Tialamm Teogalike s Soggaaran

Palam peliaguk poivusunan BRA-KR AL, disarging erkall doengan ol
mengenai klasifikasi anggaran juga membahas materi pengalokasian anggaran
kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan merupakan akumulasi dari seluruh biaya yvang
dibutuhkan untuk menghasilkan output kegiatan yang direncanakan. Penyusunan
anggaran biaya suatu output kegiatan yang tertuang dalam RKA-K/L juga mengacu
pada peraturan-peraturan yvang mengatur secara khusus. Peraturan dimaksud
meliputi peraturan tentang: Bagan Akun Standar (BAS), sumber dana kegiatan,
jenis satker yang melaksanakan kegiatan, dan perspektif pengalokasian
anggarannya. Integrasi peraturan tersebut dalam pengalokasian anggaran biayva
output kegiatan dalam penyusunan RKA-KIL diatur sebagaimana mekanisme di
bawah ini.

4.1 Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker

Pengalckasian gaji dan tunjangan pegawai supaya lebih realistis dengan
kebutuhan maka pengalckasian dilakukan dengan berbasis data, menggunakan
aplikasi untuk menghitung alokasi Belanja Pegawai pada Output Layanan
Perkantoran. Program aplikasi tersebut berupa Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan menghasilkan informasi terbaru mengenai
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pegawai pada suatu Satker dan telah divalidasi oleh Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN). Biaya gaji dan tunjangan pegawai tersebut

dialokasikan pada Kompecnen 001 (Output Layanan Perkantoran). Pengalokasian

anggarannya dilakukan dengan langkah:
1. Data hasil aplikasi GPP ditransfer ke modul Belanja Pegawai dalam aplikasi
RKA-K/L;
2. Aplikasi RKA-K/L akan menghitung secara otomatis kebutuhan biaya Gaji dan
Tunjangan pegawai suatu Satker untuk tahun yvang direncanakan.

Dalam hal K/L tidak menggunakan aplikasi GPP, K/L dapat langsung memasukkan

data pegawai yang telah update dalam modul Belanja Pegawai pada aplikasi RKA-

K/L. Dengan penerapan SPAN nantinya perhitungan kebutuhan belanja pegawai,

akan difasilitasi oleh aplikasi SAKTI secara terintegrasi.

Khusus untuk pengalokasian Gaji Dokter PTT dan Bidan PTT maka
menggunakan aturan sebagai berikut:

Untuk Kementerian Kesehatan agar diperhitungkan gaji dokter dan bidan pegawai

tidak tetap dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran

tanggal 5 Januari 2001 No.SE-07/A/2001 perihal Pelaksanaan Pembayaran

Penghasilan Deckter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PI'l) selama masa

bakti dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri

Keuangan No.1537 /Menkes-Kessos/SKB/X/2000 dan No.410/KMK.03/2000

tanggal 11 Oktober 2000 tentang Pelaksanaan Penggajian Dokter dan Bidan

Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti.

Sedangkan pengalokasian akun belanja yang termasuk dalam Belanja

Pegawai mengikuti aturan sebagai berikut:

1. Honorarium

Honorarium mengajar Guru Tidak Tetap;

Honorarium kelebihan jam mengajar Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap;

Honorarium ujian dinas;

. Honorarium mengajar, disediakan antara lain untuk tenaga pengajar luar
biasa di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di luar
Kementerian Pendidikan Nasicnal yvang tarifnya telah mendapat persetujuan
Menteri Keuangan.

2. Uang Lembur

Penyediaan dana untuk uang lembur tahun yang direncanakan berdasarkan
tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan perhitungan maksimal 100%
dibandingkan dengan alokasi uang lembur tahun sebelumnya. Khusus untuk
satker baru, dapat mengalokasikan uang lembur dengan perhitungan tiap
pegawai maksimal 16 jam per bulan. Alckasi anggaran lembur merupakan batas
tertinggi dalam satu tahun anggaran.

3. Lain-lain

Yang termasuk dalam belanja pegawai lain-lain adalah:
a. Belanja pegawai untuk Tunjangan lkatan Dinas (TID);
b. Tunjangan sah lainnya yang besaran tarifnya telah mendapatkan persetujuan
Menteri Keuangan.
4. Uang Lauk Pauk TNI/POLRI
Uang Lauk Pauk bagi anggota TNI/Polri dihitung per hari kalender per anggota.
5. Uang Makan PNS
a. Pengeluaran untuk uang makan PNS per hari kerja per PNS dan dihitung
maksimal 22 hari setiap bulan;
b. Pembayvaran uang makan termasuk untuk PNS yang diperbantukan/
dipekerjakan, sepanjang tidak dibayarkan oleh instansi asal.
6. Uang Duka Wafat/Tewas

po o
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Dibebankan pada akun uang duka wafat/tewas, tanpa memperhatikan pagu
dana akun yang berkenaan.

4.2 Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan/Gedung Negara

Secara umum pengalokasian anggaran untuk pembangunan/renovasi
bangunan/gedung negara, berpedoman pada Peraturan Menteri PU nomor
45/PRT/M /2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan/Gedung

Negara. Dasar perhitungan alokasi anggarannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk pekerjaan pembangunan (baru) bangunan/gedung negara atau
pekerjaan renovasi bangunan/gedung negara yang berlockasi di dalam negeri
adalah perhitungan kebutuhan biaya pembangunan /rencvasi
bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum
atau Dinas Pekerjaan Umum setempat;

2. Untuk pekerjaan rencvasi bangunan/gedung negara yang berlokasi di luar
negeri (kantor perwakilan) yang merubah struktur bangunan adalah
perhitungan kebutuhan hiaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung
negara atau vang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum. Dokumen analisis
perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung
negara atau vang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum dapat disusun
berdasarkan perhitungan dari konsultan perencana negara setempat;

3. Untuk pekerjaan renovasi bangunan/gedung negara vang berlokasi di luar
negeri (kantor perwakilan) yvang tidak merubah struktur bangunan adalah
perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung
negara atau yang sejenis dari konsultan perencana negara setempat.

4.3 Penerapan Bagan Akun Standar
Penyelarasan norma anggaran dan norma akuntansi dalam rangka
sinkronisasi perencanaan anggaran melalui penyusunan RKA-K/L dan pelaksanaan
anggaran melalui penyusunan laporan keuangan dengan memakai norma Bagan
Akun Standar. Penyempurnaan dilakukan secara terus menerus dalam rangka
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses penganggaran. Secara umum
penerapan Bagan Akun Standar diatur sebagai berikut:
1. Belanja Barang
Belanja Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang (Operasional dan Non-
Operasional) dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, serta Belanja Perjalanan Dinas.
Akun-akun yang termasuk Belanja Barang terdiri dari:
a. Belanja Barang Operasional
Pengeluaran-pengeluaran vang termasuk dalam kriteria ini adalah belanja
barang operasional, antara lain :
1). Keperluan sehari-hari perkantoran;
2). Pengadaan/penggantian inventaris kantor yang nilainya dibawah
kapitalisasi;
3). Pengadaan bahan makanan;
4). Penambah daya tahan tubuh;
3). Belanja barang lainnya yang secara langsung menunjang operasional
Kementerian Negara/Lembaga;
6). Pengadaan pakaian seragam dinas;
7). Honorarium pejabat pembuat komitmen yang dimasukkan dalam
kelompok akun Belanja Barang Operasional (5211), vaitu honor vang
terkait dengan operasional satker (akun 521115).
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b. Belanja Barang Non-Operasional

Pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan non-operasional

dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan satker.

Pengeluaran-pengeluaran yang termasuk dalam kriteria ini, antara lain:

1). Belanja Bahan;

2). Belanja Barang transito;

3). Vakasi, adalah penyediaan dana untuk imbalan bagi penguji atau
pemeriksa kertas/jawaban Ujian. Pengeluaran ini dibebankan pada
belanja barang non-operasional dan merupakan input dari output
berkenaan. Alckasi anggarannya merupakan batas tertinggi dalam satu
tahun anggaran.

4). Honor yang terkait dengan output;

Penggunaan Akun Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan dimaksud
harus benar-benar selektif dan dapat dialokasikan untuk kegiatan

sepanjang:
1). Pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/kelompok
kerja;

2). Mempunyai output jelas dan terukur;
3). Sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan satker/organisasi lain;
4). Sifatnya temporer schingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau
diluar jam kerja;
o). Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS
disamping tugas pokoknya sehari-hari;
6). Bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal satker.
c. Belanja barang lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan non-
operasional.
d. Belanja Jasa
Pengeluaran-pengeluaran untuk langganan daya dan jasa (listrik, telepon,
gas, dan air), jasa pos dan giro, jasa konsultan, sewa , jasa profesi dan jasa
lainnya.
e. Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran vang dimaksudkan untuk
mempertahankan aset tetap atau aset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam
kendisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana
yvang ditetapkan oleh pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan
gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas,
perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan
mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan
pemerintahan. Pengeluaran-pengeluaran untuk pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas/jabatan, kendaraan bermotor, dan lain-lain yang berhubungan
dengan penyelenggaraan pemerintahan termasuk perbaikan peralatan dan
sarana gedung (sesuai standar biaya umum), yang nilainya dibawah
kapitalisasi.
Contoh, suatu instansi merencanakan untuk mengalokasikan anggaran
sebesar Rp.2.000.000,- untuk biaya ganti oli sebanyak 10 mobil dinas.
Instansi tersebut akan mencantumkan belanja pemeliharaan pada APBN
sebesar Rp.2.000.000,-. Terhadap realisasi pengeluaran belanja tersebut
dicatat dan disajikan sebagai Belanja Pemeliharaan, karena pengeluaran
untuk belanja pemeliharaan tersebut tidak memenuhi persyaratan
kapitalisasi aset tetap yaitu karena tidak mengakibatkan bertambahnya
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umur, manfaat, atau kapasitas, serta biaya per unitnya dibawah batas mnilai
kapitalisasi.

f. Belanja Perjalanan Dinas
Pengeluaran-pengeluaran untuk perjalanan dinas. Belanja perjalanan terdiri
dari Belanja Perjalanan Biasa, Belanja Perjalanan Tetap dan Belanja
Perjalanan Lainnya. Pengalokasian anggaran di dokumen penganggaran
untuk keperluan Belanja Perjalanan, besarannya mengikuti ketentuan vang
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya vang
berlaku.

2. Penerapan konsep nilai perolehan (full costing) pada jenis belanja:

a. Belanja Barang
Pada penyusunan RKA-K/L dengan menggunakan konsep full costing, berarti
seluruh biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang/jasa dimasukkan
sebagai nilai perolehan barang/jasa dimaksud (termasuk antara lain biaya
rapat dan perjalanan dinas). Untuk akun belanja vang digunakan harus
sesuai dengan peruntukannya sebagaimana BAS.

b. Bantuan Sosial
Suatu ocutput yang dihasilkan kegiatan dalam rangka bantuan kepada
lembaga pendidikan dan/atau peribadatan (yvang berkontribusi pada kegiatan
bantuan sosial) pengalokasian anggarannya dimasukkan dalam 2 (dua) jenis
belanja vaitu Belanja Barang (termasuk biaya honorarium pelaksanaan
kegiatan dengan kode Akun kode 521213 sebagaimana uraian pada Belanja
Barang tersebut di atas) dan Belanja Bantuan Sosial untuk menampung
besaran alokasi bantuan yang diberikan (Akun Belanja Bantuan Sosial
Lembaga Pendidikan atau Akun Belanja Bantuan Sosial Lembaga
Pendidikan).

3. Penerapan konsep kapitalisasi

Konsep kapitalisasi dalam penyusunan RKA-K/L terkait dengan jenis Belanja

Modal. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai

belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset

tetap lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap mempunyai ciri—ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan

menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun,

nilainya material (di atas nilai kapitalisasi). Sedangkan ciri-ciri aset tetap lainnya

adalah akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1

tahun, nilainya relatif material (di atas nilai kapitalisasi).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat

dikategorikan sebagai belanja medal jika :

a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset
tetap lainnya yang demikian menambah aset pemerintah;

b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau
aset tetap lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

c. Perclehan aset tetap tersebut dimaksudkan untuk dipakai dalam operasional
pemerintahan, bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat.

Dalam kaitan konsep harga perolehan menetapkan bahwa seluruh pengeluaran

vang mengakibatkan tersedianya aset siap dipakai maka seluruh pengeluaran

tersebut masuk ke dalam belanja modal. Pengeluaran tersebut memenuhi

batasan minimal kapitalisasi (relatif material) aset tetap /aset tetap lainnya.

Di samping belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset tetap lainnya,

belanja untuk pengeluaran—-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset

tetap lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran

tersebut dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan
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bahwa pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfa
kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki. Termasuk pengeluar
untuk gedung vang nilai perbaikannya lebih 2% dari nilai aset, berdasark
perhitungan dari Ditjen Cipta karya.
Berikut disampaikan contoh pengeluaran yvang masuk dalam kategori belar
barang dan belanja modal terkait konsep kapitalisasi.
Contoh pengeluaran vang masuk kategori Belanja Barang :

NO. URAIAN

1. | Pengisian Freon AC, service AC
2 Pembelian ban, oli, bensin, service / tune up
3 Pengecatan, pembuatan partisi non permanen, pembelian gordyn
4. | Perbaikan jalan berlubang/ pemeliharaan berkala
O. | Biaya Pengurusan STNK/BPKB
6
7
8

Rumah yang akan diserahkan ke masyarakat
Peralatan dan mesin yang akan diserahkan ke pihak 111
Pembayaran satpam dan cleaning service

9. | Pembelian accu mobil dinas

10. | Pembelian lampu ruangan kantor

11. | Perbaikan atap gedung kantor

12. | Penggantian kompresor

13. | Suku cadang alat laboratorium,bahan cairan kimia,tempat alat
suntik

14. | Pekerjaan infrastruktur penanganan luapan lumpur
15. | Pengadaan anti virus

Contoh pengeluaran yvang masuk kategori Belanja Modal ;
NO URAJAN
Pembelian memory PC, up grade PC
Pembelian meubelair, dispenser
Pembuatan jalan, irigasi dan jaringan
Overhaul kendaraan dinas
Biaya lelang pengadaan aset
Perbaikan jalan kerikil ke hotmix
Pembelian tape mobil dinas
Penambahan jaringan dan pesawat telpon
Penambahan jaringan listrik
Perjalanan dinas pengadaaan aset
Pembayaran kensultan perencanaan pembangunan/gedung dan
bangunan
Perbaikan atap dari seng ke multiroof
13. | Pengadaan: peta,jaringan,software,lambang instansi,alat kesechatan
14. | Pembuatan film
15. | Pekerjaan interpretasi citra satelit
yalam proses penyusunan RKA-K/L-nya, aset yang dipercleh dalam pengada
arang/jasa tersebut dibedakan:
- Jika menjadi aset K/L; maka pengalokasian anggarannya menggunakan je1
belanja modal, dan nantinya akan tercatat dalam LKPP (neraca), atau
- Jika bukan aset K/L; pengalokasian anggarannya menggunakan jenis belar
barang atau bantuan sosial.
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4.4 Penyusunan RKA-K/L pada Satker Perwakilan R.I. di Luar Negeri

Berkenaan dengan penyusunan RKA-K/I. pada Satker Perwakilan RI di Luar
Negeri secara khusus mengikuti aturan sebagai berikut:
1. Penetapan Kurs Valuta Asing

a. Valuta yang dipergunakan dalam perhitungan RKA-K/L mengikuti peraturan
yang berlaku;

b. Nilai Kurs USD terhadap Rupiah yang dipergunakan dalam perhitungan
alokasi adalah kurs yang dipakai dalam asumsi APBN pada tahun yang
direncanakarn.

2. Pengalokasian menurut Jenis Belanja

a. Belanja Pegawai

1).

2).

Pengaturan mengenai penganggaran belanja pegawai bagi pejabat dinas
LN pada perwakilan RI di LN baik untuk komponen maupun besarannya
mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Alokasi Belanja Pegawai pada Perwakilan Rl di luar negeri termasuk
alokasi anggaran untuk gaji lokal staf. Penuangan alokasi anggaran
dalam RKA-K/L untuk gaji lokal staf menggunakan Akun belanja Belanja
Lokal Staf (kede 511149).

Gaji Home Staff pada Perwakilan RI di LN termasuk Atase Teknis dan
Atase Pertahanan didasarkan pada payroll sckurang-kurangnya bulan
Mei tahun berjalan. Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) terdiri
dari tunjangan pokcock dan tunjangan keluarga. Tunjangan Pokok
merupakan perkalian antara Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri
(ADTLN) dengan prosentase Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri (APTLN])
masing-masing Home Staff. Tunjangan Keluarga terdiri dari tunjangan
isteri/suami (15% kali tunjangan pokok) dan tunjangan anak (10% kali
tunjangan pokok) vang besarannya mengikuti ketentuan yang berlaku,
dengan jumlah anak yvang dapat diberikan tunjangan anaknya maksimal
2 anak sesuai dengan ketentuan pemberian tunjangan anak bagi PNS;
Apabila akan dilakukan pengisian alokasi selisih F-B (lowongan formasi)
maksimal sebanyak rencana penarikan/penempatan home staff
(termasuk Kepala Perwakilan) dengan dilampiri Daftar Rencana
Penarikan/Penempatan Home Staff yang ditandatangani Seckretaris
Jenderal Kementerian Luar Negeri dan sekurang-kurangnya memuat
waktu penempatan/penarikan serta gelar diplomatic. Untuk tunjangan
keluarga maksimal diasumsikan untuk 1 istri dan 2 anak;

Alokasi anggaran Tunjangan Lain-Lain Home Staff dihitung maksimum
40% dari alokasi Gaji Luar Negeri/TPLN Home Staff dengan perhitungan
Tunjangan Sewa Rumah 25% dari TPLN dan Tunjangan Restitusi
Pengobatan 15% dari TPLN kecuali diatur lain oleh Menteri Keuangan.

b. Belanja Barang

1).

Alokasi anggaran untuk sewa gedung didasarkan atas kontrak sewa
gedung yang herlaku. Dalam hal Atase Teknis/Atase Pertahanan
menempati gedung yang sama dan dalam dokumen kontrak sewa gedung
vang sama dengan kontrak sewa gedung kantor Perwakilan RI, maka
alokasi anggarannya hanyva pada RKA-K/L Satker Kantor Perwakilan RI
berkenaan,;

Alokasi Operasional Pend ukung Kerjasama Bilateral/Regional terdiri dari
Biaya Operasional Kepala Perwakilan dan Representasi. Alokasi biaya
lainnya yang selama ini dialockasikan pada Operasional Pendukung
Kerjasama  Bilateral/Regional agar dialokasikan sesuai dengan
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peruntukannya dengan target kinerja dan rincian perhitungan yvang jelas

dan dapat dipertanggungjawabkan;

3). Alckasi anggaran biaya representasi untuk Kepala Perwakilan dihitung
maksimum 20% dari Tunjangan Pokok x 12 bulan. Sedangkan untuk
home staff lainnya dihitung maksimum 10% dari gaji pokok x 12 bulan;

4). Perjalanan Dinas pada Perwakilan Rl di LN termasuk Atase Teknis dan
Atase Pertahanan maksimum terdiri dari :

a). Perjalanan dinas wilayah

b). Perjalanan dinas multilateral

c). Perjalanan dinas akreditasi

d). Perjalanan dinas kurir

Anggaran perjalanan dinas pada Perwakilan RI di LN disediakan hanya

untuk jenis perjalanan dinas yang ada pada Perwakilan RI

bersangkutan, dan dihitung menurut jumlah pejabat yang melakukan
perjalanan dinas, serta frekuensi perjalanan yang akan dilakukan.

Besarnya tarif uang harian perjalanan dinas luar negeri diatur oleh

Menteri Keuangan.

5). Bantuan Pendidikan Anak
Alckasi anggaran bantuan pendidikan anak bagi Pejabat Dinas Luar
Negeri (PDLN) yvang ditempatkan pada perwakilan RI di Luar Negeri
diberikan untuk:

a). Pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan
tinggi dan tidak termasuk program pasca sarjana (post graduate);

b). Hanya untuk pembayaran tuition fee dan bersifat at cost. Tidak
termasuk uang buku, biaya antar jemput, biaya persiapan sekolah,
uang gedung, uang pendaftaran, uang asrama/pemondckan, dan
biayva lain yang sejenis;

¢). Hanya untuk anak-anak yvang termasuk dalam tunjangan keluarga
serta bersekolah di lokasi yang sama dengan tempat tugas orang
tuanya (lokasi perwakilan RI di LN tempat orang tuanya bertugas).

3. Ketentuan lain-lain.

a). Alckasi anggaran untuk Perwakilan RI di LN termasuk Atase Teknis
maupun Atase Pertahanan dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden
Nomor 108 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Untuk Atase teknis dan
Atase Pertahanan yang menempati satu gedung dengan Perwakilan RI di
Luar Negeri maka Biava langganan listrik, gas, dan air, biaya pemeliharaan
gedung serta pemeliharaan lain yang melekat dengan gedung dimaksud
dialokasikan pada anggaran Kementerian Luar Negeri;

b). Alokasi Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk alokasi
anggaran untuk penghasilan local staff. Besaran alokasi untuk
pembayaran penghasilan local staff dimaksud mengacu pada alcokasi
anggaran untuk local staff dihitung maksimal 43% dari ADTLN, dengan
jumlah pegawai maksimal sesuai formasi yang ditetapkan oleh
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Dalam pelaksanaannya, pembayaran penghasilan local staff
tetap disesuaikan dengan jumlah riil pegawai dan tidak melebihi formasi
vang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Alokasi anggaran sebhesar 43% tersebut di atas sudah termasuk
gaji dan tunjangan-tunjangan, social security, asuransi kecelakaan serta
lembur.

c). Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR) terdiri dari:
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e Persckot rumah untuk deposit sewa rumah dengan jumlah maksimal 2
(dua) bulan sewa rumah (termasuk dalam jenis Belanja Barang);

e Persekot mobil maksimal US$ 5,000 (termasuk dalam jenis Belanja
Barang);

s Persekot TPLN dengan jumlah maksimal 2(dua) bulan TPLN (termasuk
dalam jenis Belanja Pegawai).

Perhitungan BPPR didasarkan atas rencana mutasi penempatan pada

perwakilan RI di luar negeri.

d). Pengaturan anggaran Perwakilan Rl di luar negeri termasuk Atase Teknis
dan Atase Pertahanan yang tidak diatur atau menyimpang dari peraturan
Menteri Keuangan ini mengikuti ketentuan vang ditetapkan Menteri Luar
Negeri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri
Keuangan. Apabila terdapat alokasi anggaran yang didasarkan atas
penctapan Menteri Luar Negeri yang belum mendapat persetujuan dari
Menteri Keuangan tetapi telah dialokasikan pada tahun-tahun
sebelumnya, maka penetapan tersebut akan dipersamakan sebagai RAB
dan sebelum Tahun Anggaran yvang direncanakan dimulai, harus sudah
dimintakan persetujuannya kepada Menteri Keuangan;

€). Pengaturan pengalokasian perwakilan RI yang berlokasi di dalam negeri
tidak mengikuti ketentuan di atas tetapi mengikuti ketentuan yvang berlaku
secara umum dalam Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L.

Hal-hal lain vang tidak diatur secara khusus, pengalokasian anggarannva

mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum dalam Petunjuk Penyusunan

dan Penelaahan RKA-K/L.

4.5 Penyusunan RKA-K/L Pada Kementerian Pertahanan
Berkenaan dengan penyusunan RKA-K/L pada Kementerian Pertahanan RI
secara umum mengikuti Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang

Penyusunan RKA-K/L. dan ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan

penelaahan RKA-K/L. Secara khusus penyusunan RKA-K/L. pada Kementerian

Pertahanan RI mengikuti aturan sebagai berikut:

1. Pengalokasian anggaran untuk keperluan belanja pegawai dan sebagian belanja
barang operasional, mulai dilakukan langsung sampai dengan tingkat satker,
selain lima satker (UO) yang sudah ada;

2. Sedangkan pengalokasian anggaran selain untuk keperluan belanja pegawai
dan sebagian belanja barang operasional, dilakukan secara terpusat (pada
tingkat unit organisasi);

3. Untuk keperluan pengalokasian anggaran sampai dengan tingkat satker,
Kementerian Pertahanan membentuk satker-satker dimaksud;

4. Untuk pembebanan belanja, berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 71
tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan
nomor 91 /PMK.05/2007 tentang Bagan Akuntansi Standar, Peraturan Direktur
Jenderal Perbendahaaan nomor PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan
Perubahan Bagan Akun Standar, dan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendahaaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan
Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.

4.6  Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Pinjaman - Hibah Luar Negeri
(PHLN)
Pengalokasian anggaran kegiatan yang bersumber dari dana PHLN secara
umum mengacu PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman
Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Secara khusus pengalokasian tersebut
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mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman

Hibah Luar Negeri (NPPHLN) masing-masing. Ketentuan umum dan khusus

pengalokasian anggaran kegiatan dimaksud dalam rangka penyusunan RKA-K/L

diintegrasikan dan diatur dengan mekanisme di bawah ini.
Pengalokasian PHLN dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) dalam RKA-K/L
mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Mencantumkan akun belanja sesuai dengan transaksi-transaksi yang dibiayai
dengan NPPHLN yaitu disesuaikan dengan kategori-kategori pembiayaan vang
diperbolehkan oleh lender.

2. Mencantumkan kode kantor bayar sebagai berikut:

a. Mencantumkan kode KPPN Khusus Jakarta VI (140) untuk transaksi-
transaksi PHLN dalam wvaluta asing dan tata cara penarikannya
menggunakan mekanisme pembayaran langsung (direct payment) dan letter
of credit.

b. Mencantumkan kode KPPN sesuai dengan lokasi kegiatan dimana proyek-
proyek vang dibiayai dengan PHLN dilaksanakan dan tata cara penarikannya
menggunakan mekanisme rekening khusus.

3. Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPHLN yaitu sumber dana berupa
pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

4. Mencantumkan tata cara penarikan PHLN sesuai dengan tata cara penarikan
PHLN yang diatur dalam NPPHLN atau dokumen lain yang telah disetujui oleh
lender, misalnya dokumen Project Administration Memorandum (PAM). Tata cara
penarikan PHLN yang masih diperbolehkan adalah:

a. Mekanisme Rekening Khusus (Special Account} yaitu tata cara penarikan
PHLN dengan menggunakan dana initial deposit yang bersifat revolving fund
yang ditempatkan pada Bank Indonesia atau Bank Pemerintah yang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan. Tata cara ini dapat dipergunakan bagi proyek-proyek
yvang dibiayai dengan PHLN yang berlokasi di daerah.

b. Mekanisme Pembayaran Langsung (Direct Payment) yaitu tata cara penarikan
PHLN dengan cara mangajukan aplikasi penarikan dana secara langsung
melalui KPPN Khusus Jakarta VI.

c. Mckanisme Letter of Credit yaitu tata cara penarikan PHLN dengan
menggunakan LC Bank Indonesia. Khusus PHLN vang penarikannya melalui

tata cara L/C, perlu diperhatikan nilai kontrak pekerjaan secara
keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan pembukaan rekening L/C oleh Bank
Indonesia.

5. Mencantumkan kode register PHLN sesuai dengan kode register yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Dalam hal alokasi
anggaran belum ada registrasi, alokasi anggaran tersebut menggunakan kode
register sementara sebagai berikut:

Nomor Register Keterangan NPPHLN
Sementara

99991102 Pinjaman Program IBRD
99991103 Pinjaman Program Japan
99991109 Pinjaman Program Other
99592101 Pinjaman Proyvek Reguler Pledge-ADB
99992102 Pinjaman Proyek Reguler Pledge-World Bank
99992103 Pinjaman Provek Reguler Pledge-Japan
999592104 Pinjaman Proyek Reguler Pledge-Export Credit
99992105 Pinjaman Provek Reguler Pledge-Other Multilateral
99992106 Pinjaman Proyek Reguler Pledge-Other Bilateral
99592201 Pinjaman Proyek Tsunami Pledge-ADB
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-0z -
§9992202 Pinjaman Proyek Tsunami Pledge-World Bank
99662203 Pinjaman Proyek Tsunami Pledge-Other
99993101 Hibah

6. Mencantumkan persentase/porsi pembiayaan yang dibiayai lender sesuai
dengan NPPHLN atau dokumen lain yang telah disetujui oleh lender. Misalnya:

a. Kategori civil work 60% artinya persentase yvang dibiayai oleh PHLN adalah
sebesar 60% dikalikan besaran nilai kegiatan/provek, sedangkan sisanya
sebesar 40% merupakan beban rupiah murni pendamping ditambah dengan
besaran pajak (PPN).

b. Khusus untuk PLN komersial/fasilitas kredit ekspor pengalokasian dalam
RKA-KL dicantumkan maksimal sebesar 85% dari nilai kontrak (contract
agreement). Scmentara sisanya sebesar 15% dialokasikan sebagai rupiah
murni pendamping (RMP) sebagai uang muka.

7. Mencantumkan cara menghitung besarnya porsi PHLN yang dibiayai oleh lender
dengan mengacu pada buku petunjuk pengadaan barang jasa (procurement
guidelines) masing-masing lender dan ketentuan perpajakan dan bea masuk
yang berlaku, antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk
Tamhbahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek
Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011;

b. Keputusan Menteri Kenangan Nomor 239 /KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Bea Masuk,
Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek
Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri, ssebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 486/KMK.01/2000 tanggal 20 Nopember 2000;

c. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran NO.S-256/A/2001 tanggal 24
Januari 2001 tentang penerusan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
NO.KEP-526 /P.J /2000 tanggal 7 Desember 2000;

d. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No.SE-106/A.6/2001 tanggal 6
Agustus 2001.

Fumusan wmum perhitnngan nilal kentrals adalah sebagai beriloat
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+ RMP tidak dialockasikan dalam RKA-K/L karena 100%
dibiayai oleh Lender
+ PPN tidak dialokasikan dalam RKA-K/L karena ditanggung
oleh pemerintah.
Metode Netto
Metode ini digunakan untuk menghitung besaran alckasi pengadaan
barang dan jasa yang sebagian dananya bersumber dari pinjaman luar
negeri dan pajak tidak dikenakan terhadap porsi pinjamannya.
Sedangkan bagi RMP dikenakan sebesar nilai sharingnya dikalikan
besaran nilai pajaknya. Metode ini dapat digunakan untuk pinjaman-
pinjaman yang berasal dari Bank Dunia (IBRD) dengan porsi 2 91%,
ADB, JBIC, dan lain-lain, kecuali ditentukan lain oleh NPPHLN (loan
agrement) bersangkutan.

Contoh:
= Loan ADB : 1383-INO
% Nilai kontrak barang : Rp.110.000.000
% Kategori : Civil Work
% Persentase : 60%

= Nilai kontrak
+ Nilai Fisik
& Terdiri dari:
* Porsi PHLN : Rp.60.000.000
* Porsi Pendamping : Rp.40.000.000
# PPN terdiri:
* PPN PHLN : Rp. 6.000.000 (tidak dipungut)
» PPN Porsi Pend : Rp. 4.000.000 (dipungut)
# Pencantuman dalam RKA-K/L: Nilai fisik + PPN dipungut

: RP.110.000.000
: RP.100.000.000

2013, No.905

= PHLN : Rp. 60.000.000
= RMP : Rp. 44.000.000
% Cara perhitungannya

Nilai Fisik : 100/110 X 110.000.000 = Rp.100.000.000,-
= Porsi PHLN = 60% X 100.000.000 = Rp. 60.000.000,-
* Porsi Pend =40% X 100.000.000 = Rp. 40.000.000,-

PPN : 10% X 100.000.000 = Rp. 10.000.000,-
* Porsi PHLN = 10% X 60.000.000 = Rp. 6.000.000,-
» Porsi Pend = 10%X 40.000.000 = Rp. 4.000.000,-

Metode Bruto
Metode ini digunakan untuk menghitung besaran

alokasi pengadaan

barang dan jasa yang bersumber dari pinjaman luar negeri yang berasal
dari Waorld Bank dengan persentase/porsi pembiayaan sebesar 90% ke
bawah maupun pinjaman lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam NPPHLN f{loan agreement} yang bersangkutan.

Contoh:
= Loan IBRD : 4075-IND
= Nilai kontrak barang : Rp.110.000.000
& Kategori : Civil Work
+ Persentase : 60%
% Nilai Kontrak : Rp.110.000.000
% Nilai Fisik : Rp.100.000.000
% Terdiri dari:

= Porsi PHLN

* Porsi Pendamping
PPN terdiri dari:

= PPN PHLN

* PPN Porsi Pend

: Rp.66.000.000

: Rp.34.000.000

: Rp. 6.600.000 (tidak dipungut)
: Rp. 3.400.000
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% Pencantuman dalam RKA-K/L : Nilai fisik + PPN dipungut

= PHLN : Rp.66.000.000
= RMP : Rp.37.400.000
% Cara perhitungannya
Nilai Fisik : (100/110) X 110.000.000 = Rp.100.000.000,-

=  Porsi PHLN = 60% X 110.000.000 = Rp.66.000.000,-
= Porsi Pend = (40% X 110.000.000) - PPN = Rp.34.000.000,-
PPN : 10% X 100.000.000 = Rp.10.000.000,-
= P0r31 PHLN = 10% X ©66.000.000 = Rp. 6.600.000,-
= Porsi Pend = 10% X 34.000.000 = Rp. 3.400.000,-
4)  Metode Nonsharing
Metode ini digunakan untuk menghitung besaran alokasi dalam RKA-
K/L bagi pinjaman luar negeri yang tidak mempersyaratkan persentase
namun langsung menentukan besaran sumber dana. Penggunaan
metode ini langsung menuliskan besaran dana PHLN dan rupiah murni
pendampingnya.
Pengalokasian anggaran kegiatan yang bersumber dana dari PHLN juga
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencantumkan dana pendamping yang bersumber dari luar APBN, antara
lain dari APBD, anggaran BUMN atau dari kentribusi masyarakat, dengan
didukung dokumen yang sah dari pemberi dana pendamping, maka setelah
mencantumkan dana pendamping dimaksud dalam RKA-K/L selanjutnya
pada KK Satker diberi kode “E” sehingga besaran dana pendamping tidak
menambah pagu.

2. Dalam hal terdapat kegiatan yvang belum terselesaikan dalam tahun anggaran
vang bersangkutan dan dilanjutkan pada tahun berikutnya, maka penyediaan
dana PHLN dan pendampingnya menjadi pricritas sesuai dengan Annual Work
Plan yang ditandatangani cleh donor/ lender.

3. Dalam hal pemanfaatan suatu pinjaman luar negeri yang dialokasikan dalam
beberapa tahun anggaran maka penyediaan pagu pinjaman luar negeri pada
setiap tahun anggaran dan dana pendampingnya menjadi prioritas.

4. Untuk menghindari terjadinya penolakan oleh lender pada saat pengajuan
aplikasi penarikan dana, maka dalam mengalockasikan PHLN dalam RKA-K/L
harus memperhatikan closing date, fully paid/fully disbursement sisa pagu
pinjaman, kategori dan persentase/porsi pembiayaan atas kegiatan-kegiatan
vang dibiayai dengan PHLN. Misalnya:

Loan : IP 335 Proffesional Human Resource Development Project IlI
Closing date : 26 Juli 2015
Kategori dan Persentase :

Kategori Pagu Pinjaman
1. Overseas Program (96%) : 5.782
2. Domestic Program (58%) : 2.276
3. Planner Development Center Enhancement (84%) : 447
4. Incremental Training Cost {100%) : 921
5. Contingencies ' 291

Contoh kasus di bawah ini menggambarkan penerapan butir 4) di atas
mengenai alokasi anggaran beasiswa luar negeri dalam RKA-K/L :
a. Contoh Pengalokasian dalam RKA-K/L yang benar :

1) Harus menggunakan Kategori Overseas Program,

2) Menggunakan Persentase/porsi sebesar 96%;

3) Memperhatikan tanggal closing date original loan atau yang telah

diperpanjang (extension loan);
4) Memperhatikan kategori dan persentase/porsi jika telah dilakukan
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perubahan oleh lender (amandemen loan).

b. Contoh Pengalokasian dalam RKA-K/L yang salah :

1) Menggunakan kategori Domestic Program;

2) Menggunakan persentase/porsi sebesar 96%;

3) Tanggal Closing date terlampaui.

5. Standar Biaya
Pembiayaan output kegiatan yang bersumber dari PHLN mengacu pada Standar
Biaya dan billing rate. Dalam hal belum tersedia dalam standar biaya tersebut
maka dapat digunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
6. Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN

Untuk menghindari terjadinya overdrawn/kelebihan penarikan pada satu
kategori maka pengalokasian dana PHLN untuk masing-masing kategori harus
memperhatikan sisa pagu perkategori berdasarkan data pada kartu pengawasan
PHLN atau data sisa pagu perkategori dari lender/donor.
Di samping itu, untuk lebih meningkatkan tertib administrasi PHLN,
Kementerian Negara/Lembaga serta Direktorat Jenderal Anggaran mencatat
setiap PHLN dalam Kartu Pengawasan PHLN. Kartu pengawasan alokasi dana
PHLN merupakan bahan bagi Kementerian Negara/lLembaga serta Direktorat
Jenderal Anggaran dalam melakukan monitering terhadap ketersediaan
dana/pelaksanaan PHLN dimaksud.
Model/format kartu pengawasan alokasi dana PHLN dimaksud adalah seperti
contoh di bawah.

Loan Number J | IP—-535
Loan Project .| Proffesional Human Resource Developmen
Project T
Dated ;| 29 Maret 2006
Lender ;| JBIC
Executing Agency .| Kementerian Kesehatan
Nomor Register 1121572601
Effective Date S| 26 Juli 2006
Closing Date S 26 Juli 2015
Jumlah PHLN ;| JPY 9.717.000.000
Mekanisme Penarikan .| Rekening Khusus
Pagu Pagu Realisast Sisa
Total Tahun Tahun
Kategori dan persentase : ke.. ke..
(million japanese yen)
(1) (2) (3) (H)=(1-2)
1). Overseas Program (96%) o 5.782 5.782
2). Domestic Program (58%) 2276 2.276
3). Planner Development Center : 447 447
Enhancement (84%)
4). Incremental Training Cost : 921 921
{100%)
5). Contingencies : 291 291

7. Pemahaman NPPHLN
Untuk menghindari terjadinya pengalockasian dana yang mengakibatkan
pembayaran ineligible, perlu dipahami hal-hal sebagai berikut :
a. Isi/materi dari NPPHLN;
b. Staff Appraisal Report (SAR);
c. Project Administration Memorandum (PAM);
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d. Butir-butir pada angka €1 sampai dengan €9;
e. Ketentuan lainnya yang terkait dengan NPPHLN dan pelaksanaan kegiatan
yang dananya bersumber dari PHLN.

4.7 Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Pinjaman Dalam Negeri (PDN)
Dalam rangka pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber
dari pinjaman dalam negeri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun

2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh

Pemerintah. Ketentuan penuangan dalam RKA-K/L untuk kegiatan yang bersumber

dari PDN yvang digunakan untuk kegiatan tertentu K/I. adalah sebagai berikut :

1) Pinjaman Dalam Negeri dilakukan melalui mekanisme APBN dan dialockasikan
untuk membiayai Kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri
dan pembangunan infrastruktur;

2) K/L menyusun RKA-KL rencana kegiatan yang dapat dibiayai dari PDN dengan
berpedoman pada daftar pricritas Kegiatan yang dapat dibiayai dari PDN;

3) Nomenklatur Program/Kegiatan yang dipakai adalah nomenklatur hasil
restrukturisasi program /kegiatan,;

4) Mencantumkan akun belanja sesuai dengan ketentuan BAS;

S) Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPDN yaitu sumber dana berupa
pinjaman dalam negeri;

6) Mencantumkan kode register PDN sesuai dengan kode register yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;

7) Dokumen pelengkap RKA-K/L-nya adalah sebagai berikut:

(1) Naskah Perjanjian Penerusan PDN, yang ditandatangani oleh Menteri atau
pejabat yang diberi kuasa dan Penerima Penerusan PDN.

(2) Naskah Perjanjian Penerusan PDN tersebut memuat paling sedikit:
a. Jumlah pinjaman;
b. Peruntukan pinjaman; dan
c. Ketentuan dan persyaratan pinjaman.

(3) Naskah Perjanjian Penerusan PDN tersebut juga memuat sanksi kepada
Penerima Penerusan PDN yvang tidak memenuhi kewajiban pembayaran
cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya.

4.8 Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Hibah Dalam Negeri (HDN)

Dalam rangka pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber
dari Hibah Dalam Negeri maka tata cara penuangan dalam RKA-K/L mengikuti
ketentuan dalam peraturan perundangan tentang Hibah Dalam Negeri yang
berlaku tentang Hibah Dalam Negeri. Ketentuan penuangan dalam RKA-K/L
adalah sebagai berikut:

1) Dana yang berasal dari Hibah digunakan untuk:

a. Mendukung program pembangunan nasional, dan/atau
b. Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan;

2) K/L menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Hibah sebagai bagian dari RIKA-
K/L untuk dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;

3) Perencanaan penerimaan untuk hibah vang direncanalkan, disusun oleh Menteri
Perencanaan melalui Rencana Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan yvang
bersumber dari hibah dengan berpedeman pada RPJM. Rencana Kegiatan
Jangka Menengah dan Tahunan tersebut mencakup rencana pemanfaatan
hibah (yang memuat arah kebijakan dan strategi sesuai prioritas pembangunan
nasional), serta Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) vang dijadikan sebagai
salah satu bahan penvusunan RKP dan RKA-K/L;

4) Berdasarkan DRKH tersebut, K/L mengalokasikan kegiatan yang berada dalam
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kewenangannya dalam dokumen RKA-K/L;

5) Nomenklatur Program/Kegiatan vang dipakai adalah nomenklatur hasil
restrukturisasi pregram /kegiatan;

6) untuk Hibah langsung, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima hibah
langsung dari pemberi hibah, bertanggung jawab dan mengkonsultasikan
rencana penerimaan hibah langsung pada Menteri Keuangan, Menteri
Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga lainnya sebelum dilakukan
penandatanganan Perjanjian Hibah.

4.9 Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP
Penyusunan RKA-K/L untuk kegiatan yang alokasi dananya bersumber dari
PNBP (bukan satker BLU) diatur sebagai berikut:
1. Nomenklatur kegiatan yang anggarannyva bersumber dari PNBP menggunakan
nomenklatur kegiatan sesuai dengan tabel referensi pada Aplikasi RKA-K/L;
2. Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-K/L mengacu pada:
a. Peraturan Pemerintah tentang tata cara penggunaan PNBP yang bersumber
dari kegiatan tertentu;

b. Keputusan Menteri Keuangan/Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan
Penggunaan Sebagian Dana yvang berasal dari PNBP; dan

c. Angka Pagu penggunaan PNBP dari Direktorat PNBP.

3. Penggunaan dana yvang bersumber dari PNBP difokuskan untuk kegiatan dalam
rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan/atau sesuai ketentuan
tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP;

4. Pembayaran honor pengelola kegiatan PNBP (honor atasan langsung bendahara,
bendahara dan anggota sekretariat) menggunakan akun belanja barang
operasional yaitu honer yang terkait dengan operasional satker (akun 521115),
sedangkan honor kegiatan non-operasional vang bersumber dari PNBP masuk
dalam akun honor yang terkait dengan cutput kegiatan (akun 521213).

4.1¢ Penyusunan RKA-K/L untuk Satker Badan Layanan Umum (BLU)
Penyusunan RKA-K/L untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh

satker BLU, mengacu pada Peraturan yang mengatur Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) serta Pelaksanaan Anggaran BLU. Penyusunan RKA-K/L untuk satker BLU

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyusunan RBA

Penyusunan RBA tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Satker BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana
strategis bisnis BLU yang disertai prakiraan RBA tahun berikutnya;

b. RBA BLU memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/
pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas dan
estimasi saldo akhir kas BLU;

c. RBA disusun berdasarkan:

i. Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis
layanannya;

ii. Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan
diterima dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil
kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, penerimaan
lainnya yang sah dan penerimaan anggaran dari APBN; dan

iii. Basis akrual.
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2. Penyusunan RBA

RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu
persentase ambang batas tertentu. Pola anggaran fleksibel ini tidak berlaku
hanya untuk pendapatan yang diterima dari APBN.

Persentase ambang batas tertentu dihitung tanpa memperhitungkan saldo
awal kas. Persentase ini harus tercantum dalam RKA-K/L. dan DIPA BLU yang
dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besarannya.

3. Penyusunan Ikhtisar RBA
Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan dan
sumber pendapatan, dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai dengan format
REA-K/L dan format DIPA BLU, Ikhtisar ini digunakan sebagai bahan untuk
menggabungkan RBA ke dalam RKA-K/L.

Pagu dana pada ikhtisar RBA dengan sumber dana berasal dari PNBP dan
Rupiah Murni (RM) harus sama dengan alokasi anggaran pada pagu anggaran.

4. Memindahkan informasi alokasi anggaran biaya dalam KK Satker menggunakan
program aplikasi RKA-K/L.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan REKA-K/L BLU:

1. Program dan kegiatan yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L BLU
merupakan bagian dari program dan kegiatan hasil restrukturisasi program dan
kegiatan K/L induk;

2. Output-output yang dibiayai dari PNBP/BLU dicantumkan ke dalam output-
output yang sesuai, vang sudah disusun dan tercantum dalam aplikasi RKA-
K/L. PNBP/BLU hanva merupakan sumber pembiayaan layaknya RM atau
PHLN.

3. Perlunya pencantuman mengenai saldo awal dan penetapan ambang batas pada
KK Satker untuk satker BLU.

4.11 Anggaran Responsif Gender

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-
2014, telah menetapkan tiga strategi pengarusutamaan pembangunan nasional
yvaitu Pemerintahan yang Baik, Pembangunan yang Berkelanjutan, dan
Pengarusutamaan Gender. Ketiga pilar ini menjadi landasan operasional
pelaksanaan seluruh kebijakan, pregram dan kegiatan baik di tingkat nasional
maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Terkait dengan pengarusutamaan gender, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun
2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional,
mengamanatkan kepada  seluruh  Kementerian Negara/Lembaga  untuk
mengintegrasikan gender pada setiap tahapan proses pembangunan yaitu mulai
dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada
seluruh bidang pembangunan.

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi terkait dengan pelaksanaan
pengarusutamaan gender adalah bahwa pengambil keputusan tidak menyadari
bahwa keputusan/kebijakan yang diambil dan/atau proses pengambilan
keputusan/kebijakan seringkali bersifat netral gender, vaitu hanya memperhatikan
dari sudut pandang tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau prioritas nasional
semata, tanpa melihat adanya kelompck yang terlibat dan pengguna manfaat
(kelompok sasaran) yang berbeda. OGleh sebab itu, diperlukan upayva untuk
memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara
laki-laki dan perempuan, yaitu dengan melaksanakan Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
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Hasil yang diharapkan dari pengarusutamaan gender dalam mekanisme
penganggaran adalah Anggaran Responsif Gender (ARG). Melalui penerapan ARG
diharapkan perencanaan dan penganggaran akan:

a. Lebih efektif dan efisien.
Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran laki-laki dan
perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan, kebutuhan laki-laki dan
perempuan serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian
analisis gender akan mendiagnosa dan memberikan jawaban vang lebih tepat
untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan
program [ kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa vang perlu dilakukan
untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa vang sebaiknya dijadikan target
sasaran dari sebuah program /kegiatan, kapan dan bagaimana program /kegiatan
akan dilakukan.

b. Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.
Dengan analisis situasi/analisis gender akan dapat mengidentifikasikan adanya
perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki,
sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk
menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan
vang berbeda tersebut.
Sehingga dengan mencrapkan analisis situasi/analisis gender dalam
perencanaan dan penganggaran pembangunan, kesenjangan gender yang terjadi
pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir.

4.11.1 Konsep Gender dan Pengertian

Gender adalah perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status antara laki-laki dan
perempuan vang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan
relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.
Dengan demikian, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah
sesuai perkembangan zaman, dan berbeda antar kelompok etnik, umur, pendidikan
dan tingkat pendapatan. Gender menentukan apa yang diharapkan, diperbelehkan
dan dinilai dari peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Istilah gender dimunculkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan
mana perbedaan laki- laki dan perempuan yang bersifat bawaan atau kodrati
(ciptaan Tuhan) dan mana yang merupakan bentukan budaya vang
dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan. Pembedaan ini sangat penting,
karena dengan mengetahui perbedaan gender sebagai sesuatu yang tidak
permanen, memudahkan kita untuk membangun gambaran tentang realitas
hubungan antara perempuan dan laki-laki secara lebih tepat dan sesuai dengan
kenyataan yvang ada dalam masyarakat. Jadi gender disini bukan melihat
perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan semata, namun bagaimana
interpretasi kita terhadap perbedaan tersebut, untuk kemudian dijadikan dasar
dalam mengambil kebijakan/tindakan yang proporsional.

Kesetaraan gender merupakan kesamaan hak, tanggung jawab dan
kesempatan bagi laki-laki dan perempuan, untuk berperan dan berpartisipasi
dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan poelitik, ekonomi, sosial budaya,
pendidikan, pertahanan, dan keamanan mnasional, serta kesamaan dalam
menikmati hasil yang dampaknya seimbang. Kesetaraan gender bukan berarti
bahwa perempuan dan laki-laki harus sama, melainkan memastikan bahwa
meskipun berbeda, namun keinginan, kebutuhan dan prioritas laki-laki dan
perempuan harus sama-sama diperhatikan. Dengan demikian isu gender tidak
semata-mata permasalahan perempuan, melainkan isu laki-laki dan perempuan.
Permasalahan kesetaraan ini juga seringkali dikaitkan dengan masalah hak asasi
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manusia serta dianggap sebagai pra-kondisi dan indikator untuk pembangunan

berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan konsep tersebut di atas maka, yang disebut dengan ARG adalah
anggaran yang memberi/mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal:

1. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki (dengan mempertimbangkan peran dan
hubungan gendernya) dalam memperoleh akses, manfaat (dari program
pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan
mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya;,

2. Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/peluang dalam
memilih dan menikmati hasil pembangunan.

4.11.2 Kerangka Logis

ARG bukan suatu pendekatan yvang berfokus pada klasifikasi anggaran. ARG
lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan
tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program /kegiatan
vang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender. ARG bekerja dengan cara
menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki,
dan kemudian menganalisis apakah alckasi anggaran tersebut telah menjawab
kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki.

Dalam penerapannya ARG melekat pada struktur anggaran (program,
kegiatan, dan output) yang ada dalam RKA-K/L. ARG berada pada level output
Kegiatan. Output yang dihasilkan cleh suatu Kegiatan hendaknya telah melalui
analisis gender sebelumnya. Untuk output yang terdapat isu gendernya, terdapat
perbedaan dalam tata cara pendokumentasiannya. Namun demikian, meskipun
dalam proses penyusunannya telah melalui analisis gender (antara lain
menggunakan Gender Analysis Pathway atau GAP), tidak semua output harus
responsil gender karena terdapat juga output yang netral gender, salah satu
contohnya adalah cutput Layanan Perkantoran.

4.11.3 Mekanisme Pengalokasian ARG dalam RKA-K/L

ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan
terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisa apakah alckasi
anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-
laki. Oleh karena itu ARG melekat pada struktur anggaran (program, kegiatan, dan
output) yang ada dalam RKA-K/L. Suatu output vang dihasilkan cleh kegiatan akan
mendukung pencapaian hasil (outcome) program. Hanya saja muatan
substansi/materi output yang dihasilkan tersebut dilihat dari sudut pandang

(perspektif) gender.

Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan

RKA-K/L berkenaan dengan anggaran responsif gender yaitu:

1. Penerapan ARG pada system penganggaran diletakkan pada output. Relevansi
komponen input dengan output yang akan dihasilkan harus jelas.

2. K/L. yang wajib menerapkan ARG adalah K/I. yang telah mendapatkan
pendampingan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsil Gender (PPRG)
oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan
PA).

3. Penerapan ARG fokus pada kegiatan dan output kegiatan dalam rangka:

a. penugasan prioritas pembangunan nasional;

b. pelayanan kepada masyarakat (service delivery); dan/atau

c. pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk didalamnya capacity
building, advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasi dan/atau
pengumpulan data terpilah).
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4. ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan
setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan (keadilan dan
kesetaraan gender).

5. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk
pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran
keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan
perempuan. Prinsip tersebut mempunyai arti:

a. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;

bh. ARG sebagai pola anggaran vang akan menjembatani kesenjangan status,
peran, kebutuhan dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan;

¢. ARG bukanlah dasar yang “valid” untuk meminta tambahan alokasi
anggararl,

d.Bukan berarti bahwa alckasi ARG hanya berada dalam program khusus
pemberdayaan perempuan;

e. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki — 50% perempuan untuk
setiap kegiatan;

f. Tidak harus semua kebijakan/output mendapat koreksi agar menjadi
responsif gender, namun ada juga yang netral gender.
Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yvang responsif gender

dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: (1) Analisis gender; dan (2)

penyusunan GBS.

1. Tahap Analisis Gender

Dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran agar responsif
gender, yang pertama-tama harus dilakukan adalah menganalisis adanya
isu/kesenjangan gender dalam output kegiatan. Pada proses ini diperlukan
piranti/alat untuk menganalisis gender, seperti model: Harvard, Moser, SWOT,
PROBA, GAP, dan lain sebagainya. Dalam melakukan tahap analisis gender ini,
pendampingan vang dilakukan oleh KPP dan PA menggunakan alat analisis
Gender Analysis Pathway (GAP).

Dengan telah teridentifikasinya isu/kesenjangan gender vang ada pada level
output melalui analisis gender, maka informasi yang ada kemudian dimasukkan
ke dokumen GBS.

2. Penyusunan Gender Budget Statement (GBS)

Pada saat mengajukan RKA-K/L ke Kementerian Keuangan c.q. Ditjen

Anggaran, untuk output yang responsif gender, RKA-K/L yang diajukan harus

dilampiri dengan GBS, yaitu dckumen yang menginformasikan rencana kegiatan

telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan telah dialockasikan dana pada
kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS
vang disampaikan kepada Kementerian Keuangan merupakan hasil
pendampingan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak.

Pada intinya, GBS terdiri atas komponen sebagai berikut:

a. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Cutput; rumusannya
sesuai hasil restrukturisasi program /kegiatan;

b. Tujuan Output Kegiatan; merupakan rumusan dicapainya output;

c. Analisis situasi; berisi tentang uraian ringkas yang menggambarkan
perscalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang
menghasilkan output, yang berupa data pembuka wawasan, faktor
kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta
menerangkan bahwa output/suboutput kegiatan vang akan dihasilkan
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mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pada baris ini juga
menjelaskan isu gender pada suboutput/komponen yang merupakan
bagian/tahapan dalam pencapaian output. Isu gender dilihat dengan
menggunakan 4 (empat) aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat
pada level suboutput/komponen;

d. Rencana aksi; menerangkan tentang rencana aksi yvang akan dilakukan
untuk memperkecil atau menghilangkan kesenjangan gender vang telah
teridentifikasi pada analisis situasi diatas. Tidak semua
suboutput/komponen input yang ada dicantumkan, tetapi dipilih hanya
suboutput/komponen input yang secara langsung mengubah kondisi kearah
kesetaraan gender. Jika output tersebut mempunyai suboutput, bagian ini
menerangkan tentang suboutput yang terdapat isu gendernya. Namun jika
tidak mempunyai suboutput, maka bagian ini menerangkan kompenen yvang
terdapat isu gendernya;

Besar alckasi untuk pencapaian cutputnya;

f. Dampak/hasil output kegiatan; merupakan dampak/hasil dari pencapaian
output kegiatan, dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah
kesetaraan gender vang telah diidentifikasi pada bagian analisis situasi;

g. Penanda tangan GBS adalah penanggung jawab Kegiatan.

Format GBS dan cara pengisiannya, tercantum pada Lampiran 2.

o

4.12 Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama

Pengalckasian anggaran dalam RKA-K/L untuk kegiatan-kegiatan K/L yang
dilaksanakan oleh Satker Perangkat Daerah (SKPD) melalui mekanisme
Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (T'P), mengacu pada PMK
No.248 /PMK.G7 /2010 tentang perubahan atas PMK No.156/PMK.G7 /2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
Disamping mengacu pada PMK tersebut rencana alokasi dan anggaran untuk
program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan/ditugas pembantuankan
harus memperhatikan kemampuan keuangan Negara, keseimbangan pendanaan
didaerah, dan kebutuhan pembangunan daerah. Dalam hal keseimbangan
pendanaan didaerah, K/L perlu mempertimbangkan rekomendasi tentang
keseimbangan pendanaan didaerah dalam rangka perencanaan pengalokasian dana
dekonsentrasi dan tugas pembantuan vang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.
Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan K/L yang dilaksanakan secara bersama
dengan SKPD dilakukan melalui mekanisme urusan bersama (UB) dan mengacu
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.CG7 /2009 tentang Pedoman
Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan
kemiskinan.

Ketentuan-ketentuan dalam pengalokasian anggara melalui mekanisme DK,
TP, dan UB sebagaimana tersebut di atas diatur sebagai berikut:
1. Prinsip Dasar

a. Urusan pemerintahan yang dapat di-Dekonsentrasikan atau di-Tugas
Pembantuankan dan didanai dari APBN merupakan urusan pemerintah
pusat.

b. Pendanaan Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan nonfisik, seperti
koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian. Sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang
berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya.

c. Pendanaan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan fisik, seperti
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, pengadaan peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jaringan dan kegiatan fisik lain vyang
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menghasilkan keluaran dan menambah nilai aset pemerintah. Sebagian kecil
dapat digunakan sebagai belanja penunjang pengadaan barang/jasa dan
penunjang lainnya.

d. Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahan diluar
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah,
vang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pengalokasian anggaran dengan menggunakan mekanisme DEK/TP perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L merupakan
kegiatan dari eselon I dan sesuai dengan rumusan hasil restrukturisasi
program /kegiatan, dan sepenuhnya didanai dari APBN;

b. Kegiatan vang didanai merupakan urusan pemerintah pusat;

c. Target Kinerja (jenis, volume, dan satuan output) dan besarnya alokasi
anggaran vang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD dituangkan
dengan jelas dalam RKA-K/L;

d. K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping;

e. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang
disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan
dan/atau ditugaskan;

f. Dana DK dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah
melalui K/1. kepada Gubernur;

g. Dana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan wewenang Pemerintah
melalui K/L kepada Gubernur/Bupati/Walikota;

h. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harus
memperhitungkan kebutuhan anggaran:

1) Biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD;

2) Biava operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan
yang belum dihibahkan;

3) Honorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi dan/atau
dana tugas pembantuan; dan

4) Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

i. Pengalokasian Dana DK dan Dana TP memperhatikan kemampuan
keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah (besarnya transfer ke
daerah dan kemampuan keuangan daerah), dan kebutuhan pembangunan
di daerah;

j-  Karakteristik DK
Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan ocutput yang tidak
menambah aset tetap. Kegiatan non-fisik, antara lain berupa: sinkronisasi
dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan,
penyuluhan, supervisi, penelitian dan survei, pembinaan dan pengawasan,
serta pengendalian.

Penuangan alokasi anggaran kegiatan DK diatur sebagai berikut:

1) Komponen Utama; yang bersifat non-fisik, antara lain: sinkronisasi dan
koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan,
penyuluhan, supervisi, penelitian dan survei, pembinaan dan
pengawasan, serta pengendalian. Alckasi anggarannya menggunakan
akun Belanja Barang sesuai peruntukannya.

2) Komponen Penunjang; untuk pelaksanaan tugas administrative
dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan
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penunjang lainnya, dialokasikan dengan menggunakan akun belanja
barang sesuai peruntukannya.

3) Dalam hal Komponen Penunjang digunakan untuk pengadaan barang
berupa aset tetap, pengalokasian anggarannya menggunakan akun
Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Ke
Pemerintah Daerah (526211).

k. Karakteristik TP
Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan output yang
menambah aset tetap. Kegiatan fisik, antara lain pengadaan tanah,
bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat
berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya. Sedangkan kegiatan bersifat
fisik lainnya, antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-
obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya, termasuk
barang bansos yang diserahkan kepada masyarakat, serta pemberdayaan
masyarakat.

Penuangan alokasi anggaran kegiatan Tugas Pembantuan diatur sebagai

berikut:

1) Komponen Utama; yvang bersifat fisik, antara lain: pengadaan tanah,
bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan. Alokasi
anggarannya menggunakan akun Belanja Modal sesuai peruntukannya.

2) Kompoeonen Utama; yang bersifat fisik lain, antara lain: obat-obatan,
vaksin, pengadaan bibit dan pupuk yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pemda. Alokasi anggarannya menggunakan akun Belanja
Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
(5261153).

3) Kompoenen Penunjang; untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau
pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya,
dialokasikan dengan menggunakan akun Belanja Barang sesuai
peruntukannya.

4) Dalam hal Komponen Penunjang digunakan untuk pengadaan barang
berupa aset tetap, pengalckasian anggarannya menggunakan akun
Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan Untuk
Diserahkan Ke Pemerintah Daerah {(526212).

. Pengalokasian Dana Penunjang
1) Sebagian kecil dana DK /TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang

untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input
berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap;

2) Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi serta disesuaikan dengan
karakteristik kegiatan masing-masing K /L.

m. Dalam rangka penataan pengelelaan aset-aset yang dihasilkan dari
pelaksanaan kegiatan DK/TP, maka dilakukan penyempurnaan yang
difokuskan pada penggunaan akun dalam pengalokasian anggarannya.
Penyempurnaan dimaksud  bertujuan agar memudahkan  proses
penghibahan aset dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui
SKPD.

Rincian penggunaan jenis belanja dalam kegiatan DK/TP diatur sebagai

berikut:

1) Kegiatan dalam rangka DK

Alokasi anggaran yang disediakan untuk komponen biaya penunjang,
apabila digunakan untuk pengadaan barang yang menghasilkan aset
tetap, maka pengalokasiannya (selama ini menggunakan jenis Belanja
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Modal) menggunakan jenis Belanja Barang (Belanja Barang Penunjang
Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Ke Pemerintah Daerah, kode
akun 526211).

2) Kegiatan dalam rangka TP
Alckasi anggaran yang disediakan untuk komponen utama (yang bersifat
fisik), apabila digunakan untuk hal-hal yang menghasilkan aset tetap,
pengalokasiannya menggunakan jenis Belanja Modal. Apabila digunakan
untuk hal-hal yang tidak menghasilkan aset tetap atau habis pakai
(seperti untuk pengadaan obat-obatan, vaksin, atau bibit),
pengalokasiannya menggunakan jenis Belanja Barang (Belanja Barang
Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda, kode akun
5261153).
Sedangkan alokasi anggaran yang disediakan untuk komponen biava
penunjang, apabila digunakan untuk pengadaan barang vang
menghasilkan aset tetap, maka pengalokasiannya menggunakan jenis
Belanja Barang yaitu Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan
Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah, kode akun 526212.

n. Dokumen pendukung yvang harus dilampirkan cleh SKPD harus sudah

dilengkapi pada saat penelaahan RKA-K/L;

3. Pengalokasian anggaran dengan mekanisme Urusan Bersama (UB), mengacu
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07 /2009 tentang Pedoman
Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan
kemiskinan sebagai berikut:

a. Pendanaan Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan dapat
didanai dari APBN, APBD, dan/atau didanai bersama APBN dan APBD.

b. Dalam hal Program Penanggulangan Kemiskinan didanai bersama,
pendanaan vang bersumber dari APBN dialckasikan melalui BA
Kementerian/Lembaga dalam bentuk DUB dan pendanaan yang bersumber
dari APBD dialokasikan melalui SKPD dalam bentuk DDUB.

c. Pendanaan dilakukan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak yvang
dituangkan dalam naskah perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintahan
Daerah.

d. Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan
Kemiskinan ditujukan untuk kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan
berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang
bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas
kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan vang
didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Kelompok
Program Penanggulangan Kemiskinan dimaksud, dirinci dalam bentuk
kegiatan yang komponen bantuan langsung masyarakatnya adalah belanja
bantuan sosial.

e. Pengelolaan DUB dan DDUB dilakukan dengan prinsip tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan
kemiskinan dalam bentuk Dana Urusan Bersama (DUB) dan Dana Daerah
untuk Urusan Bersama (DDUB) hanya berlaku untuk program PNPM Mandiri
Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan vang disalurkan berupa Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) dalam jenis belanja bantuan sosial;

g. Program/Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang akan didanai dari APBN
wajib mengacu pada RKP dan dituangkan dalam Renja-KL;
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h. Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah menandatangani naskah
perjanjian penyelenggaraan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk
Program Penanggulangan Kemiskinan paling lambat minggu pertama bulan
Desember atau setelah ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Rincian
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.

4.13. Pengalokasian Anggaran Swakelola

Langkah penyajian informasi terkait cara pelaksanaan suatu kegiatan secara

swakelola adalah sebagai berikut:

1.

Swakelola

Yang dimaksud dengan swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa

dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri cleh

K/L sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau

kelompok masyarakat.

Pekerjaan yang dapat diswakelolakan meliputi:

1. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau
memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai
dengan tugas pokok K/L;

2. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi
langsung masyarakat setempat;

3. Pekerjaan vang dilihat dari sisi besaran, sifat, lckasi atau pembiayaannya
tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;

4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih
dahulu schingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan
menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar;

5. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau
penyuluhan;

6. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survey yang bersifat
khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat
dilaksanakan olen penyedia barang/jasa;

7. Pekerjaan survey, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah,
pengujian dilaboratorium dan pengembangan sistem tertentu;

8. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L bersangkutan;

9. Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;

10.Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau

11.0%kerjaan peupenmibanpanr bedusni perlabensm,  indosioi dulsiste da
st ahnatsos alaTo e
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2) Honorarium untuk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan yang menunjang
secara langsung dalam pencapaian output dimasukkan dalam Akun
Belanja Barang Non-Operasional (kelompok akun 3212), belanja
honor yang terkait dengan output kegiatan (akun 521213);

3) Bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan meliputi Alat Tulis Kantor
(ATK), Konsumsi/Bahan Makanan, Bahan Cetakan, Spanduk, dan
Fotokopi dimasukkan dalam Akun Belanja Bahan (akun 521211);
dan

4) Perjalanan Dinas memanggil/memulangkan peserta diklat masuk
dalam Akun Belanja Perjalanan Biasa (akun 524111).

b. Pengalokasian anggaran untuk Kkegiatan yang sifatnya non fisik
menggunakan jenis belanja Bantuan Sosial dan/atau Belanja Barang.
Contoh Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan rincian
akun belanja berikut:

1) Heonorarium untuk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan yang menunjang
secara langsung dalam pencapaian output dimasukkan dalam
kelompok akun Belanja Barang Non-Operasional (kelompok akun
5212);

2) Bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan meliputi Alat Tulis Kantor
(ATK), Konsumsi/bahan makanan, bahan cetakan, spanduk, dan
fotokopi dimasukkan dalam Akun Belanja Bahan (akun 521211);

3) Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka pembinaan dan pengawasan
masuk dalam Akun Belanja Perjalanan Biasa (akun 524111); dan

4) Pemberian bantuan operasicnal sekolah dimasukkan dalam Akun
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang
(akun 572111).

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya fisik dimasukkan

dalam belanja modal. Guna menyesuaikan dengan norma akuntansi yaitu

azas full disclosure untuk masing-masing Jenis Belanja modal dirinci lebih
lanjut sesuai peruntukannya. Misalnya Belanja Modal Tanah dibagi menjadi

Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Pembebasan Tanah, Belanja Modal

Pembayaran Honor Tim Tanah, Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah,

Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah, Belanja Modal Biaya

Pengukuran Tanah, Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah. Rincian

tersebut sama untuk semua Belanja Modal sesuai ketentuan pada Bagan

Akun Standar.

2. Dilaksanakan oleh Instansi Lain

Adalah pekerjaan vang direncanakan dan diawasi oleh K/L, sedangkan

pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah lain bukan

penanggung jawab anggaran.

Dalam hal terdapat kompenen/output yang dilaksanakan oleh instansi lain

maka pengalokasian anggarannya dapat menggunakan 1 (satu) akun

belanja (Belanja jasa lainnya (522191)).

3. Dilaksanakan oleh kelompok masyarakat

Adalah pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh

kelompok masyarakat. Sedangkan K/L penanggung jawab anggaran adalah

menentukan sasaran yvang akan dicapai. Dalam kriteria ini, pekerjaan
utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (disubkontrakkan) dari
kelompok masyarakat pelaksana pekerjaan.

Dalam hal terdapat komponen/output yang dilaksanakan oleh kelompck
masyarakat, maka pengalokasian anggarannya dapat menggunakan 1 (satu)

akun belanja (Belanja jasa lainnya (522191)).
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2. Pengalokasian Kontrak

Sesuai dengan amanat Perpres No. 54 Tahun 2010 dan aturan-aturan
perubahannya, dalam rangka melaksanakan prinsip good governance dan clean
government, maka K/L harus menerapakan prinsip-prinsip akuntabiltas dan
pengelolaan SDM secara efisien, tidak memihak dan menjamin terjadinya
interaksi sosial dan ekonomi antara pemerintah dan stakeholder dan
pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan pemerintah.

Penerapan prinsip, etika dan tata cara dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah harus berpedoman kepada Perpres No. 54 Tahun 2010 dan aturan-
aturan perubahannya. Sedangkan tata cara pencantumannya dalam RKA-K/L
harus menjelaskan bahwa pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan dengan
cara kontraktual ataupun swakelola.

4.14. Pengalokasian Anggaran Terkait Kontrak Tahun Jamak

Dalam Pasal 52 ayat (2) Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/jasa Pemerintah dan aturan-aturan perubahannya, kontrak tahun jamak
merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu)
Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan:

a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai
kontraknya sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi
kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara,
makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan
pengadaan jasa cleaning service.

b. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya di atas Rp.10.006.000.00G,00
(sepuluh  miliar rupiah) dan kegiatan yang nilainya sampai dengan
Rp.10.000.C00.000,00 (sepuluhh miliar rupiah) untuk kegiatan yang tidak
termasuk sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Tata cara pengajuan/persetujuan kontrak tahun jamak pengadaan
barang/jasa Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (multi years contract)
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengajuan usul persetujuan
kontrak tahun jamak oleh K/L disampaikan bersamaan dengan penyampaian RKA-
K/L ke Kementerian Keuangan.

Dalam proses penyusunan RKA-K/L, pengalokasian anggaran pekerjaan yang
termasuk kategori tahun jamak, diatur sebagai berikut:

1. Pada tahun pertama pengalokasian, dilakukan melalui mekanisme inisiatif baru,
dan pengalokasian anggarannya dilakukan dengan mencantumkan kebutuhan
dana untuk membiayai paket/kegiatan yang akan dilakukan pada tahun
pertama beserta prakiraan majunya.

2. Pengalokasian pada tahun kedua dan selanjutnya, dilakukan melalui
mekanisme perbaikan angka dasar (baseline) terhadap prakiraan maju yang
dicantumkan pada tahun sebelumnya. Perbaikan ini meliputi perbaikan volume
output dan kemponen. Perbaikan angka dasar ini dibatasi oleh alokasi anggaran
yvang telah ditetapkan.

5. Hal-hal Baru dan/atau Yang Disempurnakan

5.1 Penataan Arsitektur Program (Logic Model) dalam Evaluasi Kinerja RKA-K/L
Sehubungan dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan politik nasional,

regional, dan global terakhir ini serta semakin tingginya tuntutan masyarakat atas

transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program, maka pengambilan kebijakan
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dibidang anggaran negara mutlak memerlukan informasi yang komprehensif dan
valid sehingga tidak lagi cukup hanya di-supply dengan informasi as usual yang
terfokus sebatas tingkat penyerapan anggaran saja, namun lebih berorientasi pada
outcome sehingga berbagai informasi penting vang dibutuhkan dalam pengambilan
kebijakan dibidang anggaran dapat tersedia secara utuh, namun saat ini RKA-K/L
sebagai bentuk dcokumen perencanaan dan penganggaran program yang akan
dilaksanakan oleh masing-masing unit penanggungjawab program pada

Kementerian/Lembaga belum bisa menggambarkan informasi kinerja program yang

logis untuk dapat diukur dan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada

masyarakat.

Ketiadaan informasi kinerja tersebut juga menjadikan kendala bagi para
penanggungjawab program atau para analis untuk melakukan evaluasi kinerja atas
pelaksanaan RKA-KL sebagaimana diamanatkan dalam PMK No. 249/2011, yvang
meliputi 3 (tiga) aspek:

a. aspek implementasi yaitu evaluasi dalam rangka menghasilkan informasi
capaian kinerja kegiatan untuk menghasilkan keluaran dari suatu program;

b. aspek manfaat yaitu evalusi dalam rangka menghasilkan informasi perubahan
yvang terjadi di masyakarat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima
manfaat atas hasil dari suatu program; dan

c. aspek konteks yaitu evaluasi dalam rangka menghasilkan informasi mengenai
relevansi program yang dilaksanakan dengan dinamika sosial dan ekonomi,

karena RKA-K/L belum dapat menyajikan informasi relevansi program dengan
permasalahan/situasi yang dihadapi masyarakat, cutcome maupun output yvang
terukur, serta relevansi antara output dengan cutcome, maka untuk membantu
proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi diperlukan adanya penataan
arsitektur dan informasi kinerja (ADIK) program (logic model] dan ketepatan
pemilihan indikator kinerja yang akan dituangkan dalam RKA-K/L agar
memudahkan dalam pengukuranya baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

ADIK Program (Logic Model) adalah gambaran ringkas mengenai suatu
program sebagai respon/tanggapan terhadap suatu situasi/permasalahan/
kebutuhan pemangku kepentingan dengan menunjukan hubungan logis antara
sumber daya (input) yang digunakan, kegiatan yang dilaksanakan, keluaran
(output) vang dihasilkan dan manfaat atau perubahan yang diinginkan atau
dihasilkan (outcome) dengan adanya program tersebut. Penataan ADIK Program
{(Logic Model) bukanlah membuat suatu jenis dokumen baru, atau menambah
berbagai dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selama ini
sudah ada, ADIK Program bertujuan untuk mempertajam isi RKA-K/L guna
menghasilkan cara pandang yang ringkas atas suatu program agar dapat terlihat
dari perspektif yang utuh, terlihat jelas relevansinya, dan mudah dimengerti oleh
semua pemangku kepentingan. Penataan ADIK Program (Logic Model) diharapkan
sudah dimulai dalam penyusunan RKA-K/L. dan pembuatan Kerangka Acuan Kerja
(KAK/TOR) atas inistial baru pada tahun anggaran 2014, untuk itu sebagai
panduannya telah disediakan dalam aplikasi e-monev anggaran berbasis web yang
dapat diakses oleh seluruh unit para penanggungjawab program dari masing-
masing Kementerian/Lembaga.

5.2 Penerapan Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Keluaran

Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
selaku pengelola fiskal (chief financial officer) sebagai acuan perhitungan kebutuhan
anggaran dalam penyusunan RKA-K/L. Bentuk standar biaya terdiri dari standar
biaya masukan (SBM) dan standar biaya keluaran (SBK). SBM merupakan satuan
biaya input yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (output).
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Sementara SBK merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan
keluaran (output). Sebagai salah satu instrumen dalam penyusunan RKA-K/L,
standar biaya harus dipahami dengan baik untuk selanjutnya diterapkan dalam
penghitungan kebutuhan anggaran vyang wajar, rasional, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

A. Standar Biaya Masukan (SBM)
1. Ruang lingkup SBM
Berdasarkan ruang lingkupnya, SBM terdiri dari:
a. SBM yang berlaku pada beberapa/seluruh kementerian negaraflembaga
b. SBM yang berlaku pada satu kementerian negara/lembaga.
SBM vyang berlaku pada beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga
merupakan satuan biaya vang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L oleh
seluruh/beberapa kementerian negara/lembaga yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan. Contoh bentuk SBM jenis ini adalah satuan
biaya yang tercantum dalam PMK SBM yang ditetapkan setiap tahun.
Sementara SBM yang berlaku pada satu kementerian negara/lembaga adalah
satuan biaya yang digunakan oleh kementerian negara/lembaga tertentu
dalam penyusunan RKA-K/L yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri
Keuangan atau persetujuan Menteri Keuangan.
SBM jenis ini ditetapkan/disetujui oleh Menteri Keuangan karena satuan
biaya tersebut tidak tercantum dalam PMK SBM yang ditetapkan setiap tahun.
Oleh karena itu, terhadap satuan biaya tersebut, kementerian/lembaga dapat
mengusulkan satuan biaya bersangkutan kepada Menteri Keuangan untuk
ditetapkan sebagai SBM. Adapun satuan biaya yang dapat diusulkan untuk
ditetapkan menjadi SBM harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu
b. adanya  kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh kementerian
negara/lembaga
c. pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di daerah terpencil, daerah
perbatasan, dan pulau terluar; dan/atau
d. penyelenggaraan kegiatan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
2. Fungsi SBM dalam Penyusunan RKA-K/L
Dalam penyusunan RKA-K/L, SBM berfungsi sebagai :
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui atas satuan biaya
berkenaan.
b.alat review baseline yang berarti standar biaya digunakan untuk
menghitung alokasi kebutuhan besaran biaya komponen keluaran (output)
sebagai bahan penyusunan pagu indikatif.
Centeh:
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk provinsi DKI
Jakarta per-hari adalah Rpl0,- (sepuluh rupiah) maka satuan biaya yang
dicantumkan dalam RKA-K/L dan digunakan dalam pelaksanaan anggaran
paling tinggi sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah).
Selain berfungsi dalam penyusunan RKA-K/L, SBM dalam pelaksanaan
anggaran berfuiingsi sebagai batas tertinggi untuk SBM vang dikelompokkan
dalam Lampiran I yang sebagian besar terdiri dari honcrarium, uang harian,
dan yang terkait dengan tambahan penghasilan lainnya bagi pejabat/pegawai
negeri. Sedangkan untuk SBM vang dikelompokkan dalam Lampiran 11 yang
terdiri harga barang dan jasa yang terdapat di pasar berfungsi sebagai estimasi
yvang berarti dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui besarannya dengan
ketentuan sebagai berikut :
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a. sesuai harga pasar

b. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

c. tersedia alokasi anggarannya, dan

d. mempertimbangkan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Contoh:

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan, besaran

standar biaya pengadaan pakaian dinas pegawai adalah sebesar Rpl0O,-

(sepuluh rupiah). Pada saat pelaksanaan anggaran, ternyata harga pasar yang

paling ekonomis adalah sebesar Rpll,- (sebelas rupiah), maka proses

pengadaan pakaian dinas diperkenankan dengan harga Rpll,- (sebelas
rupiah) sepanjang telah memenuhi prinsip ekenomis, efisiensi dan efektifitas,
ketersediaan alokasi anggaran dan proses pengadaannya dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila harga pasar

Rp9,- (sembilan rupiah) maka pengadaan dilaksanakan dengan harga Rp9,-

(sembilan rupiah) sebagai upaya kementerian negara/lembaga untuk

melaksanakan efisiensi anggaran.

. Penggunaan Satuan Biaya Diluar SBM Dalam Penyusunan RKA-K/L

Dalam  penyusunan RKA-K/L, kementerian negara/lembaga dapat

menggunakan satuan biaya masukan lainnya yang tercantum tidak dalam

PMK SBM dengan didasarkan antara lain pada :

a. harga pasar dari satuan biaya berkenaan

b. satuan harga tersebut ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/instansi
teknis yang berwenang

Terhadap penggunaan SBM lain tersebut, kementerian negara/lembaga

bertanggung jawab atas kesesuaian dan kebenaran formal serta material atas

satuan biaya masukan lainnya dimaksud dan tidak perlu lagi melampirkan
surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) atas penggunaan satuan biaya
masukan lain dimaksud.

Namun demikian, penggunaan satuan biaya masukan lain tersebut tidak

berlaku untuk satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas

bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan non pegawai negeri yang dipekerjakan
dalam rangka melaksanakan tugas rutin kementerian mnegara/lembaga.

Penggunaan satuan biaya masukan lain yang menambah penghasilan

dan/atau fasilitas bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan nen pegawai negeri

vang dipekerjakan dalam rangka melaksanakan tugas rutin kementerian
negara/lembaga harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
. Penerapan Standar Biava Masukan pada Satuan Kerja BLU Dalam

Penyusunan RKA-K/L

Dalam rangka penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) sebagai salah

satu doekumen penyusunan RKA-K/L, pemimpin satuan kerja badan layanan

umum dapat menetapkan Standar Biaya Masukan. Penctapan Standar Biaya

Masukan oleh pemimpin satuan kerja badan layanan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. standar biayva masukan tersebut digunakan untuk kegiatan yvang sumber
dananya berasal dari penerimaan negara bukan pajak badan layanan
umum;

b. standar biaya masukan tersebut merupakan komponen biaya dari tarif
layanan, dan

c. mempertimbangkan harga pasar dari satuan biaya berkenaan.

Satuan biaya bagi satuan kerja badan layanan umum berupa:
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a. satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas di luar
komponen remunerasi bagi dewan pengawas, pejabat pengelela, dan
pegawai satuan kerja badan layanan umum; dan

b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri,

mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya yang

berlaku.

Standar Biaya Masukan untuk kegiatan yang sumber dananya tidak berasal

dari penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum, mengacu pada

ketentuan pedoman Standar Biaya Masukan yang berlaku (saat ini PMK

Nomeor 71/PMK.02/2013).

95.Hal-Hal Lain Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan RKA-K/L terkait

SBM
Salah satu kebijakan yvang menjamin terlaksananya pengelolaan keuangan
yvang lebih efisien adalah kebijakan single remuneration system. Sejalan dengan
hal tersebut, penerapan pemberian satuan biaya honorarium perlu ditegaskan
pengaturannya antara lain diberikan karena pelaksanaan tugas tambahan
dan/atau diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan
secara selektif.

Berkaitan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan, pembentukan tim

pelaksana kegiatan yang dapat diberikan honorarium, harus memenuhi

seluruh kriteria sebagai berikut:

a. mempunyai keluaran (outpuf) yang jelas dan terukur;

b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I
lainnya;

c. bersifat temporer yang pelaksanaannya perlu diprioritaskan;

d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat
negara/pegawai negeri disamping tugas fungsinya sehari-hari; dan

e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut,

kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan

efektivitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi
suatu unit organisasi.

Dalam rangka penerapan kebijakan single remuneration system, keikutsertaan

pejabat negara/pegawai negeri dalam tim pelaksana kegiatan/tim sekretariat

tidak dibatasi namun pemberian honorariumnya diatur dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Pejabat Eseclon 1/II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima
honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) kementerian negara/lembaga yang bersangkutan paling banyak
untuk 2 (dua) tim pelaksana kegiatan;

b. Pejabat Eselon III/IV, dan pejabat fungsional serta pelaksana setiap
bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber
dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/flembaga
vang bersangkutan paling banyvak untuk 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan.

Selain itu, kementerian negara/lembaga dalam melaksanaan ketentuan

Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran

sebagai berikut:

a. Pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas
Dalam penyusunan RKA-K/L, kementerian negara/lembaga harus
melakukan manajemen perjalanan dinas sehingga perjalanan dinas yvang
dialokasikan adalah benar-benar diperlukan dalam rangka pencapaian
output dan dilakukan secara selektif dan efisien.
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b. Pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor
Sejalan dengan langkah pemerintah untuk melakukan penghematan
anggaran, kementerian negara/lembaga harus membatasi dan melakukan
pengendalian penyelenggaraan rapat di luar kantor baik di dalam kota
maupun di luar kota. Penyelenggaraan rapat di luar kantor hanya dilakukan
untuk pelaksanaan kegiatan yang sangat penting dan membutuhkan
koordinasi dengan pihak/instansi lain (minimal eselon I lain).

c. Penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif
penyediaan kendaraan operasional.
Agar kementerian negara/lembaga dapat fokus pada tugas dan fungsinya,
secara bertahap akan diterapkan mekanisme sewa kendaraan operasional
sebagai alternatif pengadaan kendaraan. Namun demikian, penerapan sewa
kendaraan akan dilakukan setelah ketentuan yang mengatur hal tersebut
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

B.Standar Biaya Keluaran (SBK)

Untuk mewujudkan penganggaran berbasis kinerja (PBK), sistem penganggaran
diimplementasikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-K/L) terdiri dari program, kegiatan, dan keluaran (output).
Kontrak kinerja masing-masing kementerian negara/lembaga diukur pada
tataran keluaran kegiatan. Pendekatan PBK diterapkan dengan cara mengubah
pela penganggaran dari berbasis masukan (input based) ke basis keluaran (output
based) dan hasis hasil (outcome based). Sejalan dengan hal itu, kebijakan SBK
vang difungsikan sebagai tulang punggung penerapan PBK juga mengalami
beberapa perubahan, antara lain sebagai berikut:

— pengalckasian anggaran berdasarkan rencana pencapaian keluaran
(output)/ sub keluaran (sub output) kegiatan yang mempunyai keterkaitan
dengan pelaksanaan tugas fungsi satuan kerja vang melekat pada struktur
organisasi kementerian negara/lembaga (money follow function);

— fleksibilitas dalam memilih sumber daya guna mencapai efisiensi dengan
tetap menjaga akuntabilitas (let the manager manage);

— orientasi pada capaian keluaran sesuai hasil yang diinginkan (output and
outcome oriented); dan

— fokus pada maksimalisasi hasil atas penggunaan dana.

1. Bentuk dan Level Penyusunan SBK

Bentuk SBK terbagi menjadi 2 vaitu:

a. indeks biaya keluaran merupakan SBK untuk menghasilkan satu volume

keluaran (output).

b. total biaya keluaran merupakan SBKuntuk menghasilkan total volume

keluaran (output).

Penyusunan SBK dilakukan pada level keluaran (output) ataw sub keluaran

{sub output) yang menjadi tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

Dalam menyusun SBK, kementerian negara/lembaga wajib menggunakan

SBM vang berlaku dan bertanggung jawab atas kesesuaian dan kebenaran

formal dan material terhadap penggunaan SBM berkenaan.

2. Fungsi SBK dalam Penyusunan RKA-K/L

Dalam penyusunan RKA-K/L, SBK berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yvang besarannya tidak dapat dilampaui untuk output/sub

output herkenaan

b. referensi penyusunan prakiraan maju

c. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga; dan/atau
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d. referensi penyusunan SBK untuk keluaran (oufput) secjenis pada
kementerian negara/ lembaga yang berbeda referensi penyusunan SBK
untuk keluaran (output) sejenis pada kementerian negara/ lembaga yang
berbeda.

Dalam pelaksanaan anggaran, SBK berfungsi sebagai estimasi yang

merupakan prakiraan besaran biaya vang dapat dilampaui, antara lain karena

perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya vang
dipengaruhi harga pasar.

Atas output/sub output yang sudah ditetapkan SBK-nya harus digunakan

dalam penyusunan RKA-K/L paling tinggi sebesar besaran biaya

output/suboutput pada PMK SBK dimaksud. SBK yang sudah ditetapkan
akan menjadi referensi dalam Aplikasi RKA-K/L sehingga pada saat menyusun
biaya output tersebut, kementerian negara/lembaga cukup mengambil biaya
dari referensi SBK dimaksud yang juga berisi detil biaya output dimaksud.

3. Penerapan SBK pada Satuan Kerja BLLU Dalam Penyusunan RKA-K/L

Dalam rangka penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) sebagai salah

satu dekumen penyusunan RKA-K/L, pemimpin satuan kerja badan layanan

umum dapat menyusun SBK untuk alokasi anggaran vang bersumber dari
penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum dan mengusulkannya
kepada menteri/ pimpinan lembaga.

Usulan SBK satuan kerja BLU disampaikan kepada Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, Kementerian Keuangan untuk ditelaah dan ditetapkan

menjadi SBK. Pada saat penyusunan RKA-K/L, SBK Satker BLU yang telah

ditetapkan menjadi dasar penyusunan output/sub output kementerian
negara/lembaga berkenaan.

C.Standar Struktur Biaya
Standar Struktur Biaya merupakan salah satu alat untuk mendukung efisiensi
alokasi biaya dalam penyusunan REKA-K/L melalui penilaian kewajaran
kompoesisi biaya tertentu dari suatu keluaran (output)/ kegiatan/program
tertentu yang berupa batasan besaran atau persentase tertentu.
Standar Struktur Biaya diterapkan untuk jenis keluaran (output} tertentu yang
batasan-batasannya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing keluaran
(output)/sub keluaran (sub output) tersebut. Dengan pencrapan Standar Struktur
Biaya diharapkan proporsionalitas komposisi biaya atas suatu keluaran (output)
sgjenis/serumpun dapat lebih terjamin, yang diharapkan akan dapat
menvederhanakan proses penelaahan RKA-K/L. Penerapan standar struktur
biaya dalam penyusunan RKA-K/L akan mulai dilakukan setelah terdapat
ketentuan yang mengatur jenis dan besaran standar struktur biaya berkenaan.
1. Bentuk Standar Struktur Biaya
Bentuk Standar Struktur Biaya antara lain berupa batasan besaran atau
persentase dari:
a. total biaya pendukung terhadap total biaya dalam suatu  keluaran
{output)/kegiatan/program tertentu;
b.unsur biaya tertentu terhadap total biaya pendukung dalam keluaran
{output)/kegiatan/program tertentu; dan
C. unsur biaya tertentu terhadap total biaya keluaran
{output)/kegiatan/program tertentu.
2. Fungsi Standar Struktur Biaya dalam Penyusunan RKA-K/L
Standar struktur biaya digunakan sebagai acuan bagi kementerian
negara/lembaga dalam menyusun komposisi pembiayaan suatu keluaran
(output)/kegiatan /program tertentu dalam penyusunan RKA-K/L dan sebagai
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salah satu alat penelaahan untuk menilai kewajaran pembiayaan atas suatu
keluaran (output)/kegiatan/program yang sejenis/serumpun. Dalam tahap
pelaksanaan anggaran, Standar Struktur Biaya tetap berlaku sebagai acuan.

. Penerapan Standar Struktur Biaya dalam Penyusunan RKA-K/L
Pada tahap awal, penecrapan Standar Struktur Biaya akan dilakukan pada
level keluaran (output). Penctapan besaran Standar Struktur Biaya merujuk
pada jenis keluaran (outpuf) dalam RKA-K/L yang dikelompokkan sebagai
berikut:
a.Keluaran (output) Barang, yvang terdiri dari:

1) Keluaran {output) barang infrastruktur, yaitu keluaran (output) kegiatan
yvang merupakan barang berwujud dan atau berupa jaringan yang
diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik agar perekonomian
dapat berfungsi dengan baik.

Contoh: jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, dan

secbagainya.

2) Keluaran (output) barang non infrastruktur, yaitu keluaran (output)
kegiatan yang merupakan barang baik berwujud maupun tidak berwujud
yvang tidak berupa jaringan yang bukan termasuk barang infrastruktur.
Contoh: kendaraan, software aplikasi dan sebagainya.

b.Keluaran (output) Jasa, yang terdiri dari:

1) Keluaran (output) jasa regulasi/birckrasi, yaitu keluaran foutput) yang
dihasilkan dari suatu kegiatan dalam rangka pembuatan peraturan atau
pendukung administrasi birokrasi. Bentuk keluaran (output) tersebut
dapat berupa norma, standar, dan lain-lain.

Contoh: undang-undang, peraturan menteri, dan sebagainya.

2) Keluaran (output) jasa layanan yvaitu keluaran foutput) dari suatu kegiatan
yvang merupakan layanan dari suatu instansi pemerintah. Contoh: SP2D,
layanan BOS, dan sebagainya.

Contoh penerapan Standar Struktur Biaya merujuk pada batasan
komposisi biaya yang ditetapkan sesuai jenis dan karakteristik keluaran

(output) tertentu adalah sebagai berikut:

a) Pengaturan batasan persentase biaya pendukung yang diizinkan
Dalam penyusunan anggaran, komponen biaya dibedakan menjadi 2
(dua) jenis kelompok, yaitu:
¥ Biaya Utama adalah komponen biaya berkaitan langsung kebijakan

pencapaian suatu keluaran (output) tertentu.
¥ Biaya Pendukung adalah komponen biaya yang mendukung
pencapaian suatu keluaran (output) tertentu.
Dalam pembiayaan suatu keluaran (output), sebagian besar biaya yang
timbul adalah biaya utama. Biava pendukung seharusnya nilainyva
dibatasi tidak melebihi biaya utama. Penyusunan biaya suatu keluaran
(output) tertentu diperlukan ketelitian dalam mengkategorikan biaya
utama atau biaya pendukung.

b) Pengaturan batasan persentase biaya perjalanan dinas/konsinyering
Perjalanan dinas/konsinyering harus diperhatikan tingkat
keperluannya dalam pencapaian keluaran (output) yang bersangkutan.

c) Pengaturan batasan persentase honor yang dizinkan
Seiring dengan konsep single remuneration system, besaran remunerasi
yang diberikan telah memperhitungkan semua keluaran (outpuf) vang
akan dihasilkan. Konsekuensinya, alockasi honorarium untuk
pembiayaan suatu keluaran (output) seharusnya tidak diperlukan lagi.
Pembatasan alokasi honor merupakan langkah awal guna mendukung
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1. Perubadiean Stadan Hheuk o Biava dalain Pelaksaiiaann ATigesE1l
Apabila dalam  pelaksanaan anggaran diperikan peribahan komposisi
struktur biaya, kementerian negara/lembaga dapat melakukan perubahan
sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan vang mengatur mengenai revisi anggaran dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. perubahan dimaksud benar-benar diperlukan untuk menjamin capaian

kinerja kementerian negara/flembaga berkenaan;

b. mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitas.

Kebijakan terkait standar biaya baik standar biaya masukan, standar biaya

keluaran dan standar struktur biaya mengacu pada PMK Standar Biava yang
berlaku.

6. Daftar Istilah

a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara vang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat DHP RKA-K/L adalah
dokumen yang berisi rangkuman RKA-K/L per program dalam suatu K/L
yvang telah ditetapkan dari proses penclaahan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan dalam satu program.

. Keluaran (cutput) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu

kegiatan vang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan
tujuan program dan kebijakan.

Kementerian Negara yang selanjutnya disingkat Kementerian, adalah
perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan.

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil
dari suatu program dengan kualitas dan kualitas terukur.

. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain

pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indenesia Tahun 1945
atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada
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Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-K/ L.
Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga, yang seclanjutnya disebut Pagu
Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran vang dialokasikan kepada
Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.
Alckasi Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Alokasi
Anggaran K/, adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang
dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan
Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan
Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR.
. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, vang selanjutnya
disingkat RKA-K/L, adalah dckumen rencana keuangan tahunan
Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian  Anggaran
Kementerian/Lembaga.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

TATA CARA PENELAAHAN RKA-K/L

Penelaahan dokumen RKA-K/L yang merupakan dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian
Negara/Lembaga (K/L) dilakukan sesuai dengan amanat dalam PP Nomor 90 tahun
2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Dalam pasal 10 PP Nomor 90 tahun 2010
diatur bahwa RKA-K/L sebagai bahan penyusunan RUU tentang APBN setelah
terlebih dahulu ditelaah dalam forum penelaahan antara K/L dengan Kementerian
Keuangan dan Kementerian Perencanaan. Penelaahan dockumen RKA-K/L tersebut
dimaksudkan untuk memastikan bahwa :

a. Rencana kinerja yang dituangkan dalam RKA-K/L konsisten dengan yang
tertuang dalam RKP;

b. Untuk mencapai rencana kinerja tersebut dialokasikan dana yang efisien dalam
tataran perencanaan,

c. Dalam pengalokasiannya telah mengikuti ketentuan penerapan penganggaran
terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka
menengah.

Dengan demikian, rencana kinerja yang tertuang dalam RKA-K/L merupakan

rencana kinerja K/L untuk memenuhi tugas dan fungsinya sesuai kebijakan

pemerintah dan dalam perencanaannya dialokasikan secara efisien.

Penelaahan dokumen RKA-K/L dilakukan dengan 2 (dua) metode sebagai
berikut:

a. Penelaahan Tatap Muka
Penelaahan tatap muka merupakan penelaahan yang dilakukan secara
bersama-sama oleh pihak-pihak yang melaksanakan penelaahan (Kementerian
Keuangan, K/L, dan Kementerian Perencanaan) berada di Kementerian
Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.

b. Penelaahan Online
Penelaahan Online merupakan penclaahan elektronik menggunakan media
internet, dimana pihak-pihak yang melaksanakan penelaahan (Kementerian
Keuangan, K/L dan Kementerian Perencanaan) berada di tempat tugasnya
masing-masing.

1. Persiapan Penelaahan RKA-K/L
Sebelum melakukan penelaahan RKA-K/L, hal-hal yang perlu dipersiapkan
dan dipahami terlebih dahulu adalah:

1.1 Hal-hal Baru dalam Penelahaan RKA-K/L
Dalam penelaahan RKA-K/L terdapat beberapa hal baru yang harus
diperhatikan, yaitu:
1. ADK RKA-K/L yang diserahkan terlebih dahulu divalidasi oleh DJA.
2. Dokumen penelaahan meliputi:

a. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga

atau pejabat yang ditunjuk;

b. Surat Pernyataan pejabat eselon [ atau pejabat lain yang memiliki
alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program;
RKA-K/L yang telah diteliti;

. Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/Eselon I;
RKA Satker; dan
Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L.

N I =N}
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3. Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran melakukan
penelaahan yang berfokus pada:
a. kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L. yang
ditetapkan Menteri Keuangan;

b. kesesuaian antara Kegiatan, Keluaran dan anggarannya; dan
c. relevansi Komponen/Tahapan dengan Keluaran,;

4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan
peneclaahan vang berfokus konsistensi sasaran kinerja dalam RKP dengan
RKA-K/L, serta (jika ada) meneliti kualitas GBS;

5. Kementerian Keuangan c.q DJA tidak lagi melakukan penelaahan hingga ke
level detil atau item biaya, penelaahan difokuskan pada kinerja yang akan
dicapai oleh K/L;

6. Tidak terdapat lagi pemblokiran atas alokasi anggaran.

1.2 Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Penelaahan RKA-K/L beserta Tugas-
Perannva
1. Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan c¢.q DJA sebagai koordinator dalam proses
penelaahan memiliki tugas:
a. Menyusun jadwal penelaahan dan mengirimkan undangan penelaahan
kepada Kementerian Perencanaan dan K/L.
b. Mengunggah ADK RKA-K/L untuk memvalidasi (by system).
c. Dalam proses penelaahan, DJA meneliti :
1) kelengkapan dokumen penelaahan;

2) kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L. yang
ditetapkan Menteri Keuangan;

3) kesesuaian antara Kegiatan, Keluaran dan anggarannya;
4) relevansi Komponen/tahapan dengan Keluaran; dan
S) prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan.

2. Kementerian Perencanaan
Dalam rangka penelaahan, tugas Kementerian Perencanaan adalah:
a. Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelaahan.
b. Menjaga konsistensi sasaran Kinerja K/L meliputi volume Keluaran dan
Indikator Kinerja Kegiatan RKA-IK/L dengan RKP.
c. Meneliti kualitas GBS (jika ada).
3. Kementerian Negara/l.embaga
Dalam rangka penelaahan, tugas K/L adalah:
a. Mengikuti jadwal penvusunan serta penelaahan yang disusun oleh DJA.
b. Menyiapkan dokumen-dockumen yang dibutuhkan dalam proses
penelaahan.
c¢. Memastikan penelaah yang akan mengikuti penelaahan.

1.3 Dcokumen Yang Harus Dipersiapkan Dalam Penelaahan RKA-K/L
1. Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan sebagai penclaah harus menyiapkan instrumen
peneclaahan yang akan menjadi acuan ketika meneliti dokumen RKA-K/L.
hal-hal yang harus disiapkan yaitu:
a. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran K/L;
b. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan RKA-K/L;


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.905 134

T lLu -
RKA-K/L yang disampaikan K/L;
Hasil reviu angka dasar;
Peraturan-peraturan terkait pengalokasian anggaran;
Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan,;
. Hasil kesepakatan Trilateral Meeting.
ementerian Perencanaan
Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan,;
Hasil kesepakatan Trilateral Meeting berkenaan dengan kegiatan
prioritas nasional dan prioritas bidang yang menginformasikan sasaran
kinerja yang akan dicapai;
c. Hasil pembahasan proposal anggaran Inisiatif Baru yvang disetujui (jika
adal);
d. GBS (jika ada).
Kementerian/Lembaga
K/L dalam rangka Penelaahan RKA-K/L dengan Kementerian Keuangan
menyiapkan:
Surat tugas penelaahan;
RKA-K/L yang telah diteliti oleh API K/ dan Biro Perencanaan K/L;
RKA Satker;
Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/Eselon I;
Target dan pagu PNBP (jika ada);
GBS (jika ada); dan
Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L.

TR EE@ oA

R0 A0 T

1.4 Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penelaahan RKA-K/L

1.

Kelengkapan dokumen penelaahan

Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan merupakan tanggung
jawab Eselon I K/L dan Satker.

Validasi ADK RKA-K/L

DJA melakukan validasi terhadap ADK RKA-K/L yang disampaikan oleh
K/L untuk memastikan kesesuaian dengan kaidah-kaidah SPAN. Dalam
hal hasil validasi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah SPAN maka ADK akan
dikembalikan untuk diperbaiki, dan paling lama 2 (dua) hari setelah
dikembalikan harus disampaikan kembali ke DJA.

2. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L
2.1 Mekanisme Penelaahan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran.
2.1.1 Langkah-Langkah Penelaahan

a. Pejabat dan petugas penelaah Kementerian Keuangan c.q. DJA dan

Kementerian PPN/Bappenas melakukan peneclaahan RKA-K/L dengan
petugas penelaah dari Biro/Bagian Perencanaan dan/atau petugas
penelaah lain yang berwenang pada K/L terkait.

. Proses penelaahan RKA-K/L diawali dengan memeriksa kelengkapan

administratif yaitu:
1) Legalitas dokumen yang diterima dari K/L;
2) Surat pengantar penyampaian RKA-K/L yang ditandatangani oleh
Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris K/L;
3) Surat tugas sebagai petugas penelaah K/L;
4) Penggunaan format baku untuk RKA-K/L dan RKA Satker;
S) Arsip Data Komputer (ADK).
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¢. Kementerian Keuangan c.q. DJA utamanya meneliti kriteria substantif
berupa kesesuaian anggaran terhadap sasaran kinerja vang direncanakan,
yaitu:

1)

2)

Memeriksa Formulir RKA-K/L meliputi:

a) Memeriksa legalitas RKA-K/L. dan/atau hasil pembahasan/
kesepakatan dengan DPR.

b) Meneliti kesesuaian RKA-K/L dengan besaran Pagu Anggaran K/L,
meliputi:
¢ Meneliti kesesuaian alokasi pagu dana per program;

e Meneliti kesesuaian alokasi pagu dana berdasarkan sumber
pendanaannya.

c) Terkait angka dasar yang mengalami perubahan pada level
tahapan/komponen:

e Meneliti kesesuaian pagu Angka Dasar Unit Organisasi dalam
RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.

e Meneliti kesesuaian pagu Angka Dasar Program dalam RKA-K/L
dengan Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

d) Terkait Inisiatif Baru:

e Meneliti kesesuaian pagu inisiatif baru Unit Organisisai dalam
RKA-K/L dengan pagu dalam KMK tentang Pagu Anggaran.

e Meneliti kesesuaian pagu inisiatif baru Program dalam RKA-K/L
dengan pagu dalam KMK tentang Pagu Anggaran.

€) Memeriksa Pencantuman prakiraan maju untuk tiga tahun ke
depan.

f) Memeriksa ADK RKA-K/ 1.

Memeriksa RKA Satker meliputi:

a) Meneliti alokasi anggaran Satker dengan Daftar alokasi Pagu
masing-masing Unit Eselon 1 yang dirinci berdasarkan Program,
Satker dan Sumber Pendanaan.

b) Meneliti alokasi anggaran yang termasuk dalam jenis Angka Dasar
dan/atau Inisiatif Baru.

c) Meneliti alokasi anggaran jenis Angka Dasar yang mengalami
perubahan pada level tahapan/komponen meliputi:

e Memastikan relevansi SubKeluaran (apabila ada) dengan
Keluaran.

¢ Memastikan relevansi Komponen/tahapan dengan Keluarannya.

e Memastikan angka Prakiraan Maju, meliputi:
= Keberlanjutan/berhenti suatu Keluaran dengan konsekuensi:

¥v" Jika berhenti, hasil perhitungan pada Keluaran harus nol
(Keluaran dihapus).

v' Jika berlanjut maka harus terdapat angka prakiraan maju
(volume Keluaran dan alokasi anggaran).

= Keberlanjutan/berhenti suatu Kompenen dengan konsekuensi:

v" Jika berhenti, hasil perhitungan Komponen harus nol
(Komponen dihapus).

v' Jika berlanjut maka harus terdapat angka (alokasi
anggaran).
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» Komponen sebagai Biaya Utama atau Biaya Pendukung

v' Apabila Komponen sebagai biaya utama maka perlu
diteliti: apakah berharga tetap atau dapat disesuaikan
harganya berdasarkan kebijakan (ada dokumen berupa
keputusan  pemerintah/keputusan  menteri  atau
pimpinan lembaga).

v' Apabila Komponen sebagai biayva pendukung maka
angka prakiraan maju Komponen pendukung berasal
dari perkalian dengan parameter ekonomi (dalam hal ini
berupa indeks inflasi kumulatif). Parameter ekonomi
vang digunakan adalah asumsi tingkat inflasi APBN
untuk tahun vang direncanakan.

d) Menecliti alokasi anggaran jenis Inisiatif Baru meliputi:
e Meneliti relevansi SubKeluaran (apabila ada) dengan Keluaran.
e Meneliti relevansi Komponen/tahapan dengan Keluarannya
» Meneliti kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan pagu
dalam KMK tentang Pagu Anggaran K/L.
e Meneliti angka Prakiraan Maju suatu Keluaran sebagaimana
uraian pada Angka Dasar.

d. Kementerian Perencanaan utamanya meneliti kriteria substantif berupa
konsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP, yaitu:

1)
2)

3)
1)

S)

Meneliti Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Outcome K/L.
Meneliti kategori kegiatan, apakah termasuk kegiatan prioritas
nasional, prioritas bidang, atau prioritas K/L.

Meneliti konsistensi rumusan Keluaran dalam dokumen RKA-K/L
dengan Keluaran yang terdapat dalam dokumen Renja K/1I. dan RKP.
Meneliti konsistensi Volume Keluaran dalam dokumen RKA-K/L
dengan dokumen Renja K/L dan RKP tahun vang direncanakan.
Meneliti konsistensi Keluaran dengan indikator kinerja kegiatannya
(dalam dekumen RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP)

2.1.2 Ketentuan Khusus Penelaahan Satker BLU dan ARG
1. Peneclaahan BLU
Penelaahan RKA Satker BLU diutamakan pada hal-hal sebagai berikut:

a.

Meneliti program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker BLU.
Program dan Kegiatan vang digunakan dalam penyusunan RKA Satker
BLU merupakan bagian dari program dan kegiatan hasil restrukturisasi
program dan kegiatan K/L induk.

. Meneliti kesesuaian pagu dalam RKA Satker BLU dengan pagu

Kegiatan RKA-KL, khususnya berkenaan dengan sumber dana (PNBP
dan Rupiah Murni) sebagaimana tertuang dalam Ikhtisar Rencana
Bisnis dan Anggaran (RBA).

Meneliti kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan Ikhtisar RBA.

. Keluaran vang tercantum dalam RKA Satker BLU mengacu pada tabel

referensi program aplikasi RKA-K/L.

Meneliti alokasi anggaran angka dasar sama halnya dengan satker non
BLU.

Dalam proses penelaahan RBA, Direktorat Jenderal Anggaran dapat
mengikutsertakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
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2. Penelaahan ARG

Penclaahan RKA-K/L dalam rangka kegiatan Anggaran Responsif Gender

(ARG) baik untuk jenis alokasi anggaran Angka Dasar maupun Inisiatif

Baru diutamakan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Memastikan bahwa alokasi anggaran pada tingkat Keluaran kegiatan
yang dikategorikan sebagai ARG dilengkapi dengan dokumen Gender
Budget Statement (GBS).

b. Petugas penelaah Bappenas meneliti kualitas dokumen GBS.

c. Berdasarkan dokumen GBS dimaksud, petugas penclaah DJA
memastikan bahwa pada tema Keluaran butir ketiga (peningkatan
persamaan gender dan pemberdayaan perempuan/Anggaran Responsifl
Gender) pada aplikasi untuk menyusun REKA-K/L telah dicentang
(berupa tanda \/) vang menandakan bahwa Keluaran kegiatan
dimaksud telah responsif gender (tema: PUG).

2.2 Mekanisme Penclaahan RKA-K/L Berdasarkan Alokasi Anggaran K/L
Penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran K/L. di Kementerian keuangan
dilaksanakan setelah internal K/L melakukan peneclitian yvang dilakukan oleh
APl K/L dan Biro Perencanaan. Penelaahan ini bertujuan untuk memeriksa
kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan alokasi Anggaran K/L. Proses
penelaahan setelah Alokasi Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Proses peneclaahan diawali dengan memeriksa kelengkapan dokumen RKA-
K/L seperti halnya pada penelaahan pada Pagu Anggaran K/L ditambah
Persetujuan Komisi DPR.

2. Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L tidak mengalami perubahan
(sama dengan Pagu Anggaran K/L) maka K/L menyampaikan RKA-K/L dan
dokumen pendukung beserta Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L scbagai
dasar penelaahan. Hasil penelaahan RKA-K/I. dimaksud dijadikan sebagai
dasar penctapan RKA-K/L oleh Direktur Jenderal Anggaran dan scbagai
bahan untuk penyusunan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Rincian
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP) beserta lampirannya.

3. Dalam hal besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L mengalami perubahan baik
penambahan maupun pengurangan maka K/L menyampaikan RKA-K/L
dan dokumen penelaahan beserta Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L
untuk dilakukan penelaahan kembali dalam rangka penyesuaian RKA-K/L
dengan Pagu Alckasi Anggaran K/L.

4. Berkenaan dengan besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L dimaksud lebih
besar dari Pagu Anggaran K/L maka penclaahan dilakukan dengan meneliti
RKA Satker dengan kesesuaian tambahan pagu yvang difokuskan pada:

a. Penambahan jenis Keluaran, sehingga jenis dan volumenya bertambah;
b. Penambahan Komponen yvang relevan untuk menghasilkan Keluaran.

S. Berkenaan dengan besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L lebih kecil dari Pagu
Anggaran K/L maka penelahaan dilakukan dengan meneliti RKA Satker
dengan kesesuaian pengurangan pagu vang difckuskan pada:

a. Pengurangan Keluaran selain Keluaran dalam rangka penugasan,
sehingga jenis dan volumenya berkurang;

b. Pengurangan Komponen untuk menghasilkan Keluaran yang sudah ada
selain Komponen Gaji dan Komponen Operasional Perkantoran.

3. Tindak lanjut Hasil Penclaahan RKA-K/L
3.1 Tindaklanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran K/L
1. Hasil penelaahan RKA-K/L dituangkan dalam Catatan Hasil Penclaahan
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. DJA menghimpun dan mengkompilasi seluruh RKA-K/L hasil penelaahan

untuk digunakan sebagai:

a. Bahan penyusunan Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan
Undang-Undang (RUU) tentang APBN; dan

b. Dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN.

. Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan RUU APBN dibahas dalam sidang

kabinet. Hasil sidang kabinet tersebut disampaikan oleh Pemerintah kepada
DPR pada bulan Agustus.

. Pemerintah menyelesaikan pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang

APBN dengan DPR paling lambat akhir bulan Oktober.

. Dalam hal pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN

menghasilkan optimalisasi pagu anggaran, optimalisasi pagu anggaran
tersebut digunakan oleh Pemerintah sesuai dengan Arah Kebijakan yang
telah ditetapkan oleh Presiden.

. Hasil pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN dituangkan

dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN dan
RUU tentang APBN dan bersifat final.

Berita acara hasil kesepakatan pembahasan disampaikan oleh Menteri
Keuangan kepada Kementerian/Lembaga.

3.2 Tindaklanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L Berdasarkan Alokasi Anggaran K/L

1.

Hasil peneclaahan berdasarkan Alokasi Anggaran dituangkan dalam Catatan
Hasil Penelaahan dan RKA-K/L. tersebut digunakan sebagai bahan
penyusunan Daftar Hasil Penelaahan (DHP) RKA-K/ L.

. Alokasi anggaran ditetapkan dengan Keputusan Presiden tentang Rincian

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (Keppres RABPP) paling lambat tanggal
30 November.

. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

dengan berpedoman pada alokasi anggaran yang ditetapkan dalam
Keputusan Presiden.

4. Hal-hal Khusus Dalam Penelaahan RKA-K/L

4.1 Perubahan Akibat Penelaahan
Dalam hal hasil penelaahan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L atau
Pagu Alokasi Anggaran K/L mengakibatkan perubahan rumusan kinerja,
perubahan dimaksud dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1.

Perubahan vang berkaitan dengan rumusan Keluaran (Jenis dan Satuan),

pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang;

a. Telah disepakati dalam proses penelaahan;

b. Tidak mengubah Keluaran yang merupakan Keluaran Kegiatan Prioritas
Nasional,

c. Relevan dengan Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang
ditetapkan;

d. Adanya perubahan tugas dan fungsi pada unit yang bersangkutan;

e. Adanya tambahan penugasan.

. Perubahan yang berkaitan dengan rumusan diluar Keluaran (Program,

Indikator Kinerja Utama Program, Outcome/Hasil, Kegiatan, dan Indikator

Kinerja), apabila dibutuhkan dapat dilakukan sepanjang telah disepakati

dalam proses penelaahan dan merupakan akibat dari:

a. Adanya reorganisasi yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi
serta struktur organisasi;
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b. Reorganisasi tersebut sudah memiliki dasar hukum yang pasti (Perpres,
Persetujuan Menpan dan RB, Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga
yvang bersangkutan);

c. Perubahan yang diusulkan telah disepakati dalam Trilateral Meeting;

d. Telah mendapat persetujuan dari Komisi terkait di DPR.

4.2 Keluaran/Output Cadangan

Berdasarkan hasil penelaahan, apabila terdapat alokasi anggaran yang belum

mendapatkan persetujuan DPR atau belum ditetapkan penggunaannya

(berasal dari efisiensi dan/atau Komponen yang tidak relevan dengan

Keluaran) maka  alokasi anggaran  tersebut dimasukkan — dalam

Cutput/Keluaran Cadangan pada kegiatan/jenis bhelanja yang sama.

Cutput/Keluaran cadangan untuk menampung hal-hal sebagai berikut:

a. Anggaran yang belum mendapatkan persetujuan DPR;

b. Anggaran untuk satker baru. Kegiatan yvang menampung alokasi anggaran
untuk keperluan biaya operasional satker baru yang belum mendapat
persetujuan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Menteri PAN dan RBjJ;

c. Alokasi anggaran yang belum ada dasar hukumnya pada saat penyusunan
RKA-K/L, tetapi telah direncanakan akan dilakukan;

d. Sisa dana yvang belum ditetapkan penggunaannva vang berasal dari hasil
peneclaahan berdasarkan alckasi anggaran; dan/atau

e. Terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja kegiatan dengan
Keluaran yang dihasilkan, atau kurangnyva relevansi antara Keluaran
dengan SubKeluaran/ komponen.

Apabila terjadi hal-hal seperti tersebut di atas, yang harus diperhatikan cleh

petugas penelaah dari Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal

Anggaran adalah:

a. Untuk yang disebabkan tidak adanya persetujuan DPR:

1) Rincian alokasi anggaran untuk biaya operasional tidak diblokir;

2) Rincian alokasi anggaran untuk biaya non operasional yang telah
ditetapkan dalam pagu anggaran dan tidak berubah, tidak diblokir; dan

3) Penyesuaian alokasi anggaran berupa tambahan pagu yang digunakan
selain pada angka 1) dan angka 2), dapat dituangkan dalam output
cadangan dan/atau diberikan catatan rincian alokasi tidak dapat
dilaksanakan sebelum adanya persetujuan DPR, dan tidak diblokir

b. Untuk yang disebabkan selain tidak adanya persetujuan DPR:
Memindahkan alokasi anggaran pada Keluaran/SubKkeluaran/Komponen

yang tidak sesuai tersebut ke “OCutput/Keluaran Cadangan”, dan alokasi
dananya tidak diblokir.

Alokasi anggaran pada Output/Keluaran cadangan baru bisa dilaksanakan
setelah dilakukan revisi dengan berpedoman pada ketentuan mengenai tata
cara revisi anggaran.
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LAMPIRAN III-1

CATATAN PENELAAHAN
RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2014

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ORGANISASI

JUMLAH SATKER

JUMLAH PEGAWAI

URAIAN

HASIL PENELAAHAN

BELANJA
51
BELANJA

BELANJA
52
BELANJA

BELANJA | BELANJA | BELANJA
53 54 55
BELANJA | BELANJA | BELANJA
58 61 62

A. RINCIAN PROGRAM

e dumlah
UK XX XX nama program
e Mumnlah
B. RINCIAN SUMBER DANA (1+2+3)
R {141 |1
XXX XX. XX 1. Rupiah Murni

Jumlah
T A RM N T T T
UK XX XX Pendamping

Jumlah
[ - 1 1Y B
K XK XX Pendamping
e Mumnlah
YO XK. XX C. PNBP
R {141 |1
K XX XX D. BLU
K XX XX 2. PHLN

Jumlah
oo A Pinjaman Luar Negeri
e Jumlah :
XXX XX B. Hibah Luar Negeri
e eemmmmmmeeeeeemmmemseseeseemsensseeeeeenmnnnn Jumlah :
K XX XX 3. PDN
. Jumlah :
XXX XX. XX 4. PBS
SR Jumlah :
C. PEMBLOKIRAN DANA (%)
e Jumniah :
D. JENIS KEWENANGAN (4+5+6+7)

Jumlah
Cawyoaw e FR Pt Y o
e e e e e e e e meean durr sl
WL, K . Lakonsarl &=

Jumr ah
WEE KR KE G. Tuga= P=mbant. an

Jumr ah
Cwwysxvx 7 Urusar Fersarma
e et e e e durr ali
E -8l A_ORAR ANGGAHMR HE-H)
e e e e e e dumrah:
A RN 2. Cperasicas
e e e e e e e dur ah:
W 9, Man Zrperasior al
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PENILAIAN/ PENDAPAT PETUGAS :

PEMBLOKIRAN ANGGARAN :

PEJABAT/PETUGAS PENELAAH :

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

JABATAN

Tanda Tangan

Kepala Seksi/Eselon IV
Kepala Sub Direktorat/Eselon Ill
Kepala Biro Perencanaan

KEMENTERIAN KEUANGAN

JABATAN

Kepala Seksi/Eselon IV
Kepala Sub Direktorat/Eselon Ill
Direktur Anggaran I/11/11l

KEMENTERIAN PERENCANAAN

JABATAN

Tanda Tangan

Staf
Kepala Sub Direktorat/Eselon IlI
Direktur........ccoovmniiiiiinniiiens
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Formulir Himpunan RKA-K/L LAMPIRAN III-2

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 20XX

MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, PROGRAM DAN, |BELANJA PEGAWAI|BELANJA BARANG| BELANJA MODAL [BANTUAN SOSIAL| JUMLAH
KEGIATAN

Formulir Il Himpunan RKA-K/L

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 20XX
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI DAN JENIS BELANJA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KQDE DAN URAIAN FUNGSI DAN SUB FUNGSI BELANJA PEGAWAI |BELANJA BARANG| BELANJA MODAL [BANTUAN SOSIAL JUMLAH

Formulir lll Himpunan RKA-K/L

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 20XX
MENURUT FUNGSI, SUB FUNGSI, BAGIAN ANGGARAN DAN JENIS BELANJA
{DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN FUNGSI, SUB FUNGSI DAN BAGIAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI |BELANJA BARANG| BELANJA MODAL [BANTUAN SOSIAL JUMLAH

Formulir IV Himpunan RKA-K/L

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 20XX

MENURUT BAGIAN ANGGARAN, FUNGSI, SUB FUNGSI DAN JENIS BELANJA
{DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, FUNGSI DAN SUB FUNGSI BELANJA PEGAWAI |BELANJA BARANG| BELANJA MODAL BANTUAN SOSIAL JUMLAH

Formulir ¥V Himpunan RKA-K/L

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 20XX

MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELUARAN DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUFIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN RUPIAH MURNI PNBP/BLU PDN/PHLN JUMLAH
KELUARAN

Formulir VI Himpunan RKA-K/L

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2011

MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUFIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, PROGRAM, JUMLAH N-1 JUMLAH JUMLAH N+1 JUMLAH N+2 JUMLAH N+3
KEGIATAN DAN KELUARAN
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LAMPIRAN II-3

KEMENTERIAN KEUANGAN REFUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JEMDERAL ANGGARAN

DAFTAR HASIL PENELAAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA [DHP RHA-K/L)
TAHUN ANGGARAN 20X
NOMOR : DHP- xxx.xx. xx-0f AG! 20X X

Bardaserken hesil paneleshan REA-KL Ta 203 sesual  Alowssl Anggaram Ta 200, meks detsm rangka penyesanan
Fepulusan Prasiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemenntah Busa TA 20000 dengan inl dtedapkan DHP RS- RL mtuk

KEMENTERIAN NEGARA! LEMBAGA
UNIT ORGANSASI .
FAGU UNIT ORGANISASI :

Pagu unit organisasi tersebut, dirinci menurut Program sebagai berikut :
(Ribuan Rupiah)

KODE UNIT ORGANISASI JUMLAH JUMLAH DANA TARGET PENDAPATAN
SATKER PAGU BLOKIR | peRPAJAKAN | PNBP

(1) 2 (3) 4 5 () (7)

JUMLAH

RINCIAN SUMBER DANA

RM

PNBP/BLU

PHLN/PDN

Rincian alckasi anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi dalam RKA-K/L TA 20XX sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
TA 20XX, dan menjadi dasar penyusunan serta pengesahan DIPA TA 2000C

Pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam DHP RKA-K/L TA 20XX sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Jakarta, Nopember 20XX
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR ANGGARAN ...

NIP.
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LAMPIRAN TII-4
@ [ LAMEIRAN DHP REAKAL |
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBL IK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
RINCIAM ALOKASI ANGGARAN PER UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 20XX
HEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
UNIT GRGANI SASI
PAGL
Alokas angogaeran lerssbul, dining menunt iokasi sebagal Derkul
(Ribuen Ruplah)
KODE PROPINSI JUMLAH JUMLAH DA N TARGET PENDAFATAN
SATKER PAGU BLOKIR | pERPAJAKAN | PNEP
) @ @) @ ) (©) )

TOTAL

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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